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ABSTRAK

Nama : Ester Septarini
Program Studi : Magister Kenotanatan
Judul : Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembual Akta Tanah

Terhadap Akta Yang Dibuatnya (Tinjauan Yundis Terhadap
Putusan Pengadilan Negen Jakarta Utara tanggal 18 Oktober
2005 Nomor |59/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT)

PPAT menurut Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 juncto Pasal | angka
(1) Peraturan KaBPN Nomor | Tahun 2006 adalah Pejabat Umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Salah
satu perbuatan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun
1998 juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 adalah jual
beli. Untuk melakukan jabatan tersebut PPAT mempunyai kewajiban sebelum,
pada saat dan setelah perbuatan, yang kebenaran formalnya (formale
bewijskracht) merupakan fanggung jawab PPAT. Kebenaran formal adalah
kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tejadi dalam akta betul-betul
dilakukan oleh PPAT atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadapnya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pembuatan akta, PPAT
mengkonstantir kehendak para pihak dan jika ditemukan ketidakbenaran di
dalamnya, ini merupakan tanggung jawab para pihak. Contoh nyata terjadi dalam
Putusan Pengadilan Negen Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2005 Nomor
159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT. Penghadap membenkan keterangan yang tidak
benar sehubungan dengan jual beli yang dilakukannya. Keterangan yang tidak
benar dalam hal ini adalah bahwa Surat Kuasa yang diberikan kepada PPAT yang
berwenang ternyata dibuat berdampingan dengan Akta Perjorjian Pengikatan Jual
Bell karepa pembayaran yang belum lunas dan Sertipikat-yang belum diterbitkan
atas nama yang berhak pada saat Akta-akta tersebut dibuat. Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli tersebut tidak dibenkan kepada PPAT yang berwenang. Dan
hal tersebut timbul beberapa permasalahan sebagal benkut bagaimanakah peran
dan tanggung jawab PPAT terhadap kebenaran identitas dan informasi dari
Penghadap yang diberikan kepadanya, apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara tanggal 18 Oktober 2005 Nomor 159/Pdt.G/2005/PN.JKT,UT telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan bagaimanakah akibat hukum bagi PPAT yang
membuat akta tapi dinyatakan cacat yuridis. Untuk menjawab permasalahan
tersebut dilakukan penelitian yuridis normatif terhadap PP Nomor 37 Tahun 1998
dan Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006. Tipologi penelitian yang dipakai
adalah penelitian preskriptif yaitu memberikan saran atau jalan keluar dan suatu
permasalahan. Berdasarkan hasil analisis terhadap PP Nomor 37 Tahun 1998 dan
Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 diketahui bahwa peran dan tanggung
jawab PPAT terhadap kebenaran identitas dan informasi dari Penghadap yang
diberikan kepadanya adalah sebatas kebenaran formal (formale bewijskracht) dan
dihubungkan dengan putusan tersebut di atas, PPAT tersebut telah melakukan
pembuatan Akta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PP Nomor
37 Tahun 1998 dan Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006, ada beberapa hal
dalam Putusan Pengadilan Negeni Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2005 Nomor
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159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT yang menurut Penulis tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan di dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan KaBPN
Nomor 1 Tahun 2006 tidak pemmah disebutkan bahwa akta PPAT bisa mengalami
degradasi kekuatan pembuktian karena pelanggaran yang dilakukan PPAT dalam
pembuatan aktanya sehingga tidak ada akibat hukum bagi PPAT yang membuat
akta dan dinyatakan cacat yuridis oleh Pengadilan. Upaya pencegahan yang
dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan aktanya supaya hal ini tidak terjadi lagi
adalah PPAT yang membuat Akta Jual Beli yang didasarkan pada Surat Kuasa
dapat menanyakan terlebih dahulu kepada para penghadapnya, apakah Surat
Kuasa yang dilampirkan tersebut dibuat juga dengan Akta Perjanjian Pengikatan
Jual Beli. Hal ini untuk menghindari ketidakbenaran informasi yang diberikan
oleh para penghadap seperti kasus tersebut.

Kata Kunci:
PPAT, Akta Jual Beli, Surat Kuasa, Perjanjian Pengikatan Jual Beli
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ABSTRACT

Name : Ester Septarini
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Role and Responsibility of PPAT Deed (Judicial Review of

Putusan Pengadilan Negen Jakarta Utara tanggal 18 Oktober
2005 Nomor 159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT)

PPAT according to Article 1 paragraph (1) PP Number 37 Year 1998 amended
Anticle 1 point (1) Regulation KaBPN Number. 1 Year 2006 is a General Officer
who is authorized to make the authentic deeds of certain legal acts regarding the
land nights or the Property Rights Housing Unit. One of the legal acts referred to
in Article 2 paragraph (2) PP Number 37 Year 1998 as amended by Article 2
paragraph (2) Regulation KaBPN Number 1 Year 2006 is the Deed of Sell and
Purchase. To do the job PPAT has obligations before, during and after the act, the
truth of his formal (formale bewijskrach) is the responsibility of PPAT. Truth is
the certainty that a formal events and facts that occurred in the deed actually done
by PPAT or explained by the parties face. It concluded that in each making the
deed, PPAT taken intentions of the parties and if found untruth in it, this is the
responsibility of the parties. Obvious example occurred in Putusan Pengadilan
" Negeri  Jakarta  Utara  tanggal 18  Oktober 2005  Nomor
159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT). The parties providing incorrect information in
connection with the sell and purchase is done. Description is not true in this case
is that the Letter of Authorization granted to the authorized PPAT was created
alongside the Deed of Sale and Purchase Agreement because the payment is
unpaid and the certificate is not issued on behalf of eligible in-deed when the deed
was made. Deed of Sell and Purchase Agreement is not given to the authorized
PPAT. From this it raises some problems as follows how the roles and
responsibilities of the validity of PPAT from the parties identity and information
provided to him, whether the decision of Putusan Pengadilan Negen Jakarta Utara
tanggal 18 Oktober 2005 Nomor [59/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT) has in accordance
with applicable regulations and how the legal consequences for making PPAT
deed but otherwise flawed juridically. To answer the question normative legal
research on PP Number 37 Year 1998 and Regulation KaBPN Number 1 Year
2006. Typology of research that is used is research that is prescriptive advice or a
way out of a problem. Based on the results of an analysis of the PP Number 37
Year 1998 and Regulation KaBPN Number 1 Year 2006 note that the roles and
responsibilities of the validity of PPAT from the Parties identity and information
provided to him is limited to formal truth (formale bewijskracht) and connected
with the decision mentioned above, PPAT has engaged in creating deed in
accordance with the procedures stipulated in PP Number 37 Year 1998 and
Regulation KaBPN Number 1 Year 2006, there were some things in Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2005 Nomor
159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT) by author are not in accordance with applicable
regulations and in the PP Number 37 Year 1998 and Regulation KaBPN Number
1 Year 2006 never mentioned that the deed could have been degraded PPAT
evidentiary strength for breach made in the manufacture of its Deed so there is no
such legal consequences for PPAT which makes the deed and otherwise flawed
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juridically by the Court. Prevention efforts conducted by the PPAT in making its
Deed so this does not happen again is what makes PPAT Deed of Sell and
Purchase based on the authorization letter may be asked prior to the parties,
whether the attached Power of Attomey is made also by Deed of Sell and

Purchase Agreement. This is to avoid improprety to the information provided by
the parties such cases.

Keywords:

PPAT, the Deed of Sell and Purchase, Letter of Authorization, Sell and Purchase
Agreement
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) adalah
Pejabat Umum yang d_iberi kewenangan untzk membuat Akta-akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan
‘Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (untuk selanjutnya élisebut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998)'
dan Pasal | ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut
Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006).2
Pengertian PPAT tersebut mengandung beberapa unsur sebagai benkut:
1. PPAT sebagai Pejabat Umum;
PPAT sebagai Pejabat Umum mempunyai tugas pokok yang terdapat di
dalam Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 yaitu melaksanakan
sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akfa sebagai bukti
telah dilakukannya perbuatan hulcum tertentu mengenai hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh
perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah sebagai
berikut:’
a. jual beli;
b.  tukar menukar;
c.  hibah;
d. pemasukan ke dalam perusahaan {(inbreng);

e. pembagian hak bersama;

' Indonesia, Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP Nomor 37 Tahun 1998, LN
No.52 Tahun 1998, TLN No.3746, Pasal 1 ayat (1).

? Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, PerKaBPN No.1 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (1) .

* Opecit, Pasal 2 ayat (1).

Universitas Indonesia
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f  pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;

g. pembenan Hak Tanggungan;

h.  pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Menurut Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998, daerah kerja PPAT

adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

PPAT membuat akta otentik;

Pengertian Akta Otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan

oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang

berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Menurut pasal ini

suatu akta disebut otentik jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam

pasal ini yaitu:

1.  Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-
undang; - : -

2. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum,;

3. Pejabat Umum oleh atan dihadapan siapa akta itu dibuat harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut hanya
merumuskan arti kata otentik dan tidak menyebutkan siapa Pejabat Umum
itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum itw berwenang.
Secara implist Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
menghendaki adanya suate Undang-undang yang mengatur tentang Pejabat
Umum dan bentuk aktanya.

Di dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat
disimpulkan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
mutlak, apalagi apabila akta itu memuat perjanjian yang mengikat kedua
belah pihak yang membuat pejanjian itu. Jadi antara pihak-pihak yang
membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka épa yang tersebut dalam akta
otentik itu tegadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta otentik itu
merupakan bukti yang sempurna, schingga tidak perlu lagi dibuktikan
dengan alat-alat pembukfian lain. Disinilah letak arti yang penting dan akta

2
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otentik yang dalam praktek hukum sehari-hari memudahkan pembuktian dan

memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.*

Suatu akta dikatakan otentik dan memiliki kekuatan bukti lengkap dan telah
mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain
dalam suatu sengketa hukum perdata. Kekuatan pembuktiannya dapat
digolongkan dalam 3 (tiga) macam yaitu:’

1.  Kekuatan pembuktian yang luar (uitwendige bewijskracht), adalah syarat-
syarat formal yang diperlukan agar akta Notaris dapat berlaku sebagai akta
otentik. _ ’

2. Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht), adalah kepastian
bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan
oleh PPAT atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadapnya.

3. Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) ialah kepastian
bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian. yang sah
terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak
dan berlaku untuk umum, kecuali alat pembuktian sebaliknya (regenbewijs).
Namun akta-akta yang dibuat tersebut dapat mengalami degradasi kekuatan

bukti dari kekuatan bukti lengkap menjadi permulaan pembuktian dan dapat

memiliki cacat yuridis yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya.

Contoh nyata terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
tanggal 18 Oktober 2005 Nomor 159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT, dimana dalam
gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat belum melakukan pelunasan
harga jual atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Rawabuaya.

Dalam hal ini Penggugat adalah Hajjah Mas’ah, Hajjah Na'amah, Haji
Sadelih, Hajjah Mulyana, Sarwani, Sahroni (selaku Para Ahli Waris Almarhum
Muhammad dan Almarhumah Hajjah Sa’diah untuk selanjutnya disebut
Penggugat I), Hajjah Munah, Haji Sahrudin, Hajjah Hujaimah, Subki, Akhmad
Kosasih, Hajjah Uum Umiyanah, Hajjah Hasanah (selaku Para Ahli Waris
Almarhum Munir dan Almarhumah Haji Samun binti Haji Nasirin untuk

- selanjutnya disebut Penggugat II), Sarwani (untuk selanjutnya disebut Penggunat

“ R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, (Jakarta, PT RajaGrafindo
Persada,1993), hlm 43.
° Ibid, hlm.55.
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IIl), Hajjah Hasanah, Rosadah, Mahfuz, Aiz Fauzi (untuk selanjutnya disebut
Penggugat IV) dan Tuan Sugiarso (untuk selanjutnya disebut Tergugat I), Notaris
X (untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat [).

Penggugat | adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu:

1. Hak Milik Adat Girik C Nomeor 53135, Persil Nomor 50, Blok S.1I, luas 1.370
M2 (seribu tigaratus tujuhpuluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Dun
Kosambi (sekarang Rawa Buaya) dengan batas-batas sebelah Utara tanah
mulik Sainah (Aliong), sebelah Timur tanah milik Hz-;ji Gani, sebelah Selatan
tanah milik Haji Marwan, sebelah Barat tanah milik Haji Jamat.

2. Hak Milik Adat Girik C Nomor 5315, Persil Nomor 50, Blok S.1I, luas 2.466
M2 (duaribu empatratus enampuluh enam Meter Persegi) terletak di
Kelurahan Duri Kosambi (sekarang Rawa Buaya), dengan batas-batas
sebelah Utara tanah milik Haji-GenifNawawi, sebelah Timur tanah milik
Haji Jamat, sebelah Selatan tanah milik Haji Marwan/Haji Jamat, sebelah
Barat tanah milik Haji Marwan.

Penggugat II adalah pemilik tanah Hak Milik Adat Ginik C Nomor 5316
Persil Nomor 50 Blok S 11, luas 1.135 M2 (seribu seratus tigapuluh lima Meter
Persegl) terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat,
Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Duri Kosambi {sckarang Rawa Buaya) atas
nama Haji Munir dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Haji Namin,
sebelah Timur tanah mililk Nawawi, sebelah Selatan tanah milik Hajjah Sadiah,
sebelah Barat tanah milik Aliong.

Pengpgugat [II adalah pemilik sebidang tanah Hak Milik Adat Girtk C Nomor
5318 Persil Nomor 50 Blok S II luas 1.207 M2 (seribu duaratus tujuh Meter
Persegi) terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat,
Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Duri Kosambil (sekarang Rawa Buaya) atas
nama Tuan Sarwani dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Haji Namin,
sebelah Timur tanah milik Haji Jamat, sebelah Selatan tanah milik Haji Sadiah,
sebelah Barat tanah milik Haji Munirah.

Penggugat IV adalah pemilik sebidang tanah Hak Milik Adat Girik C
Nomor 1542 Persil Nomor 51 Blok § II Juas 2.270 M2 (duaribu duaratus
fujuhpuluh Meter Persegi) terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah
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Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Duri Kosambil (sekarang Rawa
Buaya) atas nama Samsudin bin Mohamad dengan batas-batas sebelah Utara
tanah milik Haji Namin, sebelah Timur tanah milik Haji Marwan, sebelah Selatan
jalan Pondok Randu, sebelah Barat tanah milik Haji Arma.

Para Penggugat di atas hendak menjual bidang tanah tersebut kepada
Tergugat dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.225.000 (duaratus
duapuluh lima ribu Rupiah) dengan luas keseluruhan sebesar 8.428 M2 (delapan
ribu empatratus duapuluh delapan Meter Persegi) dan Tergugat akan membayar
lunas tanah milik Para Penggugat apabila sudah diterbitkan Sertipikat masing-
masing atas nama Para Penggugat, oleh karena itu untuk merealisasikan keinginan
Tergugat maka dibuat kesepakatan oleh dan dihadapan Turut Tergugat I yang
dituangkan dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli yaitu:

1. Dengan Penggugat 1, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 90_
tanggal 20 September 1993 diikuti pemberian kuasa Nomor 91 dibuat
dihadapan Turut Tergugat L.

2.  Dengan Penggugat II, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 92
tanggal 20 September 1993 diikuti pembenan kuasa Nomor 93 dibuat
dihadapan Turut Tergugat 1.

3. Dengan Penggugat III, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 96
tanggal 20 September 1993 diikuti pembenan kuasa Nomor 97 dibuat
dihadapan Turut TergugatI.

4. Dengan Penggugat IV, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 109
tanggal 30 Oktober 1993 diuikuti pembenan kuasa Nomor 110 dibuat
dihadapan Turut Tergugat 1.

Pejanjian Pengikatan Jual Beli di atas ditkuti dengan pembuatan Surat
Kuasa dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV kepada
Tergugat.

Para Penggugat telah menerima vang muka pada saat kesepakatan Pegjanjian
Pengikatan Jual Beli dimaksud yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Turut
Tergugat I yaitu:

1. Penggugat I telah menerima uwang muka sebesar Rp.90.000.000,-
(sembilanpuluh juta Rupiah);
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Penggugat II telah menerima uang muka sebesar Rp.130.000.000,- (seratus
tigapuluh juta Rupiah};

penggugat III telah menenma uang muka sebesar Rp.60.000.000,-
(enampuluh juta Rupiah};

Pengugat IV telah menerima uang muka sebesar Rp.130.000.000,- (seratus
tigapuluh juta Rupiah).

Sehingga sisa pembayaran atas tanah milik Para Penggugat sejumlah

Rp.1.486.300.000,- (satu milyar empatratus delapanpuluh enam jufa tigaratus nibu

Rupiah). Seharusnya sisa pembayaran tersebut dibayar pada saat tanah-tanah telah

diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat (untuk

selanjutnya disebut Turut Tergugat 1I) pada tahun 1993, namun tidak pemah

dibayarkan kepada Para Penggugat, bahkan Tergugat yang telah menunggu dalam

kurun waktu 13 (tigabelas) tahun tanpa kepastian, sampai akhimya Para

Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat telah selesai didaftarkan dan

diterbitkan oleh Turut Tergugat II yaitu:

1.

Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I didaftarkan dan diterbitkan pada
tanggal 25 Nopember 1993 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor
1725/Rawabuaya, seluas 2.430 M2 (dua nbu empatratus tigapuluh Meter
Persegi). '

Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I didaflarkan dan diterbitkan
pada tanggal 25 Nopember 1993 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor
1726/Rawabuaya, seluas 1.165 M2 (seribu seratus enampuluh lima Meter
Persegi).

Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat III didaftarkan dan diterbitkan
pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor
1714/Rawabuaya, seluas 1.214 M2 (seribu duaratus empatbelas Meter
Persegi).

Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat IV didaftarkan dan diterbitkan
pada tanggal 18 September 1993 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor
1715/Rawabuaya, seluas 2.420 M2 {(dua nibu empatratus duapuluh Meter
Persegi)
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Setelah 4 (empat) bidang tanah yang dimaksud selesai diterbitkan
Sertipikatnya oleh Turut Tergugat II dan Tergugat tidak menepati janjinya untuk
melunasi seluruh pembayaran atas tanah milik Para Penggugat, bahkan dengan
sengaja Tergugat mengulur-ulur waktu untuk melunasi pembayaran tersebut
bahkan disinyalir Tergugat telah membalik nama Sertipikat atas nama Tergugat
sendiri berdasarkan kuasa tersebut.

Para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Kuasa yang dibuat dihadapan
Turut Tergugat I merupakan Surat Kuasa Mutlak karena mengandung unsur tidak
dapat ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa yaitu berupa pemindahail hak tanah
yang dibenikan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai dan menggunakan
tanahnya seria melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya
dapat dilakukan oleh Pemegang haknya namun Tergugat menyatakan bahwa Surat
Kuasa yang dibuat bukanlah Surat Kuasa Mutlak melainkan Surat Kuasa biasa.

Pada tanggal 16 September 1994 berdasarkan Akta Surat Kuasa tanggal
30 Oktober 1993 Nomor 110 dibuat dihadapan Notaris X, Penggugat
menandatangani Akta Jual Beli atas tanah Hak Milik Nomor 1715/Rawabuaya
dihadapan PPAT dengan Akta Nomor 406/Cengkareng/1994. Berdasarkan Akta
Jual Beli tersebut, Sertipikat telah beralih atas nama Penggugat pada tanggal 8
Nopember 1994.

Penggugat [, ‘Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah
mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat ke hadapan Pengadilan Negeri
Jakarta ~ Utara  mengenai  wanprestasi  dengan  perkara  Nomor
159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT dimana dalam gugatannya Penggugat I, Penggugat
Il, Penggugat 1II dan Penggugat IV mendalilkan Penggugat belum melakukan
pelunasan harga jual atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Rawabuaya,
yang putus secara verstek (tanpa hadimya Penggugat) karena Penggugat sudah
tidak lagi bertempat tinggal di tempat kediamannya terakhir sehingga relaas
panggilan tidak diteima Penggugat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2005 Nomor
159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT tersebut memutuskan untuk membatalkan Akta
Pérjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan
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menyatakan. batal demi hukum dengan segala akibat Peralihan hak dari Para
Penggugat kepada Tergugat yang didasarkan Surat Kuasa tersebut.

Dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa baik Notaris maupun PPAT
hanya melihat data-data yang diberikan Para Pihak secara formal artinya Notaris
maupun PPAT hanya melihat suatu kejadian dan fakta sesuai dengan yang
diterangkan dan diberikan oleh pihak-pihak yang menghadapnya. Keterangan
palsu yang diberikan Para Pihak kepada Notaris maupun PPAT bukanlah
tanggung jawab Notaris maupun PPAT namun membeﬁkan akibat hukum kepada
akta yang mereka buat.

Dan kasus di atas dapat dilihat bahwa sesungguhnya Surat Kuasa dengan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat bukan dengan tujuan penyelundupan
hukum tapi kenyataannya dalam praktik, hal tersebut menimbulkan masalah salah
satunya adalah kebatalan atau ketiﬂakabsahaxmya akta yang dibuat coleh Notaris
dan PPAT karena keterangan Para Pihak yang tidak benar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, diperiukan analisis hukum
terhadap peran dan tanggung jawab PPAT terhadap kebenaran identitas Para
Penghadap yang diberikan kepade’mya.: Di samping itu, analisis hukum mengenai
akibat hukum bagi PPAT yang membuat Akta Jual Beli berdasarkan Surat Kuasa
Jual dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Jual Beli itu sendiri, dan pembeli
yang beritikad baik saat diketahui Surat Kuasa J ual dan Perjanjian Pengikatan Jual
Beli tersebut palsu.

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka dikemukakan judul tesis
berikut: “Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap
Akta Yang Dibuatnya (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2005 Nomor 159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT)”.

1.2. Permasalahan

Dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka Penulis merumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab PPAT terhadap kebenaran

identitas dan informasi dan Penghadap yang diberikan kepadanya?
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2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2005
Nomor 159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku?

3. Bagaimanakah akibat hukum bagi PPAT yang membuat akta tapi dinyatakan

cacat yuridis?

1.3. Metode Penelitian
Penelitian tentang “Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta
Tanah Terhadap Akta Yéng Dil:;uat_nya (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2005 Nomor
159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT)” merupakan suatu penelitian yuridis normatif yaitu
penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti tentang norma-norma dan asas-
asas hukum positif. |
Tipologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian
preskriptif yaitu memberikan saran atau jalan keluar dar suatu permasalahan.
Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan y—ang menekankan
pada oenggunaan data sekunder atau berupa nomma hukum tertulis dan atau
wawancara dengan informan dan narasumber. Secara terperinci bahan hukum
sekunder terdiri dan:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah
yang baru atau muktahir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui
maupun mengenai suatu gagasan (ide)® meliputi bahan hukum yang mengikat
dan terdin dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud
adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Jabatan
Notans, Peraturan Jabatan PPAT, dan yunisprudensi Mahkamah Agung yang
diperlukan guna memperoleh dasar atau landasan hukum untuk menjawab
permasalahan yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder

¢Soerjono Soekanto dan Sti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkar. Ed.1, cet, 10, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1997), hlm.29.
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Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum promer. Tidak mengikat, namun dapat digunakan
sebagai penunjang dari yang primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan
pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer,” meliputi literatur,
makalah, dan buku-buku dari kalangan hukum tentang Surat kuasa jual,
Perjanjian pengikatan jual beli dan Akta Jual Beli. Bahan hukum sekunder ini
diperlukan guna memperoleh kerangka teoretis dan kerangka konsep dari
permasalahan yang diteliti.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersiet merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum prnimer dan sekunder sepert:
kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan hukum tersier ini
dibutuhkan guna mencari pengertian atau definisi suatu istilah untuk
- menunjang landasan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan
kerangka teoretis dan kerangka konsep yang diperoleh dan bahan hukum
sekunder.
Metode Analisis Data yang digunakan berkenaan dengan bahan hukum primer
adalah mencan landasan hukum dan berkenaan dengan bahan hukum sekunder

adalah mencari landasan teori dan membandingkan hal-hal yang lain.

1.4. Sistematika Penulisan
Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis,

agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika pada penulisan

tesis ini dibagi dalam 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB1 : Pendahuluan
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang
yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas,
metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini,
serta mengenal sistematika penulisan.

BARB II : Teori dan Analisis

Pada bab II ini, Penulis akan menguraikan

? Ibid., hlm.29.
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BAB 111

a. Teori Hukum

Di dalam Teori Hukum, Penulis akan menguratkan lebih

lanjut mengenai pengertian dan tanggung jawab PPAT,

kekuatan pembuktian Akta, Akta Jual Beli, tanggung jawab

PPAT dalam membuat Akta Jual Beli berdasarkan Surat

Kuasa Jual dan Pexjahjian Pengikatan Jual Beli, akibat hukum

dan batalnya Akta.

b. Kasus

Jual beli yang didasarkan pada Surat Kuasa—yang ternyata

Surat Kuasa tersebut dibuat bersamaan dengan Akia

Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

c. Analisa terhadap Permasalahan Hukum

Di sini, Penulis akan menguraikan analisa terhadap

permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.

1. Peran dan tanggung jawab PPAT hanya sebatas
kebenaran formil artinya kebenaran tdentitas Penghadap
yang dibenkan kepadanya.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18
Oktober 2005 Nomor 159/Pdt.G/2005/PNJKT.UT yang
diputuskan verstek {tanpa hadirnya Tergugat) telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

3. Tidak adanya Akibat hukum bagi PPAT dalam hal
Aktanya dibatalkan. '-

: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, penulis akan menguraikan
penutup dari keseluruhan penulisan tesis ini yang berisi tentang
kesimpulan dari atas permasalahan yang dikemukakan serta
mengemukakan saran-saran yang relevan dengan permasalahan

yang penulis kemukakan pada Bab L
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2-1 L]

12

BAB I
TEORI DAN ANALISIS

Teori Hukum
2.1.1. Pengertian dan Tanggung Jawab PPAT

Sejak diundangkan dan diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjumya disebut
UUPA) diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997) untuk
melaksanakan Peraturan tersebut maka dibuatlah Peraturan Menter
Agrania’/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 yang menggantikan Peraturan
Pemerintab Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang dipandang

-tidak lagi sepenubnya mendukung tercapainya hasil yang nyata pada

 pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempumaan. Peraturan

Pemerintah tentang tanggung jawab PPAT diatur dengan adanya PP Nomor 37
Tahun 1998 sebagai pelengkap dari Peraturan Pemnerintah tentémg Pendaftaran
Tanah yang telah dijanjikan pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 dan Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006). Dalam kurun waktu
1961 sampai diterbitkannya PP Nomor 37 Tahun 1998 ini telah banyak sekali
kekacauan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan Akta PPAT.
Setelah dikéluarkannya PP Nomor 37 Tahun 1998 tugas dan ruang lingkup
jabatan PPAT lebih jelas dan rinci.!

2.1.1.1. Pengertian PPAT
Pengertian PPAT terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun
1998 dan Pasal 1 angka (1) Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 adalah

Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik

' Hmadriansyah, “Pemahaman Pokek Tentang PPAT". 28 Seplember, 2009,

http:/Awww.scribd.com/doc/2032 | 440/Pemahaman-Pokok-Tentang-Ppat,
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mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik

atas Satuan Rumah Susun.

Ada beberapa jenis PPAT yang dikenal dalam PP Nomor 37 Tahun 1998
yaitu:

1. PPAT yang diangkat secara khusus yaitu Notans.

2. PPAT Khusus menurut Pasal 1 angka (3) PP Nomor 37 Tahun 1998
adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena
jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT
dan membuat Akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan
program atau tugas Pemerintah tertentu.

PPAT int mempunyai tugas melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu
dan juga melayani kepentingan negara sahabat yang mempunyai
perwakilannya di Indonesia berdasarkan azas resiprositas.

3. PPAT Sementara menurut Pasal 1 angka (2) PP Nomor 37 Tahun 1998
adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karepa jabatannya untuk
melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT dan membuat
Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. PPAT Sementara
adalah camatlurah yang daerah kerjanya hanya meliputi satu

kecamatan/satu kelurahan tempat mereka berkedudukan.

2.1.1.2. Pengangkatan dan Syarat diangkat menjadi PPAT

Menurut Pasal 5 ayat {1) PP Nomor 37 Tahun 1998 PPAT diangkat dan
diberhentikan oleh Menten dan diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu.
Dalam hal ini, menurut Pasal 1 angka (9) PP Nomor 37 Tahun 1998, Menteri
yang dimaksud adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
agraria/pertanahan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan KaBPN
Nomor 1 Tahun 2006 bahwa PPAT diangkat oleh Kepala Badan. Kepala Badan
yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Peraturan KaBPN Nomor ! Tahun
2006 adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
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Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT menurut Pasal 6 PP Nomor 37

Tahun 1998 adalah:

berkewarganegaraan Indonesia;

berusia sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) tahun;

berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat
oleh Instansi Kepolisian setempat;

belum pemah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

sehat jasmani dan rohani;

lulusan program pendidikaﬁ spesialis notariat, Magister Kenotariatan atau
program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan tinggi;

lulus wujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara
Agraria/Badan Pertanahan Nasional. '

Di dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006, untuk
dapat diangkat sebagai PPAT, yang bersangkutan harus lulus ujian PPAT
yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia. Ujian PPAT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan untuk mengisi formasi PPAT di Kabupaten/Kota yang
formasi PPAT nya belum terpenuhi.

2.1.1.3. Pemberhentikan PPAT

PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT menurut Pasal 8§ ayat (1) PP

" Nomor 37 Tahun 1998 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan KaBPN Nomor | Tahun

2006 karena:

a. meninggal dunia; atau

b.  telah mencapat usia 65 (enampuluh lima) tahun; atau
C.

diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas
sebagai Notars dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kotamadya
daerah Tingkat II yang lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT; atau
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Menurut Pasal 9 PP Nomor 37 Tahun 1998, PPAT ya;lg berhenti menjabat
sebagai PPAT karena diangkat dan mengangkat sumpah jabatan Notaris di
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang lain darpada daerah
keranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8§ ayat (1) huruf (c) dapat
diangkat kembali menjadi PPAT  dengan  wilayah kerja
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tempat kedudukannya sebagai
Notaris, apabila formasi PPAT untuk daerah kerja tersebut belum penuh.
diberhentikan oleh Menten.

Menurut Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998, PPAT sementara dan

PPAT Khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT apabila tidak lagi memegang

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf (a) dan (b), atau

diberhentikan oleh Menteri yaitu:

a.

Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang
belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;

Kepala Kantor Pertaﬁahan untuk melayani pembuatan Akta PPAT yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan
masyarakat atau untuk melayani pembuatan Akta PPAT tertentu bagi
negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai peﬁimbangan dari
Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

Pemberhentian PPAT oleh Menteri dapat dibagi menjadi:

PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya menurut Pasal 10 ayat

(1) PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KaBPN
Nomor 1 Tahun 2006 karena:

a, permintaan sendiri;

b. tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan
badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa
kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau pejabat yang
ditunjuk;

c. melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban
sebagal PPAT;
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Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)

Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 antara lain:

1.

5.

memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundang-

undangan;

dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhimya cuti tidak

melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana dimaksud dalam

Pagal 42 ayat (5) Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006;

tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan KaBPN Nomor 1

Tahun 2006;

merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2) PP

Nomor 37 Tahun 1998 yaitu:

a. pengacara atau advokat;

b. pegawai negeri, atan pegawai Badan Usaha Milik
Negara/Daerah; '

c. lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan.

lain-lain yang ditetapka oleh Kepala Badan.

d. diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ABRI. -

PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya menurut Pasal

10 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan
KaBPN Nomor 1 Tahun 2006, karena:

a. melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban
sebagai PPAT;

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)

Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 antara lain:

1.

2.

membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan

sengketa atau konflik pertanahan;
melakukan pemnbuatan akta sebagai permufakatan jahat yang

mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
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3. melakukan pembuatan akta di luar daerah kejanya kecuali yang
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan KaBPN
Nomor 1 Tahun 2006;

4. memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang
mengakibatkan sengketa dan konflik pertanahan;

5. membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang
terletak di luar dan atau di dalam daerah kerjanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006;

6. melanggar sumpah jabatan sebagail PPAT;

7. pembuatan akta PPAT yang dilakukan, sedangkan diketahui oleh
PPAT vyang bersangkutan nahwa para pihak yang berwenang
melakukan perbuatan hukum atau kuasanya sesnai peraturan
perundang-undangan tidak hadir dihadapannya;

8. pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun yang oleh PPAT yang bersangkutan
diketahui masih dalam sengketa yang mengakibatkan penghadap
yang bersa;lgkutan tidak berhak melakukan untuk perBuatan
hukum yang dibuktikan dengan akta;

9. .PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak maupun
pihak pihak yang belum atau tidak berwenang melakukan
perbuatan sesuai akta yang dibuatnya;

10. PPAT membuat akta dihadapan para pihak yang tidak berwenang
melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;

11. PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian
sementara atau dalam keadaan cuti;

12. lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan

perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau

penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan

putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
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c. Melanggar kode etik profesi.

Menurut Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 1998, Pemberhentian
PPAT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2)
dilakukan setelah PPAT yang Dbersangkutan diberi kesempatan untuk
mengajukan pembelaan dirt kepada Menten.

PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembah
menjadi PPAT untuk daerah kena lain daripada daerah kejanya semula, apabila
formast PPAT untuk daerah kerja tersebut belum penuh sesnai dengan menurut
Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 37 Tahun 1998.

Menurut Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998, PPAT dapat
diberhenttkan untuk sementara dan jabatannya sebagai PPAT karena sedang
dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang
diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima)
tahun atau lebih berat. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku sampai pada putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

2.1.1.4. Daerah Kerja PPAT

Daerah kerja PPAT menurut Pasal 12 ayat (1) PP Nomor37 Tahun 1998
adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Menurut
Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998, apabila suatu wilayzh
Kabupaten/Kotamadya dipecah menjadi 2 (duva) atan lebih wilayah
Kabupaten/Kotamadya, maka dalam walktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya
Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
yang baru PPAT yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kotamadya semula
harus memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kotamadya sebagai. daerah
kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan
pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-
undang pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11 baru tersebut
daerah kerja PPAT yang _bersangkutan hanya meliputi wilayah
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Kabupaten/Kotamadya letak Kantor PPAT yang bersangl-cutan. Pemilihan
daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan sendirinya
mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 1I yang baru seperti yang tercantum
dalam Pasal 13 ayat (2} PP Nomor 37 Tahun 1998.

Ketentuan mengenai daerah kerja ini diperjelas dalam Pasal 46 ayat (1)
Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 dimana PPAT wajib berkantor di 1
{satu) kantor dalam daerah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pengangkatannya atau penunjukan dari Kepala Badan atau pejabat yang
ditunjuk. Dalam hal PPAT merangkap jabatan sebagai Notaris, maka kantor
tempat melaksanakan tugas jabataan PPAT wajib di tempat yang sama dengan
kantor Notarisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan

KaBPN Nomor 1 Tahun 2006.

2.1.1.5. Tugas Pokok PPAT

Menurut Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006, PPAT mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta
sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan
hukum itu, Perbuatan hukum yang dimaksud terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) PP
Nomor 37 Tahun 1998 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KaBPN Nomor | Tahun
2006 adalah sebagai berikut:
a.  jual beli;
b.  tukar menukar;

hibah;

e 0

pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e.  pembagian hak bersama;

f.  pembenan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
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g. pemberian Hak Tanggungan;
h. pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut seorang PPAT mempunyai
kewenangan membuat akta otenttk mengenai semua perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kejanya.

Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
KaBPN Nomor 1 Tahun 2006, PPAT hanya berwenang membuat akta
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satvan Rumah Susun yang
terletak di dalam daerah kejanya. Namun Akta tukar menukar, akta pemasukan
ke dalam perusahaan, dan Akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak
atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya
terletak di daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daecrah
kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan ramah susun yang haknya
menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta menurut Pasal 4 ayat (2) PP
Nomor 37 Tahun 1998.

2.1.1.6. Pembuatan Akta PPAT

Blanko Akta PPAT dibuat dan diterbitkan olch Badan Pertanahan
Nasional Repubhk Indonesia dan hanya boleh dibeli oleh PPAT, PPAT
Fengganti, PPAT Sementara atau PPAT Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 Peraturan KaBPN Nomeor 1 Tahun 2006. Inilah yang membedakan
Akta PPAT dan Akta Notaris. Berikut adalah proses pemf)uaian Akta PPAT
sampai  pencatatan  peralihan  haknya di  Kantor  Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan KaBPN
Nomor | Tahun 2006 antara lain:
a. PPAT melaksanakan tugas pembuat akta PPAT di kantomya dengan

dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan atau
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kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 52 ayat (1).

Akta PPAT dibuat dengan mengisi blanko akta yang tersedia secara

lengkap sesuai petunjuk pengisiannya sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 53 ayat (1).

Pengisian blanko Akta dalam rangka pembuatan akta PPAT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan

data yang benar serta didukung dengan dokumen sesvai peraturan

perundang-undangan.

Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang

saksl yang memberikan kesaksian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53

ayat (3) mengenai:

1. identitas dan kapasitas penghadap;

2. kehadiran para pihak atau kuasanya;

3. kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam
hal obyek tersebut sebelum terdaftar;

4. keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta;

5. telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang
bersangkutan.

Sebelum pembuatan akta mengenat perbuatan hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) sampai dengan huruf (g), PPAT wajib

melakukan pemeriksaan kesesualan/keabsahan Sertipikat dan catatan lain

pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan

tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPAT tidak

diperbolehkan memuat kata-kata “sesuai atau menurut keterangan para

pihak” kecuali didukung oleh data formil sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 54 ayat (2).

PPAT berwenang menolak pembuatan akta, yang tidak didasan data

formi] sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayal (3).
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g. PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang
diperlukan untuk keperluan pendaftaran akta perbwatan hukum yang
dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan paling lambat 7 (tujuh) hari
keja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 61 ayat {1). Pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif.

h. PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah
disampaikannya akta kepada para pihak yang bersangkutan sebagaimana
dicantumkan dalam Pasal 40 PP Nomor 24 Tahun 1997.

2.1.2.  Akta Jual Beli
2.1.2.1. Persyaratan pembuatan Akta Jual Beli.
Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat Akta Jual Beli tanah -
di kantor PPAT adalah:
a.  Bagi Penjual membawa:
1. Ash Sertipikat Hak atas tanah yang akan dijual,
Kartu Tanda Penduduk;
Bukii pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga;

vos W R

Kartu Keluarga.

b. Bagt Pembeli membawa:
1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Kartu Kelnarga.

2.1.2.2, Proses pembuatan Akia Jual Beli di Kantor PPAT.2
Proses pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT terbagi dalam 3 (tiga) tahap
yang terbagi menjadi:

a. Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli.

? Ika Intan Kartini, “Tentang Akia Juol Beli (AJBJ". 27 Desember 2009.
http://einvesti.blopspot.com/2009/1 2/tentang-ajb-tanah-akta-jual-beli-u html.

22

Universitas Indonesia

Peran dan tanggungjawab..., Ester Septarini, FH Ul, 2010.



. Sebelum membuat Akta Jual Beli, PPAT melakukan pemeriksaan

mengenai keaslian Sertipikat ke Kantor Pertanahan;

2. Penjual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) apabila harga jual
tanah di atas Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) di Bank atau
Kantor Pos dan Pembeli harus membayar Bea Peroiehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB);

3. Calon pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli
tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang
melebihi ketentuan batas luas maksimum,;

4_ Surat pernyataan dari Penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam
sengketa;

5. PPAT menolak pembuatan Akta jual Beli apabila tanah yang akan
dijual sedang dalam sengketa.

Pembualan Akta Jual Beli

1. Pembuatan ;Akta harus dihadiri oleh Penjual dan calon Pembeli atau
orang vang dibern kuasa dengan surat kuasa tertulis;

2. Pembuatan Akta harus dihadiri oleh sekurang-ku'rangnya 2 (dua) orang
saksi; :

3. PPAT membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud
pembuatan akta;

4. Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta
ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi dan PPAT;

5. Akta dibuat 2 (dua) lembar asli, 1 (satu) lembar disimpan di Kantor
PPAT dan 1 (satu) lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan
uniuk keperluan pencataian peralihan hak;

6. Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.

Penyelesaian Akta Jual Beli.

1.

Setelah selesai pembuatan Akta Jual Beli, PPAT kemudian

menyerahkan Lembar Pertama Akta Jual Beli dan dokumen-dokumen
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2.1.3.

pendukungnya ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pencatatan
peralihan hak;

. Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) han

kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut;

. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan meliputi:

a. Surat permohonan gantt nama (jika ada) yang ditandatangani oleh

pembeli;
b. Akta Jual Beli PPAT;
c. Sertipikat hak atas tanah;
d. Kartu Tanda Penduduk (KT‘P) pembeli dan penjual;

e. Bukt pelunasan pembayaraan Pajak Penghasilan (PPh);

n

Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).

. Setelah berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan

memberikan tanda bukti penerimaan permohonan ganti nama kepada
PPAT, selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan ini diserahkan
kepada Pembeli;

. Nama pemegang hak lama (Penjual) di dalam buku tanah dan

sertipikat dicoret dengan tinta hitanr dan diparaf oleh Kepala  Kantor
Pertanahan atan Pejabat yang ditunjuk;

. Nama pemegang hak yang baru (Pembeli) ditulis pada halaman dan

kolom yang ada pada buku tanah dan sertipikat dengan dibubuhi
tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan

atau pejabat yang ditunjuk;

. Dalam waktu 14 (empatbelas) hari Pembeli sudah d-apa't mengambil

Sertipikat yang sudah atas nama pembeli di Kantor Pertanahan.,

Kekuatan Pembuktian Akta

Suatu akta dikatakan otentik dan memiliki kekuatan bukti lengkap dan

telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat
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bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Tentang kekuatan

pembuktiannya dapat digolongkan dalam 3 (tiga) macam yaitu:?

1.  Kekuatan pembuktian yang luar (vitwendige bewijskracht), adalah syarat-
syarat formal yang diperiukan agar akta Notaris dapat berlaku sebagai akta
otentik.

2. Kekuatan pembuktian formal {formale bewijskracht), adalah kepastian
bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul
dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang
menghadapnya. -

3. Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) ialah kepastian
bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah
terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak
dan berlaku untuk umum, kecuali alat pembuktian sebaliknya
(tegenbewijs)

Pendapat lain mengenai nilai pembuktian Akta otentik yang mempunyai
kekuatan nilaj pembuktian yaitu:* -

1. Lahiriah (uitwendige bewijskracht)

Kemampuan lahiriah Akta otentik, merupakan kemampuan akta itu sendiri
untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik {acia oublica
probant sese ipsa). Jika dilihat dari lvar (lahimya) sebagai akta otentik
serta sesual dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat
akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai
terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta
tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban
pembuktian ada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta. Parameter
untuk menentukan suatu akta otentitk, yaitu tanda tangan dari Pejabat
Umum yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan

adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

3 1bid, hlm.55.

* R.Soepondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Pengantar, (Rajawali,
Jakarta, 1982), him.55.
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Nilai pembuktian akta otentik dan aspek lahiriah, akta tersebut harus
dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu
dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai
bahwa suatu akta otentik tidak memenuhi syarat sebagat akta, maka yang
bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah
bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahinah suatu akta otentik,
maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta
Notaris melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat
membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi obyek gugatan
bukan akta otentik.

Formal (formale bewijskrachi)

Suatu Akta otentik harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian
dan fakia tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Pejabat Umuin
tersebut atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat
tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan
dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan
kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap,
dan para -pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para
pihak/Penghadap, saksi dan Pejabat Umum, serta membuktikan apa yang
dilihat, disaksikan, didengar oleh Pejabat Umum (pada akta pejabat/berita
acara) dan catatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap
(pada akta pihak).

“Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus
dibuktikan dar formalitas dari akta yaitu harus dapat membuktikan
ketidakbenaran han, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghaﬂap,
membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan
ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Pejabat
Umum, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau

keterangan para pihak yang dibenkan/disampaikan dihadapan Pejabat
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3.

Umum, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Pejabat
Umum ataupun ada prosedur pembuktian akta yang tidak dilakukan.
Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus
melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dar akta
Pejabat Umum. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut,
maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Tidak dilarang siapapun untuk wmelakukan pengingkaran atau
penyangkalan atas aspek formal akta otentik, jika yang bersangkutan
merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Pejabat
Umum. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan
suatu gugatan ke pengadilan uwmum, dan Penggugat harus dapat
membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuvai
dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak
pemah merasa menghadap Pejabat Umum paca hari, tanggal, bulan, tahun
dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang
tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini tegadi
bersangkutan atau Penghadap tersebut untuk menggugat Pejabat Umum
tersebut dan Penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek

formal tersebut.
Mateniil (materiele bewijskracht)
Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut
dalam akia merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang
membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum,
kecuali ada pembuktian sebaliknya (fegenbewifs). Keterangan atau
- permyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara),
atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan
Pejabat Umum (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkala
yang kemudian dituangkan.dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar
atau setiap orang yang datang menghadap Pejabat Umum yang

kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah
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benar berkata. Jika temmyata pemyataan/keterangan para penghadap
tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab
para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan
demikian isi akta otentik tersebut mempunyai kepastian sebagal yang
sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/ di antara sebagai yang
sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para
ahli waris serta para penerima hak mereka.
Jika akan membuktikan aspek materi] dari akta, maka yang bersangkutan
harus dapat membuktikan, bahwa Pejabat Umum tidak menerangkan atau
menyatakan yang sebenamya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak
yang telah benar berkata (dihadapan Pejabat Umum) menjadi tidak benz;r
berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal
aspek materil dari akta otentik.

'Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurmnaan suatu akta sebagai
akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam
suatu persidangkan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar,
maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradisikan kekuatan pembuktiannya
sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akia di bawah
tangan atau dapat mengalami degradasi kekuwatan bukti dari kekuatan bukti
lengkap menjadi permulaan pembuktian dan dapat memiliki cacat yuridis yang
menyebabkan kebatalan atan ketidakabsahannya.

Akibat hukum dari kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi
hukum, dapat dibatalkan, atau non existent, yaitu ketiganya mengakibatkan -
perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut
tidak mempunyai akibat hukumnya. Titik perbedaannya pada waktu berlakunya
kebatalan tersebut antara lain:’

1. Batal demi hukum

% Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, cet 2,
{Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.20.
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Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat
hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atan berdaya surut (ex
tunc), dalam praktik, batal demi hukum didasarkan pada putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dapat dibatalkan

Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat
hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atan
pengesahan perbuatan huknm tersebut tergantung pada pihak tertentu,
yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang
sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada
putusan Pengadilan yang telah mempu-nyai kekuatan hukum tetap yang
membatalkan akta tersebut.

Non existent

Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau non existent,
yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dan sutu perjanjian
atau tidak memenuhi salah satu atau semua unsur dalam suatu perbuatan
hukum tertentu. Sanksi mon existent secara dogmatis tidak diperlukan
putusan Pengadilan, namun dalam praktik tetap diperlukan putusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan-hukum tetap dan implikasi sama

dengan batal demi hukum.

2,1.3.1. Degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris

Di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tidak pemnah ditemukan

istitah suatu akta Notaris mengalami degradasi kekuatan bukti yang semula

otentik menjadi kekuatan bukti di bawah tangan atau cacat yuridis.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam kaitannya dengan

pembuatan akta hanya mengakibatkan dikenakannya sanksi-sanksi terhadap

Notarnis yang membuat akta bukan terhadap aktanya. Namun degradasi kekuatan

bukti ini dikenal dalam Hukum Perdata
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Degradasi kekuatan bukti dapat dilihat dari beberapa akta Notaris yang

semula otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yundis Akta

Notaris yang mengakibatkan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi

hukum atau non existent,® terjadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan

perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 1869 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata’ yang berbunyi suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak

cakapnya pegawai termaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya,

tidaklah dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai

kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.®

Pasal ini memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti

otentik dan hanya memiliki kekuatan bukti dibawah tangan apabila tidak

memenuhi syarat otentisitas akta seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Contoh-contoh akta Notaris yang mengandung cacat yuridis adalah

sebagai berikut:’
1. Kuasa Mutlak

Kuasa mutlak bukanlah istilah hukum namun istilah yang digunakan

dalam Instruksi Menten Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tanggal 6

Maret 1982 téntang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai

pemindahan hak atas tamah. Menurut instruksi tersebut kuasa mutlak

memiliki 3 (tiga) unsur yaitu:
Obyek dari kuasa tersebut adalah hak atas tanah;
b. Kuasa yang mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali;

¢. Kuasa tersebut merupakan pemindahan hak atas tanah, karena isinya

- membenkan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai

® Pieter Latumenten, “Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model

Aktanya” (makalah disampaikan pada Kongres XX Tkatan Notans Indonesia, Surabaya, 28 Januari
2009}, him.10. ~

7 Kitab Undang-undang Hukum Perdata {Burgerlijk Wetboek]. Dilerjemahkan oleh Soesilo

dan Pramudji R. (Jakaria: Wipress, 2007).
! GHS L Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet.2, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm.20.
? Opcit, him.65 :
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dan menggunakan tanah serta melakukan segala perbl'latan yang

menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya;
Di dalam istruksi tersebut juga melarang camat atan kepala desa atau
pejabat yang setingkat untuk membuat atau menguatkan kuasa mutlak dan
melarang pejabar agraria melayani penyelesaian pemindahan hak atas
tanah melalui kuasa mutlak.
Kuasa Mutlak dilarang, karena kuvasa mutlak tujuannya merupakan
perbuatan hukum pemindahan hak secara terselubung, diluar prosedur
yang ditentukan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, sehingga kasusnya
menjadi ter‘.larangw dan karena itu menjadi batal demi hukum. Kuasa
Mutlak mengandung kuasa yang terlarang yaitu substansi kuasa tersebut
yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 jo Pasal 1337
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Kuasa Lisan
Kuasa Lisan untuk penjualan bidang tanah harta bersama, yang dilakukan
suami tanpa persetujuan istrinya termasuk dalam ketidakwenangan dan
mengakibatkan aktanya batal demi hukum (lihat Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2691/PK/PDT/1996 tanggal 18 September 1998). Kasus ini
juga dapat diterapkan dalam bentuk kuasa lisan yang berdiri sendin,
Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang akan kita bahas secara mendetail,
(lunas) yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, dan Kuasa menjual yang
tercantum dalam akta Pengikatan Jual Beli tersebut dapat dikategorikan
sebagai Kuasa Lisan tanpa persetujuan Pemberi Kuasa Lisan,
mengakibatkan kuasa tersebut batal demi hukum karena mengandung
cacat ketidakwenangan.
3. Foto Copy Surat Kuasa

Putusan Mahkamah Agung Nomor 701/K/SIP/1974 memuat kaedah
hukum bahwa foto copy merupakan bukti yang tidak sah tanpa dinyatakan

1% Indonesia, Pendaftaran Tanah, PP Nomor 24 Tahun 997, LN No.59 Tahun 1997, TLN
No.3696, Pasal 39 huruf (d).
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sesuai dengan aslinya, dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1888
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan kekuatan
pembuktian suatu bukti tulisan ada pada aslinya. Dalam praktik Notaris
sering dijumpai adanya akta pelepasan hak, dimana pemilik tanah diwakili
oleh kuasanya dan dalam komparisinya hanya disebutkan kata-kata:
“Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa
yang dibuat dibawah tangan tanggal (x), yang satu copynya dilekatkan
pada minuta akta ini.”
Dalam kasus demikian jika tidak dapat dibuktikan adanya ashi surat kuasa
tersebut maka akta pelepasan hak yang dibuat berdasarkan copy surat
kuasa dapat menjadi batal demi hukum, karena adanya cacat yuridis
mengenai ketidakwenangan.
Perwakilan Demi Hukum Tidak dapat Dikuasakan kepada Pihak Lain
Daiam praktik Notaris dijumpai adanya kuasa menjual yang berdiri sendiri
atau dalam Akta Pengikatan Jual Beli, dimana seorang Ayah yang
menjalankan kekuasaan orang tua demi hukum mewakili anaknya yang
masih dibawah umur selaku pemilik atas sebidang tanah, memberikan
kuasa kepada Penerima Kuasa, untuk mengalihkan atan menjual obyek
bidang tanah kepada pembeli. Dalam hukum Privat dikenal ada 3 (tiga)
macam lembaga perwakilan yaitu perwakilan konraktual (pemberian
kuasa yang tunduk pada Pasal 1792 sampai dengan 1819 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata). Perwakilan demi hukum dan Perwakilan organik
(perwakilan badan-badan hukum). Kekuasaan orang tua sebagai
perwakilan demi hukum (ditentukan oleh Undang-undang) tidak dapat
dikuasakan kepada pihak lain dengan pertimbangan hukum: '
" a. Kekuasaan orang tua merupakan bentuk perwakilan demi hukum yang
ditentukan oleh Undang-undang melekatkan pada diri orang tuanya
yang bersifat pribadi;
b. Kekuasaan orang tua demi hukum mewakili anak yang masih dibawah

urmur;
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c. Pencabutan kekuasaan orang tua adalah wewenang Pengadilan;
d. Dalam perwakilan kontraktual Penerima Kuasa mewakili orang
dewasa {cakap bertindak) sedangkan bukan mewakili anak dibawah

Umaur.

Penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa Surat Kuasa Jual dan Pengikatan

Jual Beli merupakan contoh-contoh akta Notaris yang mengandung cacat

yuridis. Kuasa menjual yang berdiri sendiri atau kuasa menjual yang tercantum

dalam akta Pengikatan jual beli tersebut, mengandung pelanggaran terhadap

kesusilaan baik dan kuasa tersebut batal demi hukum.

2.1.3.2. Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta PPAT

Di dalam PP Nomor 37 tahun 1998 dan Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun

2006 tidak pemah disebutkan bahwa akta PPAT bisa mengalami degradasi

kekuatan pembuktian karena pelanggaran yang dilakukan PPAT dalam

pembuatan aktanya, seperti misalnya:

1.

Akta PPAT tidak dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak. Akta
PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan
dihadiri dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum
ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT
sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 PP Nomor 37 Tahun 1998.

PPAT membuat akta untuk dirinya sendiri, suamni atau istreinya, keluarga
sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan
dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping
sampal derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang
bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa,
atau menjadi kuasa dari pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pasal 23
ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998.

PPAT meninggalkan kantornya lebih dani 6 {(enam) han kerja berturut-
turut kecuali dalam rangka menjalankan cuti sebagaimana dimuat dalam

Pasal 30 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998.
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Permohonan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara

tertulis kepada Pejabat yang berwenang sebagéimana dimuat dalam Pasal

30 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 yaitu:

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat untuk
permohonan cuti kurang dan 3 (tiga) bulan;

b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk
permohonan cuti lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 6 (enam)
bulan;

c. Menteri untuk permohonan cuti lebih dari 6 (enam) bulan

Pelanggaran seperti ini hanya mengakibatkan sanksi-sanksi terhadap
PPAT itu sendin bukan terhadap akianya sebagaimana dicantumkan dalam
Pasal 55 Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan secara jelas bahwa
PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya
dalam setiap pembuatan akta.

Kewajiban, larangan dan sanksi-sanksi terhadap PPAT tidak disebutkan
secara jelas baik dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan KaBPN
Nomor 1 Tahun 2006 namun disebutkan secara rinci di dalam Kode Etik PPAT.

Kewajiban PPAT'terdapat di dalam Pasal 3 Kode Etik PPAT yang isinya
baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan (bagi para PPAT serta PPAT
Pengganti) atanpun dalam kehidupan sehari-hari, setiap PPAT diwajibkan
untuk:

1.  berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan
PPAT;

2.  senantiasa menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku serta
bertindak sesuzi dengan makna sumpah jabatan, kode etik dan berbahasa
Indonesia secara baik dan benar; '

3. mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;

4.  memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan

nasional, khususnya di bidang hukum;
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10.

11.

12.

13.

bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandin, jujur, d-an tidak

berpihak;

memberi pelayanan dengan -sebaik-baiknya kepada masyarakat yang

memerlukan jasanya;

membernkan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan

jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak

dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
membernkan jasanya kepada anggota masyarakat yang tidak atau kurang
mampu secara Cuma-Cuma; '

bersikap saling menghormati, menghargai serta mempercayai dalam

suasana kekeluargaan dengan sesama rekan sejawat;

menjaga dan membela kehormatan serta nama baik korp PPAT atas dasar

rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif;

bersikap ramah terhadap setiap Pejabat dan mereka yang ada hubungannya

dengan pelaksanaan tugas jabatannya;

menetapkan suatu kantor, dan kantor tersebut merupakan satu-satunya

kantor bagi PPAT yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan

sehari-har;

melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai

kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas

pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam:

a. Peraturan Perundangan yang mengatur Jabatan PPAT;

b. Isi sumpah Jabatan;

c. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ataupun keputusan-
‘keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan IPPAT,
misalnya: '
~ Membayar iuran, membayar uang duka manakala ada seorang

PPAT atan mantan PPAT meninggal dunia,
— Mentaati ketentuan tentang tarif serta kesepakatan yang dibuat

oleh dan mengikat setiap anggota perkumpulan.
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Sedangkan larangan-larangan PPAT terdapat di dalam Pasal 4 Kode Etik,

Setiap PPAT, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan maupun dalam

kehidupan sehari-hari, dilarang:

1.
2.

membuka/mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan;

secara langsung mengikutseratakan atau menggunakan perantara-perantara

dengan mendasarkan pada kondisi-kondisi tertentu;

mempergunakan mass media yang bersifat promosi;

melakukan tindakan-tindakan yang pada hakekatnya mengiklankan din

antara lain tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa pemasangan iklan

untuk keperluan pemasaran atau propaganda, yaitn:

a. memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala atau terbitan
perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro tklan, baik berupa
pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupin berupa ucapan-
ucapan selamat, dukungan, sumbangan;

b. vang atau apapun, pensponsoran kegiatan apapun, baik sosial,
kemanusiaan, olah raga dan dalam bentuk apapun, pemuatan dalam
buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/atau promosi
pemasaran;

c. menginm karangan bunga atau kejadian apapun dan kepada siapapun
yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum baik umum
terbatas maupun umum tak terbatas;

d. mengirnim orang-orang selaku “salesman” ke berbagai tempat/lokasi
untuk mengumpulkan klien dalam rangka pembuatan akta;

memasang papan nama dengan cara dan/atau bentuk di luar batas-batas

kewajaran dan/atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar

l'ingkungan kantor PPAT yang bersangkutan;

baik langsung maupun tidak langsung, mengadakan usaha-usaha yang

menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama

rekan PPAT, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan jumah biaya
pembuatan akta;
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10.

11.

melakukan perbnatan perbuatan atan persaingan yang merugikan sesama
rekan PPAT, baik moral maupun material ataupun melakukan usaha-usaha
untuk mencari keuntungan bagi dirinya semata-mata;
mengajukann permohonan, baik lisan maupun tertulis kepad instansi-
instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga ataupun perseorangan
untuk ditetapkan sebagai PPAT dan instansi, perusahaan atau lembaga
tersebut, baik tanpa apalagi disertai pemberian intensif tertentu, termasuk
namun tidak terbatas pada penurunan tarif yang jumlahnya/besarnya lebih
rendah dan tarf yang dibayar oleh instansi, perusahaan, lembaga ataupun
perseorangan tersebut kepada PPAT tersebut;

— menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta
yang rancangannya telah disiapkan oleh PPAT lain;

— dalam hal demikian, anggota .yang bersangkutan wajib menolak
permintaan itu, kecuali untuk keperluan tersebut telah mendapat izin
dari PPAT pembuat rancangan;

dengan jalan apapun berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah

dari PPAT lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien

yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;

menempatkan pegawat atau pegawai-pegawal/asisten PPAT di-satu atau

beberapa tempat di luar kantor PPAT yang bersangkutan, baik di kantor

cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu maupun di

dalam kantor instansi atau lembaga/klien PPAT yang bersangkutan,

dimana pegawai/asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien
yang membuat akta, baik klien itu dar dalam dan/atau dad luar
instansi/lembaga itu, kemudian pegawai/asisten tersebut membuat akta-
akta itu, membacakannya atau tidak membacakannya kepda klien dan
menyuruh  klien yang bersangkutan wmenandatangani di tempat
pegawai/asisten itu berkantor di instansi atan - lembaga tersebut.
Selanjutnya, akta-akta tersebut dikumpulkan untuk ditandatangani PPAT

yang bersangkutan di kantor atau di ramahnya;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

mengirim minuta kepada klien atau-klien-klien untuk ditandatangani oleh

klien atau klien-klien tersebut;

dalam hal seorang PPAT menghadapi dan/atau menemukan suatu akta

yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat

kesalahan-kesalahan yang serius dan/atan membahayakan klien, maka

PPAT tersebut wajib:

a. memberitahukan rekan sgjawat yang bersangkutan atas kesalahan yang
dibuatnya denga cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk
mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien
yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

b. segera setelah berhubungan dengan rekan sejawat yang membuat akta
tersebut, maka kepada klien yang bersangkutan sedapat mungkin
dijelaskan mengenat hal-hal yang salah dan cara memperbaikinya;

menahan berkas seseorang dengan maksud untuk “memaksa™ orang it
agar membuat akta pada PPAT yang menahan berkas tersebut;
menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani
akta buatan orang lain sebagai akta yang dibuat oleh/dihadapan PPAT
yang berséngkutan;
membujuk dan/atan memaksa klien dengan cara atau dalam bentuk apapun
untuk membuat akta padanya ataupun untuk pindah dari PPAT lain;
membentuk kelompok di dalam tubuh IPPAT (jadi tidak merupakan salah
satu seksi dan Perkumpulan IPPAT) dengan tujuan untuk melayani
kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi
menutup kemungkinan bagi PPAT lain untuk berpartisipasi;

melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai

pelanggaran terhadap Kode Etik PPAT, anlara lain namun tidak terbatas

pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

a. Peraturan Perundangan yang mengatur Jabatan PPAT;

b. Isi sumpah Jabatan;
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¢. Hal-hal yang menurut keputusan Anggaran Dasar, Anggaran R-umah
Tangga dan/atan keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh
organisasi IPPAT tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh PPAT
mengakibatkan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada PPAT itu sendin bukan
kepada aktanya. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang
melakukan pelanggaran Kode Etik tersebut di atas dapat berupa:

teguran;

peringatan;

1
2
3.  schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT;
4 onzefting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT;

5

pemberhentian dengan tidak hormat dani keanggotaan IPPAT.

2.1.4. Perjanjian Pembecrian Kuasa
2.1.4.1. Pengertian Pemberian Kuasa

Semakin meﬁingkatnya kebutuhan atau kepentingan setiap orang, ada
kalanya seseorang yang’ 'mempunyai hak dan kekuasaan penuh atas harta
miliknya tidak dapat melaknkan perbuatan itn sendiri. Hal tersebut dapat
disebabkan karena benturan kepentingan pada waktu yang sama atau kurangnya
pengetahuan seseorang terhadap seluk beluk pengurusan sesuvatu yang menjadi
kepentingannya. _

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan jasa orang lain
untuk membantu menyelesaikan suatu kepentingan atas nama orang meminta
bantuannya. Dan kenyataan im terlihat, adanya perwakilan, di mana seseorang
melakukan “suatu pengurusan suvatu kepentingan tetapi bukan untuk dirinya
sendiri, melainkan untuk orang lain yaitu pemilik kepentingan yang sebenamya.
Dalam bahasa hukum, perwakilan ini disebut juga dengan nama pemberian

kuasa.
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Disadant maupun tidak, pemberian kuasa sudah biasa dan sering terjadi
dalam kehidupan sechari-hari walaupun dilakukan dalam cara yang sangat
sederhana dan tanpa ada perjanjian tertulirs.

Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian
pemberian kuasa sebagai benkut Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian
dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang
menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Menyelenggarakan suatu urusan dalam pengertian ini adalah melakukan suatu
perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Bahwa
apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak
dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak
dan kewajiban orang yang memberi kuasa.''

Pemberian_kuasa sebagaimana yang dirurnuskan dalam Pasal 1792 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, adalah persetujuan seseorang sebagai pemberi
kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa; guna melakukan suatu
perbuatan/tindakan untuk dapat “atas nama” si pemberi kuasa. Dari pengertian -
yang tersebut, sifat pemberian kuasa tiada lain dan pada mewakili atau
1::e:1'w::ll<i1an.12

Pembenan kuasa itu menerbitkan suatu perwakilan yaitu adanya seorang
yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perwakilan
seperti ini ada yang dilahirkan oleh Undang-undang dan ada oleh suatu
perjanjian."

Atas dasar ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukurn Perdata
maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur dari pemberian kvasa adalah:

1. Pemberan kuasa tersebut merupakan suatu perjanjian;
2. Adénya penyerahan kekuasaan atau wewenang dari pemberi kuasa kepada

penerima kuasa;

306.

'" Subekti, “Aneka Perjanjian”, cet.10, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), him.141.
'2M. Yahya Harahap, “Segi-segi Hukum Perjanjian”, (Bandung:Bale Bandung, 1985), hal.

3 Subekti, “Hukum Perjanjian” , cet. 12, (Jakara: PT.Intermasa, 1990), hal. 141.
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3. Adanya perwakilan, yaitu seseorang mewakili orang lain dalam mengurus
suatu kepentingan.

Aspek yang perlu diperhatikan dari batasan tersebut di atas bahwa
pemberian kuasa harus berupa menyelenggarakan svatu urusan, dalam arti
melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang akan melahirkan akibat hukum
tertentu karena perbuatan hukum itulah yang bisa dikuasakan kepada orang lain.

Dalam pemberian kuasa, orang yang telah diberikan kepadanya kuasa
untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka apa yang dilakukannya dalam
pengurusan tersebut adalah atas nama orang yang memberikan kuasa. Dengan
kata lain bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan pemben kuasa

dan segala hak dan kewajiban menjadi hak dan kewajiban pemben kuasa.

2.1.4.2. Jenis pemberian kuasa )
Menurut Pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cara

pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima, yaitu dengan memakai:

1. Akta Umum
Pemberian kuasa dengan akta nmum adalah suatu pemberian kuasa yang
dilakukan antara pemben kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan
Akta Otentik. .
Adapun yang dimaksud dengan Akta Otentik, dinyatakan dalam Pasal
1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu Akta Otentik
adalah svatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh dan di hadapan pegawai-pegawai umum vyang
berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.'*

2. Tulisan Dibawah Tangan

Pemberian kuasa dengan surat dibawah tangan adalah pemberian kuasa

yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya

' Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit., Pasal 1868
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surat pemberian kuasa itu diletakkan di dalam suatu surat di atas segel dan
hanya dibuat oleh para pihak tanpa melalui seorang pejabat umum.
Dengan kekuvatan pembuktiannya terletak pada segi pengakuan saja, kalau
diakui maka akan menjadi bukti yang sempurna, namun apabila disangkal
maka orang yang mempergunakannya harus membuktikan kebenarannya.
Tulisan dibawah tangan i apabila didaftarkan atau dicatat pada pejabat
umum/Notaris dapat ditingkatkan menjadi Akta Otentik.

Sepucuk Surat

Pembernian kuasa yang diberikan dengan cara surat biasa adalah surat tidak
diatas segel yang juga memuat persetujuan yang dinyatakan antara si
pemberi kuasa dengan si penerima kuasa untuk melakukan suatn
perbuatan hukum.

Lisan

Pemberian kuasa yang dilakukan dengan dincapkan oleh pemberi kuasa
kepada penerima kuasa dan selanjutnya pemberian kuasa ini diterima baik
oleh penerima kuasa.

Secara Diam-Diam

Pemberian kuasa secara diam-diam adalah suatu kuasa yang dilakukan
secara diam-diam oleh pemben kuasa kepada penerima kuasa. -

Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan dari sifat

peranjiannya, maka pemberian kuasa dapat dengan cara, yaitu:

1.

Pemberian Kuasa Khusus

Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan Pemberian
kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu
kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala
kepentingan si pemberi kuasa.

Pemberian kuasa secara khusus ini berisi tugas tertentu. Pemberi kuasa

hanya menyuruh si kuasa untuk melaksanakan suatu atau beberapa hal
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tertentu saja. Umpamanya hanya untuk menjual sebuah rumah, atan un.tuk

menggugat sescorang tertentu saja.'”

Pemberian Kuasa Umum

Pemberian kuasa umum yaitu pemberian kuasa yang dilakukan oleh

pembent kuasa kepada penerima kuasa yang isi atau substansi luasnya

bersifat umum dan segala kepentingan diri pemben kuasa.

Pasal 1796 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan

pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi

perbuatan-perbuatan pengurusan.

Menurut pasal ini, kuasa umum bertuyjuan memberi knasa kepada

seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:

a. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemben kuasa;

b. Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan
kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya; -

¢. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanyalah meliputi perbuatan
dan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

Dengan demikian, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa

mengenai pengurusan untuk mengatur kepentingan pemben kuasa.

2.1.4.3. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Pemberian kuasa sebagai suatu perjanjian yang bersifat timbal balik,

tentunya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang

membuatnya.

2.1.4.3.1. Hak dan kewajiban pemberi kuasa.

Hak hak Pemberi Kuasa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata sebagai berikut:

Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

pemberi kuasa berhak menuntut pelaksanaan kuasa itu;

'* M. Yahya Harahap, /oc.cit., hlm.309.
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Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan pember
kuasa berhak mengatur tentang luasnya kuasa yang diberikan, yang dapat
dilihat dari perjanjian. Apakah bersifat umum ataukah bersifat khusus;
Pasal 1799 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan pemben
kuasa berhak menggugat segala kecurangan yang dilakukan oleh si
penerima kuasa, dan mencabut kedudukan si penerima kuasa dan segaia
resiko atas kerugian harus ditanggung oleh si penerima kuasa.

Kewajiban-kewajiban pemberi kvasa diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukurn Perdata sebagai bertkut:

d.

Pasal 1807 Kitab 1Jndang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa si
pemberi kuasa terikat umtuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat,
berdasarkan kekuasaan yang telah 1a kuasakan kepada si penenima kuasa;
Pasal 1808 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa si
pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah
dikeluarkan penerima kuasa dan upah yang telah di perjanjikan;

Pasal 1809 Kitab Undang-undang Hulum Perdata menyatakan si pemberi
kuasa wajib memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian
yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasa dan penerima kuvasa telah
berbuat hati-hati;

Pasal 1810 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan si pemberi
kuasa wajib membayar Bunga atas persekot yang telah dikeliarkan

penerima kuasa, teritung mulai dikeluarkannya persekot tersebut.

2.1.4.3.2. Hak dan kewajiban Penerima Kuasa

Hak-hak penerima kuasa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata sebégai berikut:

a.

Pasal 1808 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
penerima Kkuasa berhak untuk menerima persekot dan penggantian atas

biaya-biaya yang telah dikeluarkannya dalam melaksanakan kuasa

tersebut dan npah yang telah diperjanjikan;
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Pasal 1809 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
penerima kuasa berhak atas gantt rugl atas kerugian yang dideritanya
sewaktu menjalankan kuasa dan ia telah berbuat hati-hati;

Pasal 1810 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
penerima kuasa berhak untuk membayar bunga atas persekot yang telah di
keluarkannya, terhitung mulai dikelnarkannya persekot tersebut;

Pasal 1812 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
penerima kuasa berhak untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa
yang berada di tangannya, selama penerima kuasa belum memperoleh
pembayaran atas apa yang dilakukannya atau selama kewajiban-kewajiban
dari pemberi kuasa belum dipenuhi hingga kepadanya telah dibayar lunas
segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

Kewajiban-kewajiban penerima kuasa diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata sebagai bertkut:

a.

Pasal 1800 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
penerima kuasa wajib melaksanakan tugasnya selama belumn dibebaskan
sebagai kuasa dan bertanggung jawab mengenai kerugian dan bunga yang
mungkin timbul karena ia tidak melaksanakan tugasnya. Serta
menyelesaikan urusan - yang telah mulai dikerjakannya pada wakiu

pember kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak

~ segera diselesaikan;

Pasal 1801 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
penerima kuasa wajib bertanggung jawab atas segala perbuatan yang
dilakukannya secara sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam
menjalankan kuasanya;

Pasal 1802 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
penerima kuasa wajib melaporkan dan membuat perhitungan
pertanggungjawaban atas segala sesnatu yang dilakukannya sehubungan

dengan pelaksanaan lugas yang dilimpahkan kepadanya;
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d. Pasal 1803 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
penerima kuasa dapat/boleh melimpahkan wewenang yang diterimanya
dari si pemberi kuasa kepada orang lain sebagai penggantinya untuk
melaksanakan perwakilan yang di berikannya. Hak seseorang penerima
kuasa untuk menunjukkan seorang lain sebagai penggantinya dalam

melaksanakan kuasanya, dinamakan hak substitusi. ‘¢

2.1.4.4. Pencabutan Kuasa

Pasal 1814 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa si
pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya,- manakala dikehendaki dan ada
alasan untuk itu serta memberitahukan waktu penghentian yang cukup. Bila
ternyata penerima kuasa tidak mau mengembalikan secara sukarela maka dapat
dipaksa dengan perantara hakim.

Pasal 1815 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan agar
penarikan kuasa tersebut berakibat kepada pihak ketiga maka penartkan tersebut
harus diberitahukan kepada pihak ketiga. Dengan demikian agar pencabutan
kuasa ini berakibat kepada pihak ketiga dan juga untuk menghindan ikatan-
ikatan perjanjian yang dibuat penerima kuasa kepada pihak ketiga, haruslah
pencabutan tersebut dilakukan secara terbuka, sehingga pihak ketiga secara Iuas
dapat mengetahuinya.'” Dengan pemberitahuan secara terbuka ini si pemberi
kuasa dapat menuntut penerima kuasa yang melakukan tindakan-tindakan tanpa
dasar hukum.'®

Pencabutan kuasa dapat dilakukan secara diam-diam, Pasal 1816 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata menyatakan pengangkatan seorang penerima
kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya
kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya orang yang

terakhir ini tentang pengangkatan tersebut.

1% Subekti, foc.cit., him.147,
' M.Yahya harahap, foc.cit., him.313.
'8 Subekti, Joc.cit., him.153.
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Pasal 1817 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
penerima kuasa dapat melepaskan kuasa yang diterimanya. Pelepasan ini
dilakukan dengan cara membentahukannya kepada pemberi kuasa dengan
syarat tidak dilakukan pada waktu yang tidak layak yaitu pada waktu yang dapat
mengakibatkan kemgian kepada pemben kuasa/jika kuasa tersebut diteruskan
maka akan menyebabkan si penerima kuasa mengalami kerugian.'g

Pasal 1818 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
dalam hal pemberni kuasa meninggal dunia dan si kuasa tidak tahu hal itu, dan
terus melakukan tugasnya selaku kuasa, maka perbuatan tersebut tetap sah. Ahli
waris pemberi kuasa tetap terikat atas perjanjian kuvasa tersebut. Jika pihak
ketiga tidak mengetahui kematian pembert kuasa, maka perikatan vyang
dilakukan penenima kuasa dan pihak ketiga tersebut dianggap sah dan berharga.

Pasal 1818 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kalau yang
meninggal dunia adalah penerima kuasa maka para ahli waﬁsnya harus
memberitahukan kepada pemberi kuasa dan sedapat mungkin melakukan
tindakan-tindakan seperlunya untuk kepentingan pemben kuasa. Jika ahli waris
ini lalai tidak membentahukan kematian tersebut kepada pemberi kuasa, maka
ahli wans tersebut wajib menganggung berupa penggantian biaya, kerugian dan

pemberian bunga.

2.1.4.5. Berakhirnya Pembenan Kuasa

Selain cara-cara berakhimmya pemberian kuasa terdapat di dalam Pasal
1813 sampal dengan Pasal 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
temyata di luar cara tersebut masih terdapat cara yaitu jika pembenan kuasa
diadakan dengan.jangka waktu tertentu, maka pemberian kuasa berakhir dengan
lewatnya tenggang waktu tersebut, dan pemberian kuasa dengan syarat tertentu,

dimana pemberian kuasa berakhir jika terpenuhi syarat untuk itu.?

' M.Yahya Harahap, Op.Cir., him.314.
2® Wiono Projodikorao, “Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu”
(Bandung: sumur bandung, 1981), him 153.
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Pasal 1813 Kitab Undang—und ang Hukum Perdata menyatakan bahwa
pemberian kuasa dapat berakhir, yaitu: '
1.  penarikan kembali kuasa oleh pemben kuasa; ‘
pemberitahuan penghentiannya kuasanya oleh pemberi kuasa;
meninggalnya salah satu pihak;
pemben kuasa/penerima berada di bawah pengampuan; atau

pailitnya pemben kuasa/penerima kuasa;

o s W N

kawinnya perempuan yang memberi/menerima kuasa.

Mengenai kawinnya seorang perempuan yang memberikan atau menerima
kuasa, dengan lahimya yurisprudensi yang menganggap seorang
perempuan yang bersuami sepentthnya cakap menurut hukum, ketentuan
yang berkenaan dengan kawinnya seorang perempuan, dengan sendirinya
tidak berlaku lagi.?!

Surat Kuasa terjadi dalam praktek karena kesibukan seseorang
yang sedemikian rupa sehingga sulit untuk meluangkan waktu untuk mengurus
secara langsung segala sesuatu yang penting seperti mengurus dokumen-
dokumen yang diperlukan seperti akta kelahiran, pendirian perusahaan serta
mengurus hal lainnya. Karenanya mereka yang tidak leluasa untuk melakukan
pengurusan secara langsung tersebut 1alu memberikan kuasa kepada orang lain
untuk mewakilinya dan mengurus kepentingannya untuk dan atas namanya,
maka dibuatlah Surat Kuasa. _

Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian
kuasa adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan
kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelesaikan
suatu pekerjaan. Namun tidak semua hal dapat dikuasakan kepada pihak -

lain. Perbuatan seperti antara lain membuat testamen, melangsungkan

2 Subekti, fbid, him.151.
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perka\')vinan {kecuah ada alasan kuat untuk itu), pengangkatan anak tidak dapat

diwakilkan kepada pihak lain.?

2.1.5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
pegamjian adalah suvatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang
mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-
undang Hukum Perdata memiliki sifat terbuka artinya setiap orang boleh
mengadakan perikatan apa saja baik yang sudah ditentukan namanya maupun
yang belum ditentukan nmamanya dalam Undang-Undang. Sifat terbuka ini
tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas
untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian.

Tetapi keterbukaan ini dibatasi dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, pembatasan tersebut yaitu tidak bertentangan dengan Undang-
undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu
memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa, syarat
sahnya sebuah perjanjian adalah:

1.  kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
2. kecakapan para pihak dalam perjanjian;
3. suatu hal tertentu;

4.  suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti, sistem terbuka dad hukum peganjian itu juga
mengandung pengertian bahwa peranjian-perjanjian khusus diatur dalam

Undang-Undang hanyalah merupakan peranjian yang paling terkenal saja

2 hutp:/fakta-

online.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=107:pemberian-kuasa-dan-kuasa-
muilak-&Itemid=27
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dalam masyarakat pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibentuk.
Jadi Pejanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) belum ada.

Jual beli merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh pihak yang
menginginkan suatu tanah dalam proses jual beli atas tanah sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan Pasal 26 UUPA bahwa jual beli merupakan salah satu
cara untuk pemindahan hak kepemilikan atas tanah. Jual beli tersebut harus
dilakukan dengan pembuatan Akta Otentik yang dibuat dihadapan PPAT yang
dikenal dengan nama Akta Jual Beli. Akta PPAT terkait dengan keperluan
penyerahan secara yuridis (juridische levering) disamping penyerahan nyata
(feitelijk levering).

Dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang
(bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi. Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah
terjadi pemindahan hak dan penjual kepada pembelinya dengan disertai
pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa
secara nyata atau il perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah
dilaksanakan.

Dalam transaksi jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli ada
kalanya mengalami hambatan untuk merealisasikan perjanjian jual beli tersebut
dihadapan PPAT, biarpun penjual dan pembeli sudah sepakat dan setuju, ada
hal-hal yang masih belum lengkap dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut
baik segi kelengkapan surat-surat tanahnya maupun pembayarannya. Untuk itu
biasanya diadakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak, dimana pihak
penjual dan pihak pembeli bejanji dan mengikatkan diri untnk melakukan jual
beli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perjanjian ini biasa disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (untuk
selanjutnya disebut PPIB).

PPJB tersebut dilakukan oleh karena adanya satu dan lain hal yang
menyebabkan jual beli atas tanah di hadapan PPAT tidak dapat dilakukan pada
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saat itu juga. Dimana para pihak satu sama lain saling berjanji untuk
melaksanakan jual beli atas tanah di hadapan PPAT pada saatnya nanti.

Hal- hal yang menyebabkan dibuatnya PPJB, antara lain:

1.  Hak atas tanah belum bersertipikat dan sedang dalam proses pendaftaran
pertama kali;

2. Sertipikat belum atas nama pihak Penjual, dan masth dalam proses
pencatatan peralihan hak di Kantor Pertahanan;

3.  Harga jual beli belum dibayar lunas atau dengan kata lain dibayar secara
mengangsur;

4.  Pajak-pajak belum dilunasi;

Tanah dan bangunan belum diserahkan.

PPIB yang dibuat di hadapan Notaris merupakan perjanjian yang diikat
dan dibuat dari konsepsi Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
merupakan kesepakatan pihak mengenai hak dan kewajiban jyang dibuat
berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan
hl]kl.l!;'l bagi para pihak yang membuatnya. PPJB merupakan salah satu bentuk
perikatan yang lahir karena kebutuhan masyarakat, hal karena belum dapatnya
dipenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan jual beli di hadapan PPAT.

PPJB biasanya dianggap sebagai peganjian pendahuluan, sebagai
perjanjian pendahuluan jual beli biasanya dimuat janji-janji pihak calon penjual
dan pihak calon pembeli. Apakah syarat-syarat telah dipenuhi maka para pihak
akan melangsungkan jual beli di hadapan PPAT.

PPIB dapat digolongkan dalam suatu penkatan bersyarat tangguh sesuai
Pasal 1253 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana berdasarkan isi
Perjanjian jual beli hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian
tersebut ditangguhkan pelaksanaannya oleh para pihak, perikatan yang lahir
digantungkan pada suatu peristiwa yang dalam hal ini adalah terpenuhinya
syarat-syarat dalam melaksanakan perjanjian jual beli di hadapan PPAT atau

dengan kata lain isi pokok perjanjian yang berupa jual beli atas tanah
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2.2.

sebagaimana yang diatur dalam peraturan tanah nasional akan dilaksanakan

para pihak apabila hal-hal yang di perjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual

beli tersebut telah dipenuhi.

Dalam prakteknya banyak para pembeli lebih menyukat jual beli hak atas
tanah dengan memakai PPJB, oleh karena dengan adanya PPJB maka pihak
pembeli dapat melakukan pengalihan atas hak tersebut kepada pihak ketiga
lainnya dengan gampang. Dengan demikian maka pihak pembeli akan mendapat
keuntungan berupa selisih harga jual beli atas tanah dengan harga pengalihan
dan sekaligus dapat melakukan penghindaran atas biaya Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal tersebut merupakan penyeludupan
hukum dengan menghindari kewajiban atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) serta akan merugikan keuangan Negara.

Menurut hukum, peralihan hak atas tanah yang dibuat dengan Akta PPJB, .
belum ada peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli.

Istilah PPIB ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

1.  Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

2. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994
tanggal 17 Nopember 1994 tentang pedoman Perikatan Jual Beli Satuan
Rumah Susun;

3. Pasal 1338 ayat {1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai asas
kebebasan berkontrak. -

Kasus
Para Penggugat adalah Hajjah Mas’ah, Hajjah Na’amah, Haji Sadelih, Hajjah

Mulyana, Sarwani, Sahroni (selaku Para Ahli Waris Almarhum Muhammad dan

Almarhumah Hajjah Sa'diah untuk selanjutnya disebut Penggugat I}, Hajjah Munah,

Haji Sahrudin, Hajjah Hujaimah, Subki, Akhmad Kosasih, Hajjah Uum Umiyanah,

Hajjah Hasanah (selaku Para Ahh Waris Almarhum Munir dan Almarhumah Haji

Samun binti Haji Nasirin untuk selanjutnya disebut Penggugat H), Sarwani (untuk

selanjutnya disebut Penggunat III), Hajjah Hasanah, Rosadah, Mahfuz, Aiz Fauzi
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(selaku Para "Ahli Waris Almarhum Haji Samsudin untuk selanjutnya disebut

Penggugat IV) dan Tuan Sugiarso (untuk selanjutnya disebut Tergugat), Notaris X

(untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat I) dan Badan Pertanahan Nasional

Kotamadya Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat II).

Penggugat I adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah yattu:

1.  Hak Milik Adat Gink C Nomor 5315, Persil Nomor 50, Blok S8.1I, luas 1.370
M2 (seribu tigaratus tujuhpuluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Dun
Kosambi (sekarang Rawa Buaya) dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik
Sainah (Aliong), sebelah Timur tanah milik Haji Gani, sebelash Selatan tanah
milik Haji Marwan, sebelah Barat tanah milik Haji Jamat.

2.  Hak Milik Adat Girik C Nomor 5315, Persil Nomor 50, Blok S.II, luas 2.466
M2 (duaribu empatratus enampuluh enam Meter Persegi) terletak di Kelurahan
Durni Kosambi (sckarang Rawa Buaya), dengan batas-batas sebelah Utara tanah
milik Haji Geni/Nawawi, sebelah Timur tanah milik Haji Jamat, sebelah Selatan
tanah milik Haji Marwan/Haji Jamat, sebelah Barat tanah milik Haji Marwan.
Penggugat Il adalah pemilik tanah Hak Milik Adat Girik C Nomor 5316 Persil

Nomor 50 Blok S II, luas 1.135 M2 (seribn seratus tigapuluh lima Meter Persegi)

terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan

Cengkareng, Kelurahan Dun Kosambi (sekarang Rawa Buaya) atas nama Haji Munir -

dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Haji Namin, sebelah Timur tanah milik

Nawawi, sebelah Selatan tanah milik Hajjah Sadiah, sebelah Barat tanah milik Aliong.
Penggugat 11l adalah pemilik sebidang tanah Hak Milik Adat Girik C Nomor

5318 Persil Nomor 50 Blok S II luas 1.207 M2 (seribu duaratus tujuh Meter Persegi)

terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan

Cengkareng, Kelurahan Duri Kosambil (sekarang Rawa Buaya) atas nama Tuan

Sarwani dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Haji Namin, sebelah Timur

tanah milik Haji Jamat, sebelah Selatan tanah milik Haji Sadiah, sebelah Barat lanah

milik Haji Munirah.
Penggugat IV adalah pemilik sebidang tanah Hak Milik Adat Girik C Nomor

1542 Persil Nomor 51 Blok S II luas 2.270 M2 (duaribu dvaratus tujuhpuluk Meter
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Persegi) terletak di Daerah Khnsus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan
Cengkareng, Kelurahan Duri Kosambil (sekarang Rawa Buaya) atas nama Samsudin
bin Mohamad dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Haji Namin, sebelah
Timur tanah milik Haji Marwan, sebelah Selatan jalan Pondok Randu, sebelah Barat
tanah milik Haji Arma

Para Penggugat di atas hendak menjual bidang tanah tersebut kepada Tergugat
dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.225.000,- (duaratus duapuluh lima
ribu) per Meter Persegi dengan luas keseluruhan sebesar 8.428 M2 (delapan ribu
empatratus duapuluh delapan Meter Persegl) dan Tergugat akan membayar lunas
tanah milik Para Penggugat apabila sudah diterbitkan Sertipikat masing-masing atas
nama Para Penggugat, oleh karena itu untuk merealisasikan keinginan Tergugat maka
dibuat kesepakatan oleh dan dihadapan Turut Tergugat 1 yang dituangkan dalam
bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan pemberian kuasa yaitu:

1.  Dengan Penggugat I, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 90 tanggal
20 September 1993 diikuti pemberian kuasa Nomor 91 dibuat oleh dan
dihadapan Turut Tergugat I.

2. Dengan Penggugat II, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 92 tanggal
20 September 1993 diikuti pemberian kuasa Nomor 93 dibuat oleh dan
dihadapan Turut Tergugat L.

3.  Dengan Penggugat III, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tanggal
20 September 1993 diikuti pemberian kuasa Nomor 97 dibuat oleh dan
dihadapan Turut Tergugat 1.

4. Dengan Penggugat IV, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 109 tanggal
30 Okiober 1993 diikutl pemberian kuasa Nomor 110 dibuat oleh dan
dihadapan Turut Tergugat 1. ] '

Perjanjian Pengikatan Jual Beli di atas diikuti dengan pembuatan Surat Kuasa
dari Penggugat 1, Penggugat II, Penggugat IIl dan Penggugat IV kepada Tergugat
yang benist kuasa “Untuk menghadap kepada PPAT, memberi keterangan-kelerangan
dan menandatangani Akta Jual Beli atas tanah tersebut untuk dijual kepada Tergugat

dan melakukan segala tindakan hukum sehubungan dengan maksud tersebut di atas.”
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Para Penggugat adalah orang awam yang tidak mengerti dan memahami akta
perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga konsekuensi
hukum yang timbul akibat Peanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa dirasa
sangat merugikan kepentingan Para Penggugat. Sehingga setelah Sertipikat selesai
diterbitkan oleh Turut Tergugat II, diambil oleh Tergugat dan yang bersangkutan
menghilang dan tidak pemah menyelesaikan pembayaran tanah milik Para Penggugat.

Menurut Para Penggugat, Surat Kuasa yang dibuat oleh Turut Tergugat I
mengandung unsur yang tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi Knasa yaitu berupa
pemindahan hak tanah yang diberikan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai dan
menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut
hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

Para Penggugat telah menerima uang muka pada saat kesepakatan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli dimaksud yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Turut
Tergugat I yaitu:

1.  Penggugat 1 telah menerima wuvang muka sebesar Rp.90.000.000,-

(sembilanpuluh juta Rupiah);

2.  Penggugat II telah menerima uang muka sebesar Rp.130.000.000,- (seratus
tigapuluh juta Rupiah);

3.  Penggugat III telah menerima uang muka sebesar Rp.60.000.000,- {(enampuluh
juta Rupiah);

4.  Pengugat IV telah menerima uang muka schesar Rp.130.000.000,- (seratus
tigapuluh juta Rupiah).

Dan sisa pembayaran atas tanah milik Para Penggugat sejumlah
Rp.1.486.300.000,- (satu milyar empatratus delapanpuluh enam juta tigaratus ribu
Rupiah) yang seharusnya dibayar pada saat tanah-tanah telah diterbitkan Sertipikat
oleh Turut Tergugat 11 pada tahun 1993, namun tidak pernah dibayarkan kepada Para
Penggngat, bahkan Tergugat yang telah menunggu dalam kurun waktu 13 (tigabelas)
tahun tanpa kepastian, sampai akhimya Para Penggugal mengajukan gugatan kepada
Pengadilan Negen Jakarta Utara.
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Sertipikat Hak Milik atas nama Para P-enggugat telah selesai didaftarkan dan
diterbitkan oleh Turut Tergugat II yaitu: ,

1.  Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat 1 didaftarkan dan diterbitkan pada
tanggal 25 Nopember 1993 dengan Sertipitkat Hak Milik Nomor
1725/Rawabuaya, seluas 2.430 M2 (dua ribu empatratus tigapuluh Meter
Persegi),

2. Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Il didaftarkan dan diterbitkan pada
tanggal 25 Nopember 1993 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor
1726/Rawabuaya, seluas 1.165 M2 (seribu seratus enampuluh lima Meter
Persegi);

3. Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I1I didaftarkan dan diterbitkan pada
tanggal 25 Agustus 1994 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1714/Rawabuaya,
seluas 1.214 M2 (seribu duaratus empatbelas Meter Persegi);

4.  Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat IV didaftarkan dan diterbitkan pada
tanggal 18 September 1993 dengan Sertiptkat Hak Milik Nomor
1715/Rawabuaya, seluas 2.420 M2 (dua nbu empatratus duapuluh Meter
Persegi)

Setelah 4 (empat) bidang tanah yang dimaksud selesai diterbitkan Sertipikatnya
oleh Turut Tergugat 1I dan Tergugat tidak menepati janjinya untuk melunasi seluruh
pembayaran atas tanah milik Para Penggugat, bahkan dengan sengaja Tergugat
mengulur-ulur wakiu untuk melunasi pembayaran tersebut bahkan disinyalir Tergugat
telah melakukan proses pencatatan peralihan hak atas nama Tergugat sendin
berdasarkan kuasa tersebut, dengan demikian secara jelas dan terang Tergugat telah
nyata-nyata melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Namun yang menjadi masalah di dalam kasus int bukan hanya sekedar
wanprestasi yang dilakukan Tergugat, namun Surat Kuasa yang menurut Para
Penggugat merupakan Surat Kuasa Mutlak yang menurut Instruzksi Menteri Dalam
Negen Nomor 14/1982 tanggal 31 Maret 1982 jo Surat Difjen Agraria Nomor
594/493/AGR tanggal 31 Maret 1982 yang konsekuensinya semua tindakan hukum
yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain atas dasar Surat Kuasa Mutlak batal
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demi hukum, -karena dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli itu sendir

mengandung 2 (dua) perjanjian yang saling bertentangan, yaitu:

1.  Perjanjian pokok adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli itu sendid,
dimana Tergugat berkewajiban untuk membayar lunas atas tanah milik Para
Penggugat sesuai dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.225.000,-
(duaratus duapuluh lima ribu Rupiah) per Meter Persegi, dengan catatan
Sertipikat atas tanah tersebut telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II.

2.  Perjanjian accesoir berupa pemberian kuasa (Surat Kuasa Mutlak) kepada
Tergugat untuk menjual dan/atau membeli tanah tersebut kepada Tergugat
sendiri, serta dapat melakukan tindakan hukum lain atas Sertipikat yang telah
diterbitkan oleh Turut Tergugat II, dengan demikian Kkelemahan ini
dimanfaatkan Tergugat, padahal sampai saat imi Perjanjian Pengikatan Jual Beli

~ (Perjanjian Pokok) beium dilaksanakan oleh Tergugat..

Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat ditambahkan dengan persyaratan
lain apalagi berbentuk kuasa mutlak untuk menjual, sebagaimana tercantum dalam
Pegjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 90 tanggal 20 September’ 1993, Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Nomor 92 tanggal 20 September 1993, Perjanjian Pengikatan
Jual Beli Nomor 96 tanggal 20 September 1993 dan Peganjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 109 tanggal 30 Oktober 1993, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan
Turut Tergugat I dan diikuti dengan Surat kuasa Nomor 91, Surat Kuasa Nomor 93,
Surat Kuasa Nomor 97 dan Surat Kuasa Nomer 110, yang kesemuanya dibuat oleh
dan dihadapan Turut Tergugat I.

Kuasa untuk menjual dan melakukan segala tindakan hukum lain atas bidang
tanah dimaksud yang lercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
90, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 91, Akta Pejanjian Pengikatan Jual
Beli Nomor 96, dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 109 tanggal 30
Oktober 1993, kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan ditkuti dengan
Surat Kuasa Nomor 91, Surat Kuasa Nomor 93, Surat Kuasa Nomor 97, dan Surat
Kuasa Nomor 110, kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat 1, dapat diartikan

sebagai bentuk Kuasa Mutlak yang menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
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14/1982 tanggal 31 Maret 1982 jo Surat Dirjen Agraria Nomor 594/493/AGR tanggal
31 Maret 1982, pemberian kuasa yang demikian tidak dibenarkan dan batal demi
hukum.

Surat Kuasa Mutlak yang tidak dibenarkan oleh hukum mengakibatkan segala
tindakan hukum yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beh Nomor
90, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 91, Akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli Nomor 96, dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 109 tanggal 30
Oktober 1993, kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat I terhadap 5 (lima)
bidang tanah milik Para Penggugat kepada pihak lain tidak dibenarkan dan batal demi
hukum sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
{MARI) Nomor 1440/K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998. ‘

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat menyimpulkan
hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat yang telah mengingkari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
90, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 91, Akta Perjanjian Pengikatan
Jual Beli Nomor 96, dan Akta Peganjian Pengikatan Jual Beli Nomor 109
tanggal 30 Oktober 1993, kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat 1 dan
oleh karena dibatalkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut maka Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 90, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 91, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 96, dan Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Nomor 109 tanggal 30 Oktober 1993, kesemuanya dibuat
dihadapan Turut Tergugat I, dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai
kekuatan hukum bagi para pihak;

2. Suorat Kuasa Nomor 91, Surat Kuasa Nomor 93, Surat Kuasa Nomor 97, dan
Surat Kuasa Nomor 110, kesemuanya dibuat dihédapan Turut Tergugat |
dinyatakan batal demi hukum, oleh sebab itu semua tindakan-tindakan hukum
yang dilakukan oleh Tergugat atas dasar Kuasa Mutlak tersebut berupa
pengalihan hak dan/atau menjamin Sertipikat Hak Milik tersebut kepada pihak
lain atau siapapun juga jika sekiranya terbukti adalah harus dinyatakan batal

demi bukum dengan segala akibatnya;
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Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat mengakibatkan sudah
sepatutnya uwang muka (voorschof} yang telah dibayarkan sebesar
Rp.410.000.000,- (empatratus sepuluh juta Rupiah) sah menjadi milik Para
Penggugat dan tidak ada kewajiban dari Para Penggugat untuk mengembalikan
kepada Tergugat atau siapapun yang mendapét hak daripadanya;

Menanggapi gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I menolak dan

memungkiri seluruh gugatan dari Para Penggugat dengan memberikan jawaban

sebagat berikut:

1.

Gugatan Para Penggugat yang menyatakan batal demi hukum dengan segala
akibatnya peralihan hak dan Para Penggugat kepada Tergugat yang
dilaksanakan berdasatkan pada Surat Kuasa Mutlak tersebut, padahal
dilaksanakannya perbuatan hukum peralihan hak sertipikat-sertipikat tersebut
yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dari Para Penggugat kepada Tergugat
adalah berdasarkan adanya perbuatan hukum berupa jual beli yang dibuat oleh
dan dihadapan .PPAT yang ditunjuk dan berwenang untuk itu dengan
mendasarkan kepada kuasa yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat;
Temyata jual beli tersebut tidak batal, karena memang tidak digugat untuk
dibatalkan (malah tidak masuk dalam gugatan) oleh Para penggugat, cleh
karena itu sejauh jual beli tersebut tetap sah dan mempunyai kekvatan hukum
berlaku dengan segala akibat hukumnya, antara lain peralihan hak/mutasi
sertipikat-sertipikat (yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas nama Para
Penggugat) dari Para Penggugat kepada Tergugat tetap sah dan mempunyai
kekuatan hukum berlaku;

Gugatan Para Penggugat adalah komulasi terlarang dan menurut Hukum Acara
Perdata dan Jurisprudensi tetap putusan-putusan Mahkamah Ag{mg Republik
Indonesia sebagai “sumber hukum” gugatan yang dilakukan coleh Penggugat I,
Penggugat II, Penggugat 111 dan Penggugat IV tidak dapat digabungkan menjadi
1 (satu) gugatan, oleh karena Para Penggugat tersebut tidak ada hubungan batin

(innenijke samenhag) atau connecxiteit antara kejadian hukum yang menjadi
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masalah gugatan yang satu dari seorang Penggugat dengan kejadian hukum

yang menjadi masalah gugatan-gugatan lain dan beberapa orang Penggugat.

Kejadian-kejadian hukum yang ada pada setiap Penggugat yang dijadikan dasar

atau alasan mengajukan gugatan satu sama lain terpisah dan tidak saling

berhubungan sebagai suatu kesatian kejadian hukum seperti:

a.  Para Penggugat I adalah ahli waris almarhum Muhammad sebagai pemilik
2 (dua) bidang tanah Hak Milik Adat Girik C Nomor 5315 Persil S-1I luas
1.307 M2 (seribu tigaratus tujuh Meter Persegi) dan 2.446 M2 (dua nibu
empatratus empatpuluh enam Meter Persegi) atas nama Hj.Sa'diah;

b. Para Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah milik Adat Gink
C.No.5316 seluas 1.135 M2 (senbu seratus tigapuluh lima Meter Persegi)
atas nama H.Munir;

c. Penggugat II adalah .pemilik sebidang tanah Hak Milik adat Gink
C.No.5318 seluas 1.207 M2 (seribu duaratus mjuh Meter Persegi) atas
nama Sarwan;

d. Penggugat IV sebagai pemilik tanah Hak Milik Adat C No.1542 seluas
2.270 M2 (dua ribu duaratus tujuhpuluh Meter Persegi) atas nama
Samsuddin.

Letak, luas dan batas-batas sekeliling dari masing-masing tanah sebagai obyek

hukum yang menjadi perselisihan hukum di dalam gugatan a guo, serta kejadian

hukum atas obyek hukum dari masing-maéing yang menjadi perselisihan hukum

di dalam gugatan a quo yang ada pada masing-masing gugatan adalah berbeda

yang tidak dapat disatukan dan digabungkan ke dalam 1 (satu) gugatan, serta

Akta Peganjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa masing-masing berbeda

dan tidak sama serta masing-masing subyeknya berdiri sendiri-sendiri;

Dasar peralihan hak atas obyek terperkara yang dipergunakan Turut Tergugat 11

dari Para Penggugat kepada Tergugat, adalah mendasar kepada Akta Jual Beli-

Akta Jual Beli yang dimaksud di atas, oleh karena itu sejauh atan selama Akta

Jual Beli dengan semua Akta Jual Beli atas obyek terperkara tersebut tidak batal

dan tidak dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, maka
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mutasis"peraiihan hak atas obyek terperkara tersebut yang mendasarkan kepada
Akta-akta Jual Beli yang tidak batal adalah juga tetap sah dan mengikat.

Bahwa oleh karena itu sejauh Akta Jual Beli yang dipergunakan sebagai dasar
(alas hak) yang menyebabkan tefjadinya peralihan Hak Milik-Hak Milik
tersebut kepada Tergugat masih tetap sah dan tidak pemah batal atau dibatalkan,
maka semua mutasi atau semua peralihan hak tersebut tetap sah dan tetap
berlaku sampai dinyatakan sebaliknya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat
adalah kurang pihak, karena PPAT yang membuat Akta-akta Jual Beli tidak
dapat ditarik sebagai pihak dalam rangka membatalkan Akta-akta Jual Beli
tersebut. .

Menurut Turuf Tergugat I benar telah dibuat oleh dan di hadapan Turut

Tergugat I Akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pemberian Kuasa

antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu:

1.

 Antara Penggugat I dengan Tergugat berupa Peganjlan Pengikatan Jual Beli

Nomor 90 tanggal 20 September 1993 dan Pemberian Kuasa Nomor 91 tanggal
20 September 1993;

Antara Penggugat 1T dengan Tergugat berupa Peganjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 92 tanggal 20 September 1993 dan Pemberian Kuasa Nomor 93 tanggal
20 September 1993;

Antara Penggugat III dengan Tergugat berpa Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 96 tanggal 20 September 1993 dan Pembenian Kuasa Nomor 97 tanggal
20 September 1993,

Antara Penggugat IV dengan Tergugat berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 109 tanggal 20 September 1993 dan Pemberian Kuasa Nomor 110
tanggal 20 September 1993.

Turut Tergugat 1 menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil dan

keterangan-keterangan Para Penggugat yang antara lain:

“Bahwa Para Penggugat adalah orang awam yang tidak mengerti dan
memahami Akta Perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat
sehingga konsekuensi hukum yang timbul akibat Perjanjian Pengikatan Jual
Beli dengan Kuasa mutlak sangat merugikan kepentingan Para Penggugat
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sehingga setelah Sertipikat selesai diterbitkan oleh Turut Tergugat II diambil
oleh Tergugat dan yang bersangkutan menghilang dan tidak pernah
menyelesaikan pembayaran tanah milik Para Penggugat™;

dan

“Bahwa Kuasa Mutlak yang dimaksud ......... dst, didalamnya mengandung
unsur yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi Kuasa yaitu berupa
pemindahan hak tanah yang diberikan kepada Penerima Kuasa untuk
mengiasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan
hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya®;

Karena yang benar adalah :

1.

Bahwa Turut Tergugat 1 pada saat membuat akta-akta Perjanjian Pengikatan

Jual Beli dan Surat Kuasa tersebut diatas telah dilakukan menurut prosedur dan

sesuai dengan pe;a;turan perundang-undangan dan hukum yang berlaku yaitu:

a.

Bahwa padd saat penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan
Surat Kuasa tanggal 20 September 1993 tersebut di atas oleh para pihak
telah (:.Iiperlihatkan persyaratan subyektifitas berdasarkan identitas dan
dokumen-dokumen yang diperlukan oleh para pihak (Para Penggugat dan
Tergugat) yang hadir pada saat itu penandatanganan akta-akta tersebut,
persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi serta telah dicocokan;

Bahwa secara terpisah dan masing-masing berdiri sendiri, Turut Tergugat I
telah membacakan isi masing-masing Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
di hadapan para pihak/ penghadap dan telah mengerti isinya, setelah itu
ditandatanganinya akta-akta tersebut oleh masing-masing para penghadap
(Para Penggugat) di hadapan Turut Tergugat I dan para saksi, sehingga akta-
akta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 juncto 28 Peraturan
Jabatan Notaris, berarti Turut Tergugat I telah menjalankan jabatannya

sesuai-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Bahwa baik akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual beli maupun akta-akta

Pemberian Kuasa masing-masing tertanggal 20 September 1993 tersebut diatas

merupakan “dkia Partij” yaitu Turut Tergugat I hanya mengkonstatir atau

menuangkan keinginan para pihak didasarkan atas kesepakatan para pihak

(masing-masing Para Penggugat), dimana kesepakatan para pihak tersebut
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mengikatkan kedua belah pihak sebagai undang-undang bagi yang membuatnya
(vide Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata )
sehingga untuk pembatalan atas akta-akta tersebut hanya dapat dilakukan atas
kesepakatan para pihak yang membuatnya atau melalui putusan pengadilan
yang berwenang untuk itu;

Bahwa akta-akta kuasa masing-masing antara :

a. Penggugat I dengan Tergugat tanggal 20 September 1993 Nomor 91;

b. Penggugat II dengan Tergugat tanggal 20 September 1993 Nemor 93;

c. Penggugat III dengan Tergugat tanggal 20 September 1993 Nomor 97;

d. Penggugat IV dengan Tergugat tanggal 30 Oktober 1993 Nomor 110.
Adalah tidak termasuk dalam pengertian Kuasa Mutlak sebagaimana yang
didalilkan oleh Para Penggugat yaitn tidak seperti yang diatur dalam Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan
Kuasa Mutlak sebagai dasar pemindahan hak atas tanah, melainkan meruj.akan
Kuasa Jual Beli Mumi yang dibenarkan oleh Peraturan Lembaga Kuasa dan
Peraturan Pertahanan Nasional, sedangkan kata-kata :

“untuk keperluan tersebut yang diben kuasa berhak untuk menghadap kepada
pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, untuk meminta, memberi keterangan-
keterangan dan menandatangani akta jual beli atas tanah yang dimaksud dan
melakukan segala tindakan sehubungan dengan maksud tersebut diatas serta
untuk menjual kepada penerima kuasa sendiri (Tergugat Sugiarso)’;
adalah dimaksudkan bilamana suatu hari penerima kuasa sendiri yang hendak
membelinya, maka kata-kata tersebut dengan tegas harus dinyatakan sebagai
benkut :
“termasuk / boleh kepada yang menerima kuasa™
Hal itu adalah sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 30 Juni 1971 Nomor 755 K/Sip/1970 juncto Pasal 1470 Kitab
Undang-undang Hukum Perdala;
Bahwa selain itu isi akta-akta kuasa masing-masing Nomor 91, Nomor 93,

Nomor 97 dan Nomor 110 tersebut diatas, tidak ada satu kata atau kalimat yang

menyebutkan bahwa akta-akia kuasa tersebut sebagai Kuasa Mutlak dan
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ternyata kesemuanya adalah interpretasi (pendapat atau penapsiran sendiri)

secara sepihak dani Péra Penggugat.

Dengan demikian Para Penggugat tidak dapat mendasarkan gugatannya itn
kepada bahwa Para Penggugat adalah orang awam yang tidak mengerti dan
memahami akta perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat sangat
merugikan kepentingan Para Penggugat, karena semuanya dibuat di hadapan Pejabat
Umum (Notaris), sebelum ditandatangani oleh para pihak / penghadap oleh Turut
Tergugat [ telah dibacakan dan para pihak sudah mengerti, oleh karena itu adalah sah
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat / berlaku;

Para Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh
Tergugat 1 merupakan Surat Kuasa Mutlak karena memenuhi syarat-syarat kuasa
mutlak seperti yang dicantumkan dalam Instruksi Menterd Dalam Neged Nomor 14
Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai dasar pemindahan
hak atas tanah. Namun Tergugat I menyatakan bahwa Surat Kuasa yang dibuat
bukanlah Surat Kuasa Mutlak melainkan Surat Kuasa mumi yang dibenarkan oleh
Peraturan Lembaga Kuasa dan Peraturan Pertanahan Nasional sedangkan Turut
Tergugat I menyata}gan keterangan-keterangan mengenaj tanah-tanah yang dimiliki
Para Penggugat yang mendalilkan, yaitu:

1. Penggugat I memiliki 2 (dua) bidang tanah seluas 3.816 M2 {(tiga ribu
delapanratus enambelas Meter Persegi) telah menerima uang muka sebesar
Rp.90.000.000,- (sembilanpuluh juta Rupiah) dan sisa yang masih harus
diterima oleh Penggugat I sebesar Rp.768.600.000,- (tujuhratus enampuluh
delapan juta enamratus ribu Rupiah).

Padahal berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September 1993

Nomor 90, di dalam Pasal 1 Pepganjian ini disebutkan bahwa jual beli 2 (dua)

bidang tanah milik adat Girik C No.5315 Persil 50 S-IUKelurahan Duri

Kosambi seluas 3.816 M2 (tiga ribu delapanratus enambelas Meter Persegi)

akan dilakukan dan diterima dengan harga Rp.76.320.000,- (tujuhpuluh enam

juta tigaratus dvapuluh ribu Rupiah) dan Penggugat 1 pada saat

penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 90 tersebul telah menerima
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uang muka d‘ari Tergugat sebesar Rp.38.160.000,- (tigapuluh delapan juta
seratus enampuluh ribu Meter Persegi) dan sisanya sebesar Rp.38.160.000,-
(tigapuluh delapan juta seratus enampuluh nbu Meter Persegi) akan dibayar
oleh Tergugat kepada Penggugat I selambat-lambatnya setelah Sertipikat Hak
atas tanah milik adat Girik C No.5315 Persil 50 S-1i/Kelurahan Duri Kosambi
tersebut telah diterbitkan/selesai dengan mendapat tanda bukti pembayaran
lunas dari Penggugat 1.

Penggugat II memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas 1.135 M2 (seribu seratus
tigaratus lima Meter Persegi) telah menerima wang muka sebesar
Rp.130.000.000,- (seratus tigapuluh juta Rupiah) dan sisa vang yang masih
harus diterima oleh Penggugat I sebesar Rp.125.375.000,- (seratus duapuluh
lima juta tigaratus tujuhpuluh lima ribu Rupiah).

Padahal berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September
- 1993 Nomor 92 di dalam Pasal 1 Perjanjian ini disebutkan bahwa jual beli 1
(satu) bidang tﬁnah Hak Milik Adat Girik C No.5316 Persil 50 S-1I/Kelurahan
Dun Kosambi seluas 1.135 M2 (seribu seratus tigapuluh lima Meter Persegi)
dan Penggugat II pada saat penandatangan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 92 tersebut telah menerima vang muka dan tergugat sebesar
Rp.11.350.000,- (sebelas juta tigaratus. imapuluh ribu Rupiah) darn harga
Rp.22.700.000,- (duapuluh dua juta tujuhratus ribu Rupiah) dan sisanya
Rp.11.350.000,- (sebelas juta tigaratus limapuluh ribu Rupiah) akan dibayar
Tergugat kepada Penggugat Il selambat-lambatnya setelah Sertipikat Hak Milik
Adat Girik C No.5316 Persil 50 S-II/Kelurahan Duri Kosambi tersebut telah
diterbitkan/selesai dengan mendapat tanda bukti pembayaran lunas - der
Penggugat 11.

Penggugat III yang memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas 1.207 M2 (senibu
duaratus tujuh Meter Persegi) telah menerima uang muka sebesar
Rp.60.000.000,- (enampuluh juta Rupiah) dan sisa uang yang masih harus
ditertma oleh Penggugat 11l sebesar Rp.211.575.000,- (duvaratus sebelas juta

limaratus tujuhpuluh lima ribu Rupiah).
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Padahal berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September
1993 Nomor 96, di dalam Pasal 1 Perjanjian ini disebutkan bahwa jual beli 1
(satu) bidang tanah Hak Milik Adat Girik C.N0.5318 Persil 50 S-I/Kelurahan
Dun Kosambi seluas 1.207 M2 (seribu duaratus tujuh Meter Persegi) akan
dilakukan dan diterima dengan harga Rp.24.140.000,- (duapuluh empat juta
seratus empatpuluh ribu Rupiah) dan Penggugat III pada saat menandatangani
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tersebut telah menerima uang
muka dari Tergugat sebesar Rp.12.070.000,- {(duabelas juta tujuhpuluh ribu
Rupiah) dan sisanya Rp.12.070.000,- (duabelas juta tujuhpuluh ribu Rupiah)
akan dibyar oleh Tergugat kepada Penggugat Il selambat-lambatnya setelah
Sertipikat Hak Milik Adat Girk C.No.5318 Persil 50 S-II/Kelurahan Duri
Kosambi tersebut telah diterbitkan/selesai dengan mendapat tanda bukti
pembayaran lunas dari Penggugat IIL.

Penggugat IV yang memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas 2.270 M2 (dua ribu
duaratus tujuhpuluh Meter Persegy) telah menerima wang muka sebesar
Rp.130.000.000,- (seratus tigapuluh juta Rupiah) dan sisa uang yang masih
harus diterima oleh Penggugat IV sebesar Rp.380.750.000,- (tigaratus
delapanpuluh juta tujuhratus limapuluh nbu Rupiah).

Padahal berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September
1993 Nomor 109, di dalam Pasal 1 Perjanjian ini disebutkan bahwa jual beli 1
(satu) bidang tanah Hak Milik Adat Gink C.No.5342 Persil 50 S-II/Kelurahan
Duri Kosambi seluas 2.270 M2 (duaribu duaratus tujuhpuluh Meter Persegi)
akan dilakukan dan diterima dengan harga Rp.45.400.000,- (empatpuluh lima
juta empatratus ribu Rupiah) dan Pihak Penggugat IV pada saat
penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 109 telah
menerima vang muka dan Tergugat sebesar Rp.22.700.000,- (duapuluh dua juta
tujuhratus nbu Rupiah) akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat IV
selambat-lambatnya setelah Sertipikat hak atas tanah Gink C No.5315 Persil
No.50 S-II seluas 3.816 M2 (tiga ribu delapanratus enambelas Meter persegi)
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telah diterbitkan/selesai dengan mendapat tanda bukti pembayaran lunas dari

Penggugat IV.

Turut Tergugat 1 menolak gugatan yang diajukan oleh Para penggugat dengan

alasan-alasan sebagai berikut:

1.

Para Penggugat seharusnya membuktikan bahwa Tergugat tersebut benar-benar
melakukan wanprestasi, antara lain berupa surat somasi yang menyatakan
Tergugat telah melakukan wanprestasi dan lain sebagainya;

Para Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa setelah Turut Tergugat I1
menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1725/Rawabuaya tanggal 25
Nopember 1993 atas nama brang tua Penggugat I, Sertipikat Hak Milik Nomor
1726/Rawabuaya tanggal 25 Nopember 1993 atas nama Orang tua Penggugat 11,
Sertipikat Hak Milik Nomor 1714/Rawabuaya tanggal 25 Nopember 1993 atas
nama Penggugat III, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Rawabuaya tanggal
25 Nopember 1993 atas nama Ibu Penggugai IV. Tergugat mengambil keempat
Sertipikat tersebut, seharusnya Para Penggugat tidak menyerahkan masing-
masing Sertipikat miliknya tersebut sebelum Tergugat melunasi sisa harga jual
beli sesuai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beh tersebut di atas;

Para Penggugat juga mengakni dan mendalilkan bahwa Tergugat telah
mengalihkan/memutasikan Sertipikat-setipikat tersebut ke atas nama Tergugat,
dengan peralihan/permutasian tersebut tentu ada dasar (alas hak) untuk itu yaitu
adanya dan telah terjadinya jual beli dani Para Penggugat kepada Tergugat yang
dilakukan oleh Para Penggugat dihadapan PPAT yang ditunjuk dan berwenang
untuk itu.

Ternyata Para Penggugat dalam perkara gugatan a queo tidak membatalkan
keberadaan Akta-akta jual beli yang dimaksud (yang dipergunakan sebagai
dasar peralihan hak oleh Tergugat), maka oleh karena itu sejauh Akta-akta jual
beli belum dinyatakan sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum
berlaku, maka adalah tetap sah dan berlaku, dengan demikian semua peralihan
hak atas sertipikat-sertipikat tersebut di atas kepada Tergugat adalah juga tetap

sah dan mempunyai hukum berlaku dan tidak dapat dibatalkan.
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Dasar peralihan hak yang dipergunakan oleh Tergugat II atas obyek tanah milik

Para Penggugat kepada Tergugat adalah kepada Akta Jual Beli tersebut, oleh karena

itu sejauh atau selama semua Akta Jual Beli dengan semua Akta Jual Beli dalam

perkara tersebut tidak batal dan tidak dinyatakan batal dengan segala akibat

hukumnya, maka mutasi/peralihan hak atas obyek berperkara tersebut yang

mendasarkan kepada Akta-akta Jual Beli yang tidak batal tersebut adalah juga tetap

sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku.

Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokolmya adalah sebagai

berikut:

1.

Gugatan Para Penggugat kabur {(obscuur libel), dengan alasan:

Bahwa Para Penggugat menggugat dan menuntut antara lain menyatakan batal
demi hukumn dengan segala akibatnya peralihan hak dan Para Penggungat kepada
Tergugat yang dilaksanakan mendasarkan pada Surat Kuasa Mutlak tersebut,
padahal dilaksanakannya perbuatan hukum peralihan hak Sertipikat-sertipikat
tersebut yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dari Para Penggugat kepada
Tergugat adalah berdasarkan adanya perbuatan hukum berupa jual beli yang
dibuat oleh dan_dihadapan PPAT yang ditunjuk dan berwenang untuk itu
dengan mendasarkan kepada kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada
Tergugat.

Gugatan Para Penggugat adalah komulasi terlarang dan menurut hukum acara
perdata dan juriprudensi tetap pumsan—putuéan Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai sumber huum, gugatan yang dilakukan oleh Penggugat I, II,
III dan IV tidak dapat digabungkan menjadi satu gugatan, oleh karena antara
Para Penggugat tersebut tidak ada hubungan batin {(innerlijke somenhag) atau
conneexitiit antara kejadian hukum yang menjadi masalah gugatan yang satu
dari seorang Penggugat déngan kejadian hukum yang menjadi masalah gugatan-
gugatan yang lain dari beberapa orang (subyek) Penggugat;

Bahwa apabila Para Penggugat dengan maksud dan tujuan apapun berkehendak

untuk melakukan upaya hukum atau gugatan, seharusnya gugatan itu dilakukan
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oleh masing-mas-ing Penggugat sebagai subyek hukumnya dengan sendin-
sendiri.

Gugatan Para Pihak kurang pihak.

Gugatan oleh karena Akta Jual Beli yang dipergunakan sebagai dasar (alas hak)
yang menyebabkan terjadinya peralihan Hak Milik-Hak Milik tersebut kepada
Tergugat masih tetap sah dan tidak pernah batal atau dibatalkan, maka semua
mutasi atau peralihan hak tersebut tetap sah dan tetap berlaku sampai
dinyatakan sebaliknya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah kurang
pihak karena PPAT yang membatalkan akta-akta jual beli tersebut tidak ditarik
sebagai pihak dalam rangka membatalkan Akta-akta Jual Beli tersebut;

Atas eksepsi Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada

pokoknya adalah:

1.

Turut Tergugat 1 telah memberikan pengertian sepotong-potong dengazn
penzfsiran yang salah serta mencoba menyebutkan isi daripada gugatan Para
Penggugat, jika Turut Tergugat 1 membaca secara teliti dan cermat maksud dan
tujuan dan substansi gugatan Para Penggugat, sangat jelas dan nyata gugatan
Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat adalah gugatan wahi)restasi dengan
konsekuensi pembatalan I;érjanjian Pengikatan Jual Beli karepa dalam kurun
waktn 13 (tigabelas) tahun Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli dengan kuasa mutlak dan sisa pembayarannya atas
penjualan tanah dimaksud, bahkan Tergugat pergi entah kemana karena
diketahui keberadaannya serta tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hal
tersebut.

Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan
langsung atas obyek sengketa dengan pihak Tergugat, sehingga tidak ada

* keharusan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan secara

tersendin dan terpisah terhadap gugatan yang sama, dengan demikian tidak ada
satu peraturanpun yang dilanggar oleh Para penggugat sebagaimana yang
dituduhkan oleh Turut Tergugat 1 dan gugatan Para Penggugat tersebut tidak

sesuai dengan azas sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ningan
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sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat {2) Undang-undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perihal eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggupat
kurang pihak adalah bahwa adanya Akta Jual Beli yang didalilkan oleh Turut
Tergugat I atas peralihan tanah a quo sampai saat ini Para Penggugat tidak
pemah mengetahuinya sebab kelanjutan dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli dan Akta Perjanjian Kuasa Mutlak tersebut tidak pernah diketahui karena
jual beli dilakukan oleh Tergugat sendiri dihadapan PPAT yang tidak pemah
dihadin oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Tergugat
I, sebab Turut Tergugat I selaku pihak yang telah menerbitkan Akta Pengikatan
Jual Beli dengan kuasa mutlak tersebut mendalilkan tidak pernah melaksanakan
pembuatan Akta Jual Beli antara Para Penggugat dengan Tergugat, sechingga
Para Penggugat selaku pthak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Behi yang
didasarkanpada Akta Jual Beli dan kuasa mutlak tersebut sangat wajar menuntut
pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pemberian Kuasa
Mutak serta tindakan hukum lainnya batal demi hukum dengan segala akibatmya.
Hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat hanya
sebatas pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa mutlak yang

- dibuat dihadapan Turut-Tergugat II, dan tidak pernah membuat Akta Jual Beli

baik dihadapan Turut Tergugat I maupun PPAT yang lain.
Atas eksepsi Turut Tergugat I dan tanggapan Para Penggugat maka Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.

Terhadap eksepsi Gugatan Para penggugat kabur (obscuur libel) sudah
menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputus bersama-
sama pokok perkara sebab untuk mengetahui peralihan hak dad Penggugat
kepada Tergugat yang dilaksanakan mendasarkan pada Surat Kuasa Mutlak dan
adanya perbuatan hukum jual beli yang dibuat dihadapan PPAT dan hal ini
haruslah dibuktikan di muka persidangan.

Terhadap eksepsi Gugatan Para Pihak kurang pihak.
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Atas eksepsi Turut Tergugat I tersebut Para Penggugat menyatakan gugatan
tidak cukup pihak dan tidak perlu mengikutsertakan PPAT sebagai pihak
dikarenakan pokok masalahnya adalah wanprestasi yang dilakukan Tergugat
serta untuk menentukan siapa yang digugat adalah hak Para Penggugat, karena
Tergugat tidak mau menyelesaikan sisa pembayaran harga tanah Para
penggugat tersebut.

Eksepsi Turut Tergugat I menurut Majelis Hakim adalah kurang tepat karena
gugatan Para penggugat adalah mempersoalkan masalah wanprestasi
sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, hal ini sesuai dengan
yurisprudenst Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971
tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang berwenang
untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Sehingga atas pertimbangan dan alasan hukum di atas maka Majelis Hakim

menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat 1.

Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah

melakukan ingkar janji (wanprestasi), karena Tergugat tidak melunasi pembayaran

pembelian tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Akta

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yaitu:

1.

Dengan Penggugat 1, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 90 tanggal
20 September 1993 diikuti pemberian kuasa Nomeor 91 dibuat oleh dan
dihadapan Turut Tergugat [ .
Dengan Penggugat II, yaitn Pefjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 92 tanggal
20 September 1993 diikuti pemberian kuasa Nomor 93 dibuat oleh dan
dihadapan Turut Tergugat I.
Dengan Penggugat 111, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tanggal
20 September 1993 diikuti pemberian kvasa Nomor 97 dibuat oleh dan
dihadapan Turut Tergugat I.
Dengan Penggugat 1V, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 109 tanggal
30 Oktober 1993 ditkuti pemberian kuasa Nomor 110 dibuat oleh dan
dihadapan Turut Tergugat I.
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Oleh karena Tergugat telah wanprestasi, maka segala Akta Perjanjian

Pengikatan Jual Beli beserta Surat Kuasa harus dinyatakan batal.

Atas pugatan Para Penggupgat tersebut Turut tergugat 1 telah mengajukan

jawaban yang pada pokoknya menyatakan membenarkan telah dibuatnya Akta-akta

Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pemberian Kuasa antara Para Penggugat

dan Tergugat yaitu:

1.

Antara Penggugat | dengan Tergugat berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 90 tanggal 20 September 1993 diikuti pemberian kuasa Nomor 91
tanggal 20 September 1993,

Antara Penggugat IT dengan Tergugat berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 92 tanggal 20 September 1993 diikuti pemberian kuasa Nomor 93
tanggal 20 September 1993.

Antara Penggugat III dengan Tergugat berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beh
Nomor 96 tanggal 20 September 1993 diikuti pemberian kuasa Nomor 97
tanggal 20 September 1993.

Antara Penggugat TV dengan Tergugat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
109 tanggal 30 Oktober 1993 diikuti pemberian kuasa Nomor 110 tanggal 30
Oktober 1993.

Altas gugatan Para Penggugat itu juga maka Turut Tergugat II telah mengajukan

jawaban yang pada pokoknya menyatakan:

i.

Pada hakekatnya Penggugat mempermasalahkﬁn keberadaan Sertipikat Hak
Milik Nomor 1714/Rawa Buaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Rawa
Buaya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/Rawa Buaya.

Adapun riwayat penerbitan Sertipikat-sertipikat tersebut, bahwa Sertipikat Hak
Milik Nomor 1714/Rawa Buaya, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Tbukota Jakarta tanggal 29
Juni 1994, diterangkan bahwa Sarwami diberitkan Hak Milik Nomor 1714/Rawa
Buaya seluas 1.214 M2 (seribu duaratus empatbelas Meter Persegi) dan
berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tanggal 20
September 1993 dihadapan Turut Tergugat 1 atas tanah milik adat C Nomor
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5318 Persil 50 S 1I luas kurang lebih 1.207 M2 (seribu duaratus tnjuh Meter
Persegt) kepada Tergugat.

3.  Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Rawa Buaya berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tanggal 29 Juni 1994 diterangkan bahwa Hajjah Sa’diah diberikan Hak
Milik Nomor 1715/Rawa Buaya seluas 2.420 M2 (dua ribu empatratus
duapuluh Meter Persegi) dan berdasarkan Akta Peganjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 109 tanggal 30 Oktober 1993 dihadapan Turut Tergugat I diterangkan
bahwa Hajjah Sa’diah telah melakukan Pengikatan Jual Beli tanah milik adat
kepada Tergugat.

4.  Sertiptkat Hak Milik Nomor 1725/Rawa Buaya seluas 2.430 M2 (dua ribu
empatratus tigapuluh Meter Persegi) dan berdasarkan Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Nomor 90 tanggal 20 September 1993 dihadapan Turut
Tergugat I atas tanah milik adat C Nomor 5315 Persil Nomor 50 S 11 seluas
kurang lebih 2.446 M2 (dua ribu empatratus empatpuluh enam Meter Persegi)
kepada Tergugat. '

5.  Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/Rawa Buaya berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tanggal 16 Agustus 1994 diterangkan Haji Munir diberikan Hak Milik
Nomor 1726/Rawa Buaya seluas 1.165 M2 (seribu seratus emampnluh lima
Meter Persegi) dan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 92
tanggal 20 September 1993 dihadapan Turut Tergugat 1 atas tanah milik adat C
Nomior 5316 Persil 50 S I luas kurang lebih 1.135 M2 (senbu seratus tigapuluh
lima Meter Persegi) kepada Tergugat.

Inti pokok permasalahan dalam perkara ini adaiah Penggugat mendalilkan
bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yakni tidak melunasi sisa
pembayaran harga tanah milik Para Penggugat sejumiah Rp.1.486.300.000,- (satu

milyar empatratus delapanpuluh enam juta tigaratus ribu Rupiah).
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Dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan jawaban-jawaban yang telah

diajukan Turut Tergugat [ dan Turut Tergugat II maka Pengadilan sebelum

memutuskan, menimbang hal-hal sebagai berikut:

1.

Para Penggﬁgat adalah pemilik dar tanah milik adat C Nomor 5315 Persil
Nomor 50 S II seluas 2.446 M2 (dua rtbu empatratus empatpuluh enam Meter
Perseg), tanah milik adat C Nomor 5316 Persil 50 S II luas 1.135 M2 (seribu
seratus tigapuluh lima Meter Persegi), tanah milik adat C Nomor 5318 Persil 50
S II laas 1.207 M2 (seribu duaratus tujuh Meter Persegi) dan Hak Milik Adat C
Nomor 1542 Persil Nomor 51 Blok S 1II luas 2.270 M2 (duaribu duaratus
tujuhpuluh Meter ' Persegi) terletak di Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat.

Telah terjadi kesepakatan harga aniara Para Penggugat dan Tergugat dimana
Para Penggupat menjual tanah miliknya kepada Tergugat yang jumlah
keseluruhannya seluas kurang lebih 8.428 M2 (delapan nbu empatratus
duapuluh delapan Meter Persegi) dengan harga Rp.225.000,- (duaratus
dvapuluh lima ribu Rupiah) per Meter Persegi, dengan ketentuan bahwa
Tergugat baru membayar lunas harga tanah apabila telah terbit Serfipikat atas
nama Para Penggugat maka disetwjui oleh kedua belah pihak (Para Penggugat
dan Tergugat) dihadapan Turut Tergugat I yang dituangkan dalam Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Nomor 90 tanggal 20 September 1993 diikuti pemberian
kuasa Nomeor 91 tanggal 20 September 1993, Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 92 tanggal 20 September 1993 diikuti pemberian kuasa Nomor 93
tanggal 20 September 1993, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tanggal
20 September 1993 diikuti pembérian kuasa Nomor 97 tanggal 20 September
1993 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 109 tanggal'BO Oktober 1993
diikuti pemberian kuasa Nomor 110 tanggal 30 Oktober 1993.

Para Penggugat telah menerima uang muka (voorschot) dari Tergugat yakni
Penggugat I untuk 2 (dua) bidang tanah seluas 3.816 M2 (tiga ribu delapanratus
enambelas Meter Persegi) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilanpuluh juta Rupiah),

Penggugat II untuk tanah seluas 1.135 M2 (senbu seratus tigapuluh.lima Meter
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Persegi) sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tigapuluh juta Rupiah), Penggugat
I untuk tanah 1.207 M2 (senbu duaratus tujuh Meter Persegi) sebesar
Rp.60.000.000,- (enampuluh juta Rupiah) dan Penggugat IV untuk tanah 2.270
M2 (duaribu duaratus tujuhpuluh Meter Persegi) sebesar Rp.130.000.000,-
(seratus tigapuluh juta Rupiah).

Pada saat Perjanjian Pengikatan Jual Beli ditandatangani dan pemberian uang
muka (voorschot) diserahkan Tergugat kepada Para Penggugat memang benar
Sertipikat belum terbit.

Dalam kenyataannya Bidang tanah atas nama Para Penggugat telah selesai dan
diterbitkan oleh Turut Tergugat II sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor
1714/Rawa Buaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Rawa Buaya, Sertipikat
Hak Milik Nomor 1725/Rawa Buaya, Sertipikat Hak Mihk Nomor 1726/Rawa
Buaya dimana keempat Sertipikat tersebut telah berada dalam penguasaan
Tergugat dan Tergugat tidak pernah memenuhi perjanjian yang telah disepakati
yakni membayar sisa dan harga tanah yang belum terbayar tersebut, bahkan
- sampai saat ini tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Tergugat telah tidak memenuhi suatu kewajiban yang seharusnya ia penuhi
sebagaimana yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dibuatkan dalam
Perjanjian Pengikatan Jual beli antara Para Penggugat dan Tergugat. Penggugat
tidak/belum melunasi sisa pembayaran yang seharusnya ia penuhi kepada Para
penggugat yakni membayar sebesar Rp.1.486.300.000,- (satu milyar empatratus
delapanpuluh enam juta tigaratus ribu Rupiah).

Surat Kuasa Nomor 91, Nomor 93, Nomor 97 dan Nomor 110 adalah bentuk
ikutan (accesoir) dari Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 90, Nomor 92, Nomor 96 dan Nomor 109 dimana keberadaannya adalah
tidak berdiri sendiri.

Tergngat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yakni

tidak memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat, maka segala hak
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sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut tidak dapat
dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

Tergugat yang telah terbukti melakukan wanprestasi, maka adalah hak Para
Panggugat untuk memohon pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
90 tanggal 20 September 1993, Nomor 92 tanggal 20 September 1993, Nomor
96 tanggal 20 September 1993 dan Nomor 109 tanggal 30 Oktober 1993 dan
Surat Kuasa Nomor 91 tanggal 20 September 1993, Nomor 93 tanggal 20
September 1993, Nomor 97 tanggal 20 September 1993 dan Nomor 110 tanggal
30 Oktober 1993.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan turut Tergugat I,
keempat bidang tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan
sarana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa yang telah
dinyatakan batal tersebut di atas, oleh karena itu sebagai konsekuensi yuridis
jual beli atas 4 (empat) bidang tanah tersebut patut untuk dinyatakan tidak sah
dan batal demi hukum dengan segala akibatnya.

Selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir, dimana menurut
keterangan Turut .Tergugat II bahwa Turut Tergugat II telah menyerahkan
Sertipikat Hak Milik Nomor 1714/Rawa Buaya, Sertipikat Hak Milik Nomor
1715/Rawa Buaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 1725/Rawa Buaya, Sertipikat
Hak Milik Nomor 1726/Rawa Buaya kepada Tergugat, sehingga yang ada pada
Turut tergugat 11 adalah warkah-warkah dari keempat bidang tanah tersebut.
Pengadilan Negen tidak berwenang mengadili instansi lain (Badan Pertanahan
Nasional) untuk melakukan perubahan data Hak Milik dan memerintahkan
untuk menyerahkan Sertipikat kepada Para Penggugat.

Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk éebagian, dan Majelis menolak
gugatan Penggugat untuk seleb.ihnya, dan membebankan biaya perkara kepada
Tergugat.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan memutuskan hal-

hal benkut ini:
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23,

Tergugat terbukti melz.akukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi} yakni tidak
memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat, maka segala hak sebagaimana
yang tercantum dalam surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan untuk
kepentingannya sendiri.

Oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka adalah hak Para
Penggugat untuk memohon pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
90 tanggal 20 September 1993, Nomor 92 tanggal 20 September 1993, Nomor
96 tanggal 20 September 1993 dan Nomor 109 tanggal 30 Okiober 1993
dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.

Surat Kuasa Nomor 91, Surat Kuasa Nomor 93, Surat Kuasa Nemor 97 dan
Surat Kuasa Nomor 110 dibuat di hadapan Turut Tergugat I dinyatakan batal
dengan segala akibat hukumnya. .

Batal demi hukum dengan segala akibatnya peralihan hak dari Para Penggugat
kepada Tergugat yang didasarkan pada Surat Kuasa tersebut.

Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapapun
yang mendapat hak dari padanya tunduk pada putusan ini. ‘
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.964.000,-

(satu juta sembilanratus enampuluh empat nbu Rupiah)

Analisa Terhadap Permasalahan Hukum
2.3.1. Peran dan tanggung jawab PPAT terhadap kebenaran identitas
dan informasi dari Penghadap yang diberikan kepadanya.

Peran dan tangpung jawab PPAT terhadap kebenaran identitas dan
informasi dari Penghadap yang diberikan kepadanya adalah sebatas kebenaran
formal (formale bewijskracht). Kebenaran formal adalah kepastian bahwa suatu
kejadian dan fakta yang terjadi dalam akia betul-betul dilakukan oleh PPAT
atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadapnya.

Akta PPAT harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta
yang disebutkan dalam akta betul-betul dilakukan oleh PPAT atau diterangkan

oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat tercantum dalam akta sesuai
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dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta termasuk
kebenaran identitas dan informasi para pihak yang menghadap. Secara formal
untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang han, tanggal, bulan, tahun,
pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda
tangan para pihak/Penghadap, saksi dan PPAT, serta membuktikan apa yang
dilihat, disaksikan, didengar oleh PPAT dan dicatatkan keterangan atau
permnyataan para pihak/penghadap (pada akta para pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus
dibuktikan dan formalitas dari akta yaitu harus dapat membuktikan
ketidakbenaran har, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan
ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa
yang dilihat, disaksikan dan didengar oieh PPAT dan para saksi, juga harus
dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang
diberikan/disampaikan dihadapan PPAT dan para saksi, dan ketidakbenaran
tanda tangan para pihak, saksi dan PPAT ataupun ada prosedur pembuktian akia
yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akia
tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal
dari Akta PPAT. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut,
maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Tidak dilarang bagi siapapun untuk melakukan pengingkaran atau
penyangkalan atas aspek formal Akta PPAT, jika yang bersangkutan merasa
dirugikan atas Akta yang dibuat dihadapan PPAT. Pengingkaran atau
penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke Pengadilan
Umum, dan Penggugat harus dapat nmiembuktikan bahwa ada aspek formal yang
dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, mfsalnya, bahwa
yang bersangkutan tidak pemah merasa menghadap PPAT pada han, tanggal,
bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan
yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini tejadi
bersangkutan atau Penghadap tersebut untuk menggugat PPAT dan Penggugat

harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.
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Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal

18 Oktober 2005 Nomor 159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT, menurut hemat Penulis,

PPAT tersebut telah melakukan pembuatan Akta sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan KaBPN Nomor

1 Tahun 2006, sehingga dalam hal ini Pengadilan tidak membatalkan Akta-akta

Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT dengan alasan PPAT tidak melakukan

pemeriksaan identitas dan informasi sesuail dengan prosedur yang seharusnya

dilakukan oleh PPAT karena PPAT telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Prosedur-prosedur tersebut di bawah ini wajib dilakukan oleh PPAT yang
didasarkan pada Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 yaitu:

a. Akta PPAT dibuat dengan mengisi blanko akta yang tersedia secara

lengkap sesual petunjuk pengisiannya sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 53 ayat (1).
Pengisian blanko Akta dalam rangka pembuatan akta PPAT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan
data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuai peraturan
perundang-undangan.

b. Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi yang memberikan kesaksian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53
ayat (3) mengenai:

1. identitas dan kapasitas penghadap;

2. kehadiran para pihak atau kuasanya;

3. kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam
hal obyek tersebut sebelum terdaftar; -

4. keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuaian akta;

5. telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pthak yang
bersangkutan.

€. Sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) sampai dengan huruf (g), PPAT wajib
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melakukan pemeriksaan kesesnaian/keabsahan Sertipikat dan catatan lain

pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan

tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

d. Dalam pembnatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPAT tidak
diperbolehkan memuat kata-kata “sesuai atau menurut keterangan para
pihak” kecuali didukung oleh data formil sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 54 ayat (2).

e. PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang
diperlukan untuk keperluan pendaftaran akta perbuatan hukum yang
dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1). Pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernipakan pelanggaran administratif.
Di dalam Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa
PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah
disampaikannya akta kepada para pihak yang bersangkutan.

Menurut hemat Penulis, dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
tanggal 18 Oktober 2005 Nomor 159/Pdi.G/2005/PN.JKT.UT dapat dilihat
bahwa Tergugat tidak membenkan informasi yang sebenar-benarnya kepada’
PPAT yang membuat Akta-akta Jual Beli tersebut. Tergugat hanya
menyerahkan Surat Kuasa Jual yang dibuat dihadapaﬁ Turut Tergugat I tanpa
menampilkan Akta Pejanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut
Tergugat 1. Padahal dalam kasus int Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan
Surat Kuasa itu dibuat berdampingan, namun disalahgunakan oleh Tergugat
dengan hanya menyerahkan Surat Kuasa Jual kepada PPAT yang berwenang.

PPAT tersebut setelah melihat ada Surat Kuasa dari Para Penggugat
kepada Tergugat langsung membuat Akta-akta Jual Beli yang bersangkutan.
Kehadiran Para Penggugat sudah tidak lagi diperlukan mengingat sudah adanya
Surat Kuasa dari Para Penggugat kepada Tergugat untuk menjual tanah-tanah
milik Para Penggugat kepada Tergugat.
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Menurut Penulis, I.’PAT telah melakukan kewajibannya sebagai PPAT
untuk melihat asli setiap identitas dan mformasi yang diperlukan, namun sekali
lagi PPAT hanya melihat data formil karena kebenaran data secara formil
adalah tanggung jawab PPAT. Menurut Pasal 54 ayat (3) Peraturan KaBPN
Nomor 1 Tahun 2006, PPAT berwenang menolak pembuatan akta, yang tidak
didasari data formil, namun di dalam kasus ini telah Tergugat memenuhi semua

data formil sehingga PPAT tidak berwenang menolak pembuatan akta.

2.3.2. Kesesuaian Potusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal
18 Oktober 2005 Nomor 139/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT terhadap
ketentuan yang berlaku.

Ada beberapa hal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal

18 Oktober 2005 Nomor 159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT yang menurut Penulis

tidak sesuzi dengan ketentuan yang beriaku. Hal-hal tersebut adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2005 Nomor
159/Pdt.G/2005/PNJKT.UT yang membatalkan Akta Pepanjian
Pengikatan Jual Beli Nomor 90 tanggal 20 September 1993, Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 92 tanggal 20 September 1993,
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tanggal 20 September
1993 dan Akta Peanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 109 tanggal 30
Oktober 1993 yang kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat I
Menurut Penulis pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
90, Nomor 92 dan Nomor 96 tanggal 20 September 1993 yang
kesemuanya dibuat dihadapan Turnut Tergugat 1 dan Akta Perjanjan
Pengikatan Jual Beli Nomor 109 tanggal 30 Oktober 1993 dibuat |
dihadapan Turut Tergugat I dikarenakan adanya beberapa unsur-unsur
penting yang tidak dicantumkan dalam Akta-akta Peranjian Pengikatan
Jual Beli di atas seperti:

a. Jangka waktu pelunasan sisa pembayaran oleh Tergugat yang tidak

dicantumkan secara tegas.
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Hal imi menyebabkan Tergugat bisa melunasi sisa pembayaran seperti

tercantum dalam Akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut

tanpa batasan waktu. Di dalam Akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual

Beli tersebut hanya disebutkan bahwa sisa pembayaran akan

dibayarkan oleh Tergugat setelah Sertipikat-sertipikat telah terdaftar

atas nama Para Penggugat. Namun kenyataannya setelah Sertipikat-
sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II, karena
tidak adanya jangka waktu pelunasan maka Tergugat dapat melakukan
ingkar janji atau wanprestasi terhadap sisa pembayaran.

b. Terdapat perbedaan nang muka (voorchot).

Perbedaan u‘ang muka (voorchot) antara yang tercantum dalam Akta-

akta Pepanjian Pengikatan Jual Beli dengan yang diakui telah

dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat. Perbedaan tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I telah menerima uang muka sebesar Rp.90.000.000,-
(sembilanpuluh juta Rupiah) dan sisa yang masih harus diterima
oleh Penggugat 1 sebesar Rp.768.600.000,- (tujuhratus
enampuluh delapan juta enamratus ribu Rupiah} sedangkan di
dalam Pasal 1 Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September
1993 Nomor 90 disebutkan bahwa jual beli akan dilakukan dan
diterima dengan harga Rp.76.320.000,- (tujuhpuluh enam juta
tigaratus duapuluh ribu Rupiah) dan Penggugat I pada saat
penandatanganan Akia Pengikatan Jual Beli Nomor 90 tersebut
telah menenma uwang muka dari Tergugat sebesar
Rp.38.160.000,- (tigapuluh delapan juta seratus enaﬁ-lpuluh ribu
Rupiah} dan sisanya sebesar Rp.38.160.000,- (tigapuluh delapan
juta seratus enampuluh ribu Rupiah) akan dibayar oleh Tergugat
kepada Penggugat 1 selambat-lambatnya setelah Sertipikat
diterbitkan/selesai dengan mendapat tanda bukti pembayaran

lunas dar1 Penggugat 1.
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Penggugat II  telah menerima uwang muka sebesar
Rp.130.000.000,- (seratus tigapuluh juta Rupiah} dan sisa vang
yang masth harus diterima oleh Penggugat II sebesar
Rp.125.375.000,- (seratus duapuluh lima juta tigaratus
tuyjuhpuluh lima nbu Rupiah) sedangkan di dalam Pasal 1 Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September 1993
Nomor 92 disebutkan bahwa jual beli tersebut telah menerima
nang muka dan Tergugat sebesar Rp.11.350.000,- (sebelas juta
tigaratus limapuluh ribu Rupiah) dari harga Rp.22.700.000,-
(duapuluh dua juta tujuhratus nbu Rupiah) dan sisanya
Rp.11.350.000,- (sebelas juta tigaratus limapuluh ribu Rupiah)
akan dibayar Tergugat kepada Penggugat Il selambat-lambatnya
setelah Sertipikat diterbitkan/selesai dengan mendapat tanda
bukti pembayaran lunas dan Penggugat II.

Penggugat III telah menerima uang muka sebesar
Rp.60.000.000,- (enampuluh juta Rupiah) dan sisa uang yang
masih  harus diterima oleh Penggugat III  sebesar
Rp.211.575.000,- (duaratus sebelas juta limaratus tujuhpuluh
lima ribu-Rupiah) sedangkan di dalam Pasal 1 Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September 1993 disebutkan
bahwa jual beli akan dilakukan dan diterima dengan harga
Rp.24.140.000,- (duapuluh empat juta seratus empatpuluh ribu
Rupiah) dan Penggugat III pada saat menandatangani Akta
Peganjian Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tersebut telah
menerima uang muka dari Tergugat sebesar Rp.12.070.000,-
(duabelas juta tujuhpuluh ribu Rupiah) dan sisanya
Rp.12.070.000,- (duabelas juta tujuhpuluh nbu Rupiah) akan
-dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat III selambal-lambatnya
setelah Sertipikat telah diterbitkan/selesal dengan mendapat tanda
bukti pembayaran lunas dari Penggugat III.
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4. Penggugat IV telah menerima wang muka sebesar
Rp.130.000.000,- (seratus tigapuluh juta Rupiah) dan sisa uang
yang masih harus diterima oleh Penggugat IV sebesar
Rp.380.750.000,- (tigaratus delapanpuluh juta tujubratus
limapuluh ribu Rupiah) sedangkan di dalam Pasal 1 Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September 1993
Nomor 109 disecbutkan bahwa jual beli akan dilakukan dan
diterima dengan harga Rp.45.400.000,- (empatpuluh lima juta
empatratus ribu Rupiah) dan Pihak Penggugat IV pada saat
penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
109 telah menerima uang muka dan Tergugat sebesar
Rp.22.700.000,- (duapuluh dua juta tujuhratus ribu Rupiah) dan
sisanya Rp.22.700.000,- (duvapuluh dwva juta tujuhratus nbu
Rupiah) akan dibayar oien Tergugat kepada Penggugat IV
selambat-lambatmya setelah Sertipikat telah diterbitkan/selesai
dengan mendapat tanda bukti pembayaran lunas dari Penggugat
Iv.

Sebagaimana hal yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat adanya

perbedaan uvang muka dan sisa pembayaran yang tercantum dalam

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan yang telah diakui oleh Para

Penggugat. Terhadap hal ini, Penulis berpendapat adanya

ketidakbenaran keterangan yang diberikan oleh para pihak kepada

PPAT.

Dalam hal terjadi perbedaan seperti ini, dibutuhkan peran pengadilan.

Sementara PPAT hanya mengkonstantir hal-hal yang disampaikan

para pihak kepada dirinya atau dapat PPAT dan/atau Notaris hanya

bertanggung jawab terhadap kebenaran formal, maka Pengadilan
berhak menguji kebenaran matenil {materiele bewijskracht).

Kebenaran materiil (materiele bewijskracht) merupakan kepastian

tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta
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merupakan pembul;tian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat
akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecualt
ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan
yang diberikan/disampaikan dihadapan Pejabat Umum dan para pihak
harus dinilai benar, yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta
berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap
Pejabat Umum yang kemudian keterangannya ditvangkan/dimuat
dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata
permnyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar
berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Pejabat
Umum terlepas dari hal semacam itu. Hal mana dapat kita lihat
penutup setiap akta PPAT “maka sebagai bukti kebenaran pernyataan
yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di atas, maka
aktz ini ditandatangam oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi
dan saya, PPAT”. Dengan demildan isi akta otentik tersebut
mempunyai kepastian sebagai yang sebenar-benamya. Jika akan -
membuktikan aspek materil dan 1si akta, maka yang bersangkutan
harus dapat membuktikan.

Untuk kasus ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempercayai -
keterangan yang diberikan oleh Para Penggugat tanpa memberikan
pertimbangan yang jelas mengenai tidak terpenuhinya unsur materil
dari akta. Padahal menurut Penulis hal seperti ini seharusnya tidak
terjadi, mengingat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan
jelas bahwa Turut Tergugat I tidak membacakan/menerangkan isi akta
pada saat Para Penggugat menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan
Jual Beli. Dalam peraturan kePPATan dan Peraturan Jabatan Notaris,
ada  kewajiban  bagi PPAT  maupun  Notaris untuk
membacakan/menjelaskan kepada para pihak dengan dihadid oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandalangani

seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan Pejabat Umum.
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Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut menyatakan Surat

Kuasa Nomor 91, Surat Knasa Nomor 93, Surat Kuasa Nomor 97 tanggal

20 September 1993 dan Surat Kuasa Nomor 110 tanggal 30 Oktober 1993

yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I merupakan Surat Kuasa Mutlak.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tanggal

6 Maret 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai

pemindahan hak atas tanah, Surat Kuasa dikatakan Surat Kuasa Mutlak

apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

a. Obyek dar kuasa tersebut adalah hak atas tanah;

b. Kuasa yang mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali;

c. Kuasa tersebut merupakan pemindahan hak atas tanah, karena isinya
memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai
dan menggunakan tanah serta melakukan segala perbuatan yang
menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

Menurut hemat Penulis, dari ketiga unsur di atas, ada beberapa hal yang

menyebabkan Surat Kuasa i bukan merpakan Surat Kuasa Mutlak

yaitu:

a. Di dalam Surat Kuasa ini tidak ada klausula bahwa kuasa inm tidak
dapat ditank kembali.

b. Surat Kuasa ini mempakan Surat Kuasa Khusus menjual dan bukan

merupakan Surat Kuasa Mutlak.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yang menyatakan Pemberian kuasa dapat dilakukan secara
khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih,
atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.
Pemberian kuasa secara khusus ini berisi tugas tertentu. Pemberi kuasa
hanya menyuruh st kuasa untuk melaksanakan suatu atau beberapa hal
tertentu saja. Seperti misalnya kuasa untuk menjual sebuah rumah.

“Penghadap bersama ini, menerangkan membert kuasa kepada
Tuan Sugiarso Khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
menjual tanah berikut segala sesuatu yang berada/berdid di
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atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, tujuannya dan
Hukum dapat dianggap sebagai barang tetap dengan tidak ada
yang dikecualikan untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa
berhak untuk menghadap . kepada PPAT setempat, untuk
meminta, member keterangan-keterangan dan menandatangani
AJB atas tanah tersebut dan melakukan segala tindakan
sehubungan dengan maksud tersebut di atas, untuk dijual
kepada Penerima Kuasa sendiri (Tuan Sugiarso tersebut di
atas).”

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Nomor 91,

Surat Kuasa Nomor 93, Surat Kuasa Nomor 97 dan Surat Kuasa Nomor
110 yang dibuat di hadapan Tirut Tergugat 1 bukanlah Surat Kuasa
Mutlak. |

3.  Putusan Pengadilan Negeri Jakaﬁa Utara tanggal 18 Oktober 2005 Nomor
159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT dirasa merugikan Tergugat karena tidak
adanya unsur keadilan terhadap Tergugat disana. Penggugat mendapatkan
haknya dimana Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
membatalkan segala akibatnya peralihan hak dari Para Penggugat kepada
Tergugat yang didasarkan pada Surat Kuasa tersebut sedangkan Tergugat
tidak mendapatkan haknya atas telah dibayarkan uang muka (voorschof)
kepada Penggugat.
Jadi dalam hal in? Para Penggugat mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu:
a. Hak atas tanahnya masing-masing; dan
b. Uang muka (voorschot) yang telah dibayarkan oleh Tergugat tidak

dikembalikan lagi kepada Tergugat.

Sedangkan Tergugat tidak menerima apapun. Hal tersebut menurut hemat

Penulis dirasakan adanya kekurangadilan.

2.3.3. Akibat hukum bagi PPAT yang membuat Akta tapi dinyatakan
cacat yuridis.

Suatu akta dikatakan cacat yuridis apabila akta-akta yang dibuat

mengalami degradasi kekuatan bukti dari kekuatan bukti lengkap menjadi
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permulaan pembuktian dan dapat memiliki cacat yuridis.yang menyebabkan
kebatalan atan ketidakabsahannya.

Cacat yundis akta otentik yang mengakibatkan akta otentik dapat
dibatalkan atau batal demi hukum atau non existent, terjadi jika ada pelanggaran
terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 1869 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi svatu akia yang karena tidak
berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud di atas atau karena suatu cacat
dalam bentuknya, tidaklah dapat diberlakukan sebagai akta otentik, mamun
demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani
oleh para pihak. Pasal ini memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki
kekuatan bukti otentik dan hanya memiliki kekuatan bukti di bawah tangan
apabila tidak memenuhi syarat otentisitas akta seperti yang sudah disebutkan
sebelumnya. )

D1 dalam PP Nomor 37 tahun 1998 daw Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun
2006 tidak pemah disebutkan bahwa akta PPAT bisa mengalami degradasi
kekuatan pembuktian karena pelanggaran yang dilakukan PPAT dalam
pembuatan aktanya. Misalnya PPAT tidak melakukan prosedur pembuatan akta
seperti yang tercantum dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan KaBPN
Nomeor 1 Tahun 2006, pelanggaran semacam ini tidak akan menyebabkan akta
PPAT yang dibuat mengalami degradasi kekuatan pembuktian karena tidak
pemnah disebutkan secara tegas pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta
menyebabkan kebatalan akta itu sendin.

Akibat hukum bagi PPAT yang aktanya dinyatakan cacat yuridis
sebenamya tidak ada. Apabila diputuskan oleh Pengadilan bahwa akta yang
dibuat PPAT tersebut batal demi hukum maka PPAT tunduk pada keputusan
Pengadilan yang berlaku. Namun apabila terbukti bahwa PPAT tersebut
melakukan pelanggaran terhadap PP Nomor 37 Tahun 1998, Peraturan KaBPN
Nomor | Tahun 2006 dan Kode Ettk yang berlaku maka PPAT akan dikenakan

sanksi-sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-
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undangan yang berlaku bagi PPAT khususnya ketentuan Pasal 55 Peraturan
KaBPN Nomor 1 Tzhun 2006.
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3.1.

90

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis memberikan

kesimpulan sebagai berikut:

I

Peran dan tanggung jawab PPAT terhadap kebenaran identitas dan informasi
dari Penghadap yang diberikan kepadanya adalah sebatas kebenaran formal
(formale bewijskrachf). Kebenaran formal adalah kepastian bahwa sesuatu
kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh PPAT atau
diterangkan oleh pibak-pthak yang menghadapnya. Akta PPAT harus
memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam
akta betul-betul dilakukan dihadapan PPAT atau diterangkan oleh pihak-pihak
yang menghadap pada saat tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang
sudah ditentukan dalam pembuatan akta termasuk kebenaran identitas dan
informasi para pihak yang menghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh
para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dan akta. Dengan kata lain
pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melalukan pembuktian
terbalik untuk menyangkal aspek formal dari Akta PPAT. Jika tidak mampu
membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh
siapapun. |

Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negen Jakarta Utara tanggal 18
Oktober 2005 Nomor 159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT tersebut, PPAT telah
melakukan pembuatan Akta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
dalarn PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan KaBPN Momor ! Tahun 2006
sehingga Pengadilan‘ tidak membatalkan Akta-akta Jual Beli yang dibuat
dihadapan PPAT.

Menurut hemat Penulis, ada beberapa putusan dalam Putusan Pengadilan

Negeri  Jakarta  Utara  tanggal 18 Oktober 2005  Nomor
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159det.Gf2605/PN.JKT.UT yang tidak sesuvai dengan peraturan perundang-

undangan dan tidak memberikan rasa keadilan. Hal-hal tersebut adalah:

a. Pembatalan Akta Peganjian Pengikatan Jual Beli Nomor 90, Nomor 92
Nomor 96 dan Nomor 109 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I.
Menurut Penulis pembatalan Akta-akta tersebut dikarenakan adanya
beberapa unsur-unsur penting yang tidak dicantumkan dalam Akta-akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli di atas seperti:

1. Jangka waktu pelunasan sisa pembayaran oleh Tergugat yang tidak
dicantumkan secara tegas.
2. Terdapat perbedaan uvang muka (voorchot).

b. Menyatakan Surat Kuasa Nomor 91, Nomor 93, Nomor 97 dan Surat
Kuasa Nomor 110 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I merupakan
Surat Kuasa Mutlak.

Menurut Penulis, ada beberapa hal yang menyebabkan Surat Kuasa ini

bukan merupakan Surat Kuasa Mutlak yaitu:

1. Di dalam Surat Kuasa ini tidak ada klausula bahwa kuasa ini tidak
dapat ditarik kembali.

2.  Surat Kuvasa ini merupakan Surat Kuasa Khusus menjual dan bukan
merupakan Surat Kuasa Mutlak.

c.  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2005 Nomor
159/Pdt.G/2005/PN.JKT.UT dirasa merugikan Tergugat karena tidak
adanya unsur keadilan terhadap Tergugat disana. Dalam hal imi Para
Penggugat mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu:

1. Hak atas tanahnya masing-masing; dan
2. Uang muka (voorschot) yang telah dibayarkan oleh Tergugat tidak
dikembalikan lagi kepada Tergugat.
sedangkan Tergugat tidak mendapatkan penggantian atas vang muka yang
telah dibayarkan.
3.  Suatu akta dikatakan cacat yuridis apabila akta-akta yang dibuat mengalami
degradasi kekuatan bukti dan kekuatan bukti lengkap menjadi permulaan
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3.2.

pembuktian dan dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan kebatalan atau
ketidakabsahannya. Di dalam PP Nomeor 37 tahun 1998 dan Peraturan KaBPN
Nomor 1 Tahun 2006 tidak permah disebutkan bahwa akta PPAT bisa
mengalami degradasi kekuatan pembuktian karena pelanggaran yang dilakukan
PPAT dalam pembuatan aktanya. Akibat hukum bagi PPAT yang aktanya
dinyatakan cacat yuridis sebenamya tidak ada. Apabila diputuskan oleh
Pengadilan bahwa akta yang dibuat PPAT tersebut batal demi hukum maka
PPAT tunduk pada keputusan Pengadilan yang berlaku. Namun apabila terbukti
bahwa PPAT tersebut melakukan pelanggaran terhadap PP Nomor 37 tahun
1998, Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2006 dan Kode Etik yang berlaku
maka PPAT akal-l dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan vang berlaku karena PPAT yang dalam
pembuatan aktanya bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksaan tugas dan
jabatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Peraturan KaBPN Nomor 1
Tahun 2006

Saran

Untuk mengatasi hal-hal semacam ini tidak terjadi di masa yang akan datang

-maka Penulis menyarankan:

1.

Hendaknya Para Notaris yang membuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli dimana pembayarannya belum lunas tidak membuatkan Akta Kuasa
tersendint. Klausul Kuasa tersebut scbaiknya dimasukkan ke dalam Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh Para
Penghadap sampai pembayaran lunas.

Hendaknya PPAT yang membuat Akta Jual Beli yang didasarkan pada Surat
Kuasa dapat menanyakan terlebih dahulu kepada para penghadapnya, apakah
Surat Kuasa yang dilampirkan tersebut dibuat juga dengan Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli. Hal ini-untuk menghindarn kelidakbenaran informasi yang

diberikan oleh para penghadap.
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Dalam hal im1 Notaris sebagai Turut Tergugat I melakukan pelanggaran
terhadap Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sehingga seharusnya
Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.
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PUTUSAN
Nomor : 159/PdtG /2005 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara :

1. Hj. MAS'AH,
2. Hj. NA’AMAH,
3. H. SADELIH,
4. Hj. MULYANA,

5. SARWANI,

6. SAHRONL

beralamat di Kampung Pondok Randu, Rt.003, Rw.02 Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan.. Cengkareng, Jakarta Barat ;

beralamat di Kampung Pondok Randu Rt.002, Rw. 02, Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

beralamat di Kampung Pondok Randu, Rt.004, Rw.02 Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Yakarta Barat ;

beralamat di Bojong Raya, Rt.014, Rw.004 Kelurahan Rawa
Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

beralamat di Kampung Pondok Randu, Rt.004, Rw.02 Kelurahan
Dun Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

beralamat di Kampung Pondok Randu, Rt 003, Rw.002 Kelurahan
Duri Kosambi, Kecameten Cengkareng, Jakaria Barat ;

Selaku Para Ahli Waris dari Almarhum MUHAMMAD dengan almarhumah Hj. SA'DIAH,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT 1 ;

7. Hj. MUNAH,
8. H.SAHRUDIN,
9. Hj. HUJAIMAH,

10. SUBKI,

beralamat di J. H. Selong Rt.006, Rw.03 Kelurahan Dud
Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarte Barat ;

beralamat di Kampung Pondok Randu, Rt.002, Rw.02 Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

beralamat di Kampung Pondok Randu, Rt.003, Rw.02 Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

beralamat di Kampung Pondok Randu, Rt 004, Rw.02 Kelurahan
Durt Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

11. AKHMAD KOSASIH, beralamat di Kampung Pondok Randu‘, R1.004, Rw.02

Kelurahen Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng&llakana Barat ;

12. Hj. UUM UMIYANAH, beralamat di Kampung Peuteuy, Rt02, Rw.01 Kelurahan

13. Hj. HASANAH,

Leuwisadang, Kecamatan Leuwiliang, Bogor ;
beralamat di Kampung Pondok Randu, Rt 004, Rw.002 Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
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Selaku para ahli dari almathum MUNIR dengan  Almarhum Hj. SAMUN binti
H. NASIRIN, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II ;

14, SARWANI, beralamat di Kampung Pondok Randu, R£004, Rw.02 Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
Yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT 11

15. Hj. HASANAH, beralamat di Kampung Ponqu Randu, R1.004, Rw.02 Kelurahan
Dur Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

16, ROSADAH, beralamat di Jl. Tanah Koja, Rt.003, Rw.03 Kelurahan Duri
Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

17. MAHFUZ, beralamat di Kampung Pondol_( Randﬁ, Rt.004, Rw.002, Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

18. AIZ FAUZI, beralamat di Kampung Pondok Randu, Rt.004, Rw.002 Kelurahan

Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
Selaku para ahli waris dari almarthum H. SAMSUDIN, yang selanjutnya disebut
sebagai | PENGGUGAT 1V ; :
Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya IBNU WISUKO, SH, IDHAM
UMAR, SH, MAHRUDIN, SH, YULLI PURWANTOQ, SHMSc¢, BAJU SULISTIONO,
SH dan YULIATI, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “ WIMBY &
ASSOCIATES “ Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di J1. Senayan No.87 Blok
S, Kebayoran Baru Jakarta 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
19 April 2005 yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT ;

LAWAN

1. SUGIARSO Beralamat terakhir di Pluit Mas Selatan V Blok N/21,
Rt.006/011, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan
Kotamadya Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi
keberadaarnya baik didalam maupun di lwar Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang untuk “selenjutnya
disebut sebagai : TERGUGAT ;

2. NY.RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH
Notaris di Jakanta beralamat di Perkantoran Roxy Mas
Blok E1/25 Jakarta Pusat.
selanjuinya disebut sebagai : TOURUT TERGUGAT 1;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT
Beralamat di Komplek Perumahan Permata Buana,
JI. Kembang Utama Raya, Jakarta Barat.
selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT 1T ;
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ii. Hak Milik Adat Girik C No. 5315, Persil Nomor 50, Blok S.IL, luas 2.446 M? (dua
ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) terletek di Kelurahan Dur
Kosambi (sekarang Rawa Buaya), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Haji. GENI/NAWAWI

- Sebelah Timur . tanah milik Haji JAMAT

- Sebelah Selatan  : tanah milik Haji MARWAN/Haji JAMAT
~ Sebelah Barat : tanah milik Haji MARWAN

(Bukti P-4)

Bahwa PENGGUGAT 1I adslah Pemilik sebidang tansh Hak Milik Adat Girik C

No. 5316, Persil Nomor 50, Blok S I, luas 1.135 M? (seribu seratus tiga puluh lima

meter persegi), yang ierletak di Daerah Khusus Ibukota Jekarta Wilayah Jakarta Barat,

Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Duri Kosambi (sekarang Rawa Buaya) atas nama

Haji MUNIR, dengan batas-batas °

- Sebelah Utara : tanah milik Haji NAMIN

- Sebelah Timur : tanah milik NAWAWI

- Sebelah Selatan  : ianah milik Hajjah SADIAH
- Sebelah Barat ; tanah milik ALIONG

(Bukti P-5)

Bahwa PENGGUGAT Il adalah Pemilik sebidang tansh Hzk Milik Adat Girik C
Nomor 5318, Persil Nomor 50, Blok S T1, luas 1.267 M? (seribu dua ratus tujuh meter
persegi), yang terletak di Daerah Khusus Thukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat,
Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Duri Kosambi (sekarang Rawa Buayz) ates nama
Tuan SARWANI, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Haji NAMIN

~  Sebelah Timur . tanah milik Haji JAMAT

- Sebelah Selatan  ; tanah milik Haji SADIAH

- Sebelah Barat : tanah milik Haji MUNIRAH;

(Bukti P-6) |

Bahwa PENGGUGAT IV adalah Pemilik sebidang tanah Hak Milik Adat Girik C
Nomor 1542, Persil Nomor 51, Blok $ I, luas 2.270 M? (dua ribu due ratus tujuh
puluh meter persegi), yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarte
Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Duri Kosambi (sekarmng Rawa Buaya) atas
nema SAMSUDIN bin MOHAMAD, dengan batas-batas :

- Sebelah Utama : tanah milik Haji NAMIN

- Sebelah Timur : tanah milik Haji MARWAN
.~ Sebelah Selatan : jalan Pondok Randu

- Sebelzh Barat : tanah milik Haji ARMA
(Bukti P-7)
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8.

10.

Bahwa PARA PENGGUGAT bermaksud hendak menjual bidang tanzh tersebut diaias
kepada TERGUGGAT dengan perantara HM. SOLEH dan H. SAMUIH dengan harga
disepakati dan/atau disetujui sebesar Rp 225.000,-/M? (dua ratus dua puluh lima ribu
per meter petsegi), dengan luas bidang tanah keseluruhan 8.428 M, dengan perincian
sebagai berikut :

i.  Milik PENGGUGAT I ......... seluas 1,370 M?
ii. Milik PENGGUGATI........ seluas 2.446 M?
jii. Milik PENGGUGATII ..... seluas 1.135 M?
iv. Milik PENGGUGATII.....  seluas 1.207 M’
v. Mlik PENGGUGATIV ..... seluas 2.270 M?

Jumlah Keselurghan. .. .... seluas 8.428 M*

Bahwa luas tanh yang akan dijual kepada TERGUGAT scluas 8.428 M? (delapan
ribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan bukti Girik yang
dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, dan TERGUGAT baru akan membayar lunas
bidang tanah milik PARA PENGGUGAT apabila sudah diterbitknn sertipikat masing-
masing atas nama PARA PENGGUGAT, oleh karena itu uatuk merealisasikan
keinginan TERGUGAT maka dibuat kesepakatan oleh dan dihadapan furut

TERGUGAT I yang dituangkan delam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli yaitu :

i. Dengan PENGGUGAT I, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 90, tertanggal
20 September 1993, diikuti dengan pemberian kuasa mutlak No. 91 dibuat oleh
dan dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH., Notaris di Jakarts;
(Bukti P-8A, Bukti P-8B)

ii. Dengan PENGGUGAT II, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92, tertanggal
20 September 1993, diikuti dengan pemberian kuasa mutlak No. 93 dibuat oleh
dan dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH, Notaris di Jakarta;
(Bukti P-9A, Bukti P-9B)

ili. Depgan PENGGUGAT I, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 96, tertanggal
20 September 1993, diikuti dengan peraberian kuasa mutlak No. 97 dibuat oleh
dan dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH., Notaris di Jakarta;
(Bukti P-10A, Bukti P-10B)

iv. Dengan PENGGUGAT IV, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109, tertanggsl
30 Oktober 1993, diikuti dengan pemberian kuasa mutlak No. 110 dibuat oleh
dan dihedapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH., Notars di Jekarta;
(Bukti P-11A, Bukti P-11B)

Bahwa didaserkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut diatas yang diikuti dengan

pembuatan Suret Kussa Mutlak dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II,

PENGGUGAT I, PENGGUGAT IV kepads TERGUGAT, yang berisi kuasa
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¢ Untuk menpghadap kepada Pefabat Pembuat Akta Tanah, memberi
keterangan-keterangan dan menandatangani Akta Jual Bell atas tanah tersebut
untuk dijual kepada TERGUGAT dan melakukan sepala tindakan hukum
schubungan dengan maksud terscbut diatas ”;

Babwa perlu diketehni PARA PENGGUGAT adalah orang awam yang tidak
mengerti dan memahami akte Perjanjian yang dibuat antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT, sehingga konsekuensi hukum yang timbul akibat Perjanjian Pengikatan
Jual Beli dengan Kuasa Mutlak sangat memgikan kepentingan PARA PENGGUGAT.
Sehingga setelah Sertipikat selesai diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I diambil
oleh TERGUGAT dan yang bersangkutan menghilang dan tidak pernah
menyelesaikan pembayaran tanah milik PARA PENGGUGAT.

Bahwa Kuasa Mutlak yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam Perjamjian
Pengikatan Jual Beli No. No 90, tertanggal 20 September 1593, dengan Surat Kuasa
Mutlak No. 91, Perjanjian Pengikatan Jual Belt No. 92, tertanggal 20 September
1993, dengan Surat Kvasa Mutlak No. 93, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 96,
tertanggal 20 September 1993, dengan Surat Kuasa Muotlak No. 97, Perjanjian
pengikatan Jual Beli No. 109, tertanggal 30 Oktober 1993, dengan Surat Kuasa

Mutlak No. 110, didalamnya mengandung unsur yang tidak dapst ditarik kembali oleh

Pemberi Kuasa yaitu beru indaban hak ikan k Penerima
Kuasa untik mengussai dan mengpunpkan tansghnya serta melakuksn segala

perbuatan bukm yang merrut hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemegang

haknya ;

Bahwa PARA PENGGUGAT telah menerims usng muka (voorschot) pada saat

kesepakatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksud yang kesemuatiya dibuat oleh

dan dibadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH, Notaris di Jakarta

(TURUT TERGUGAT 1), yaitu :

1. PENGGUGAT 1 yang memiliki 2 (dua) bidang tanah seluss 3.816 M?, telah
menerima uang muka sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

ii. PENGGUGAT I memiliki sebidang tanah seluas 1.135 M, telah menerima nang
muka sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupizh)

iii, PENGGUGAT HI memiliki sebidang tansh seluasa 1.207 M, meperima uang
muka sebesar Rp. 60.000,000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

iv. PENGGUGAT IV memiliki sebidang tanah seluas 2270 M?, telah menerima uang
muka sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

Bahwa sisa pembayaran atss tanah milik PARA PENGGUGAT sejumlah

Rp. 1.486.300.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delzpan Puluh Enam Juta Tiga Ratus

Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
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i Sisa uang yang masih harus diterima oleh PENGGUGAT 1 sebesar
Rp. 768.600.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah).

f. Sisa uang yang masih harus diterima oleh PENGGUGAT II sebesar
Rp. 125.375.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Jute Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah).

jii. Sisa usng yang masih harus diterima olech PENGGUGAT III sebesar
Rp. 211.575.000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Puluhk Lima Ribu
Rupiah).

iv. Sisa uang yang masih harus diterime oleh PENGGUGAT IV sebesar
Rp. 380.750.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Jutza Tujuh Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah).

Seharusnya dibayar pada saat Sertipikat-sertipikat atas tapah dimaksud telah selesai

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Xotamadya Jakarta Barat pada tahun

1993, namun sisa uvang sejumiah Rp. 1.486.300.000,- (Satu Milyar Empat Ratus

Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ti ah dibavarkan kcpada

PARA PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT menghilang tanpa diketahui Jagi

keberadaannya, sehingga PARA PENGGUGAT yang telah menunggu dalam kurua

waktu 13 (tiga belas) tabun tanpa adanya kepastian, sampai akhimya PARA

PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, demi

memperoleh kepastian hukum. _ ]

Bahwa Sertipikat Hak Milik ates name PARA PENGGUGAT telah selesa

didaftarkan dan diterbitkan oleh kantor Pertenahan Kotamadya Jakarta Bamat, yaitu :

i. Sertipikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT [ telah selesai didaftarkan dan
diterbitkan pada tanggal 25 Nopember 1993 dengen tands bukti Sertipikat Hak
Milik (SEM) No 1725 /Rawabuaya, seluas 2.430 M?, yang terdaftar atas nama

" Orang Tue PENGGUGAT 1 berdasarkan hasil pengukuran Kantor Pertanahan
Kodya Jakarta Barat, sedangkan tanah seluas 1.370 M? yang juga berasal dari
Girik dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Mutlak yang sama tidak
diketahui Nomor Haknya ;

ii. Sertipikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT 1l telah selesai didaftarkan dan
diterbitkan pada tanggal 25 Nopember 1993 dengan tanda bukti Sertipikat Hak
Milik (SHM) No 1726/Rawabuaya, seluas 1.165 M?, yang terdafiar atas nama
OrangTua PENGGUGAT II berdasarkan hasil pengukuran Kantor Pertanshan
Kodya Jakaria Barat.

i, Sertipikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT III telah selesai didaftarkan dan
diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik
(SHM) No. 1714/Rawabuaya, scluas 1.214 M’ yeng terdaflar atas nama
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PENGGUGAT T berdasarkan hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kodya
Jakarta Barat _

iv. Sertipikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT telah sclesai didaftarkan dan
diterbitkan pada tanggal 18 September 1993 dengan tanda bukti Sertipikat Hak
Milik (SHM) No. 1715/Rawabuaya, seluas 2.420 M, yang terdafiar atas nama Hj.
Sa’diah Cs. (Ibu PENGGUGAT I} berdasarkan hasil pengukuran Kantor
Pertanahan Kodya Jakarta Barat.

Bahwa sctelah 4 (empat) bidang tanah yang dimaksud selesai diterbitkan

Sertipikatnya oleh TURUT TERGUGAT I, den TERGUGAT tidak pernah menspati

janjinya untuk melunasi seluruh pembayaran atas tanah milik PARA PENGGUGAT,

bahkan dengan sengaja TERGUGAT mengulur-ulur waktu untuk melunasi
pembayaran tersebut, bahkan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi ditemui
sebagaimana alamat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksud dan dengan
sengaja telah mengingkari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, bahkan disinyalir
TERGUGAT telah membalik nama Sertipikat tanah tersebut menjadi atas nama

TERGUGAT sendini yang didasarkan pada knasa mutlak tersebut.
Bahwa sudah 13 (tiga belas) tahun PARA PENGGUGAT menunggu kepastian dan

kelanjutan penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh TERGUGAT namun
sampai Gugatan ini diajukmn ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, TERGUGAT tidak
pernah datang untuk menyelesaikan pembayaran tanah milik PARA PENGGUGAT,
bahkan keberadaan TERGUGAT sudah tidak diketabui Iagi oleh PARA
PENGGUGAT, dengan_demikian secara jelas dan_tersng TERGUGAT telah
nyata-nyata melakukan Ingkar Janii (Wanprestasi) ;

Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Muilak untuk menjual yang
dibuat oleh dan dikadapan TURUT TERGUGAT I yeng dijadikan scbagai dasar
menjual dan/atau membeli tensh PARA PENGGUGAT mestinya tidak terjadi, karenz

sangat bertentangan dengan INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI No,

14/1982 {angpal 31 Maret 1982 Jo. SURAT DIRJEN AGRARIA No.

594/493/AGR tanggal 31 Maret 1982 yang konsekuensinya semua tindakan hukum

yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada pihak lain atas dasar Surat Kuasa Mutlak
batal demi hukum, karena dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut
mengandung 2 (dua) perjanjian yang saling bertentangan, yaitu :

i. Perjanjian Pokok adalak Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli itu sendiri, dimana
TERGUGAT berkewajiban untuk membayar lunas atas tangh milik PARA
PENGGUGAT sesuai dengan harga yang disepakati sebesar Rp 225.000,-/M?
{dua ratus dua puluh lima ribu per meter persegi), dengan catatan Sertipikat atas
tansh tersebut telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IL
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fi. Perjanjian Accesoir berupa pemberian kuasa (Surat Kuasa Mutlak) kepada
TERGUGAT. untuk menjual dan/atau membeli tanah tersebut kepada
TERGUGAT sendiri, serta dapat melakukan segala tindakan hukum lain atas
Sertipikat yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II, dengan demikian
kelemahan ini dimanfaatkan oleh TERGUGAT, padahal sampai saat ini
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Perjanjian Pokok) belum dilaksanakan oleh
TERGUGAT.
Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat ditambahkan dengan persyaratan
lpin apalagi berbentuk Kuasa Mutlak untuk menjual, sebagaimana tercantum dalam
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 90, tertanggal 20 September 1993; Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92, tertangpal 20 September 1993; Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 96, tertanggal 20 September 1993; Akia
Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109, tertanggal 30 Okiober 1993, yang
kesemuznys dibuat oleh dan dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH.,
Notaris di Jakarta dan diikuti dengan Surat Kuasa Mutlak No, 91; Surat Kuasa Mutlak
No. 93; Surat Kuasa Mutlak No. 97; Surat Kuasa Mutlak No. 110, yang kesemuanya
d.ibuat oleh den dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH., Notaris di
Jakarta (TURUT TERGUGAT 1);

20, Bshwa kuasa untuk menjual dan melakukan segala tindakan hulum tain ates bidang

21.

tansh dimaksud yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 90,
tertanggal 20 September 1993, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92,
tertanggal 20 September 1993; Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beéli No. 96,
tertanggal 20 September 1993; Akia Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109,
tertanggat 30 Oktober 1993, yang kesemuanyn dibuat oleh dan dihadapan RATNA
SINTAWATI TANTUDJOJO, SH., Notaris di Jakarta dan diikuti dengan Surat
Kuasa Mutlak No. 91; Surat Kuasa Mutlak No. 93; Surat Kuasa Mutlak No. 97; Surat
Kuasa Mutlak No. 110, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan RATNA
SINTAWATI TANTUDJOJO, SH., Notaris di Jakarta dapat diartikan sebagei bentuk

* Kuasa Mutlak yanp menurut INSTRUKSE MENTERT DAY.AM NEGERI No.

14/198 tanppal 31 Maret 1982 Jo. SURAT_ DIRJEN AGRARIA_ No.
594/493/AGR tanpeal 31 Maret 1 mberian kuoasa vang demikian tidak

dibenarkan dan batal demi hukuim.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Mutlak tidak dibenarkan menunit hukum, maka
segala tindakan hukum yang didasarkan pada Akta Perjenjian Pengikatan Jual Beli
No 90, tertanggal 20 September 1993; Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92,
tertanggal 20 September 1993; Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 96,
tertanggal 20 September 1993; Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109,
tertanggel 30 Oktober 1993, yang kesemuanys dibuat oleh dan dibadapan RATNA
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SINTAWATI TANTUDJOJO, SH., Notaris di Jakarta terhadap 5 (lima) bidang tanah
milik Para PENGGUGAT kepada pihak lain tidak dibenarkan dan BATAL DEMI
HUKUM (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI)
No. 1440/K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998).

Bahwa atas dasar dan alasan tesebut diates sudah sepatutnya TERGUGAT telah
mengingkari Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 90, tertanggal 20 September 1993;
Perjapjian Pengikatan Jual Beli No. 92, tertanggal 20 September 1993; Perjanjian
Pengikatan Jual Beli No. 96, tertanggal 20 September 1993; Perjanjian Pengikatan
Jual Beli No. 109, tertanggal 30 Oktober 1993, yanp kesemuanya dibuat oleh dan
dihadepan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH., Notaris di Jakarta dan oleh
karenanya dibatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dan Akia Perjanjian
Pengikatan Jual Beli No 90, tertanggal 20 September 1993; Akia Perjanjian
Pengikatan Jual Beli No. 92, fertanggal 20 September 1993; Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli No. 96, tertanggal 20 September 1993; Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli No. 109, tertanggal 30 Oktober 1993, yang kesemuanya dibuat
oleh dan dikadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOQJO, SH., Notaris di Jakarta
dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak serta
Surat Kuasa Mutlak No. 91; Surat Kuasa Mutlak No. 93; Surat Kuasa Mutlak No. 97,
Surat Kuasa Mutlak No. 110, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan RATNA
SINTAWATI TANTUDJOJO, SH., Notaris di Jakarta batal demi hukum, olch sebab
itu semua tindekan-tindakan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT atas dasar
Kuasa Mutlak tersebut berupa pengalihan hak dan/atau menjaminken Sertipikat Hak
Milik tersebut kepada pihak lain atau siapapun juga jika sekiranya terbukti adalah
harus dinyatakan batgl demi hukum denpan segala gkibatnys ;

Bahwa oleb karena ingkar janji (Wanprestasi) tersebut dilakukan oleh pihak
TERGUGAT, maka sudah sepatutmya uang muka (voorschot) yang telah dibayarkan
sebesar Rp. 410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupish) sah menjadi milik
PARA PENGGUGAT dan tidak ada kewajiban dari PARA PENGGUGAT untuk
mengembalikun ke.pada TERGUGAT atau siapapun yang mendapet hak daripadanya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, dengan didukung oleh bukti-bukti
yang kuat dan sah menurut hukum, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengedili berkenan memutuskan dengan putusan,
sebagai berikut : '

1.
2
3.

Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Inglar Janji (Wanprestasi) ;

Membatalkan atae menyataken batal Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 90, tertanggal
20 September 1993; Perjanjian Pengikatan Juzl Beli No. 92, tertanggal 20 September
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1993; Perjanjian Pengikatan Jual Beli No, 96, tertanggal 20 September 1993;

Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109, tertanggal 30 Oktober 1993, yang

kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH.,

Notaris di Jakarta dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan Surat Kuasa Mutluk No. 91; Surat Kuasa Mutlak No. 93; Surat Kuasa

Mutlak Neo. 97, Surat Kuasa Mutlak No. 110, yang kesemuanya dibuat oleh dan

dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH, Notaris di Jakarta batal demi

hukum dengan segale alibatnya ;

5. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya Peralihan Hak dari PARA

PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang didasarkan pada Surat Kuasa Mutlak

tersebut ;

6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II untuk melaksanakan Perubahan Data

Halk Milik dari nama TERGUGAT kepada nama-pama PARA PENGGUGAT ; ——

7. Memenntahkan kepada TURUT TERGUGAT @I untuk menyerahkan Sertipikat Hak

Milik No. 1725/Rawabuaya, Sertipikat Hak Milik No. 1726/Rawabuaya, Sertipikat .

Hak Milik No. 1714/Rawabuaya, Sertipikat Hak Milik No. 1715/Rawabuaya, dan

Sertipikat atas nama PENGGUGAT 1 yang belum diketahui Nomor Haknya kepada

~ PARA PENGGUGAT;

8. Menyatakan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II
atau siapapun yang mendapat hak dari padanya tunduk pads putusan ini ;

9. Membebankan kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yeng timbul

dalam perkara ini. -; -

Atqu apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon
putusan yang adil dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah para pthak
dipanggil secara patut dan sah menurut hukum untuk menghadap dipersidangan yaitu :

- Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya IBNU WISUKO, SH dan IDHAM
UMAR, SH Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kentor “ WIMBY &
ASSOCIATES “ yang beralamat di Jalan Senayan No.87 Blok S Kebayoran Baru
Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2005 ;

- Tergugat SUGIARSO tidak hadir tanpa memberi alas an yang sah dan ateu menyursh
wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secarz patut melalui panggilan umum lewat
papan pengumuman pada Kantor Walikota Jakarta Utara dan Media Massa Hanan
“ PELITA * tertanggal 10 Agustus 2005, Media Massa “ RAKYAT MERDEKA “
tertanggal 24 Agustus 2005, oleh karena Majelis beranggapan bahwa Tergugat tidak
mempergunakan haknya ;
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- Turut Tergugat I hadir kuasanya ATBRAH SAID, SH dan HELMYS HUSEIN, SH
Advokat dan Pengacara di Jakarta, bcrkanto-r di Komplek Perkantoran Cempaka Mas
Blok C No. 32 J1. Let. Jend. Suprapto Jakarta Pusat— 10640, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 8 Agustus 2005 ;

- Turut Tergugat 11 hadir kuasanya DJOKO TAUFIK staf Seksi Penyelesaian Masalah
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 1311/09-03-HAT tertanggal 18 Agustus 2005 dan Surat Tugas
No. 1312/09-03-HAT tertanggal 18 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar kedua bejah pihak untuk
menyelesaikan sengketanya secara damai, baik melalui lembaga Mediasi sebagaimana
ketentuan PERMA No.2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi Pengadilan nemun tidak
berhasil, oleh karenanya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan
Penggugat, yang isi dan maksudnysa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dari Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya ada
3 (tiga) orang yang buta huruf sehingga pada surat kusse membubuhkan cap jempol, dan
didepan persidangan ketiga orang tersebut masing-masing bemsama Hj. MAS’AH,
Hj. HASANAH dan Hj. MUNAH membubuhkzan cap jempolnya pada surat kuasa ; —

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut
Terpugat 1T telah mengajukan jawaban sebagm berikut :

JAWABAN TURUT TERGUGAT I :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dan memungkiri seluruh pugatan dari Pama
Penggugat ;
Bahwa oleh karena ite Tunit Tergugat I menolak delil-dalil dan keterangan-
keterangan serta bukti-bukti dari Para Penggugat yang tersebut pada surat gugatannya
tersebut, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah diakui secara tegas oleh Turut

TergugatI ;

DALAM EKSEPSI

2. Gugatan Para Pengpugat Kabur ( obscunur libel )

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur dengan alasan-

alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Para Penggugat menggugat dan menuniut { dalam petittmnya nomor 5, 6
dan 7 ) antara lain menyatakan batal demi hokum dengan segala akibatnya
peralihen hak darl Para Penggugat kepada Tergugat yang dilaksapakan

7 mendasarkan pada surat kuasa mutlak tersebut, padahal dilaksanakanmya
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perbuatan hukum peralihan hak sertifikat-sertifikat tersebut yang dilakukan oleh
Turut Tergugat Il dari Para Penggugat kepada Tergugat adalah berdasarkan
adanya perbuatan hukum berupa jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT
yang ditunjuk dan berwenang untuk itu dengan mendasarkan kepada kuasa yang
diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat ;
Ternyata jual beli tersebut tidak batal, karena memang tidak digugat untuk
dibatalkan ( smalah tidak dalam masuk gupgetan )} oleh Para Pengpugat, oleh
karena itu sejauh jual beli tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hokum
berlaku dengan segala akibat hvkumnya, antara lain peralihan hak / mutasi
sertifikat-sertifikat ( yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas nama Para -
Penpgugat } dari Para Penggugat kepada Tergugat tetep sah dan mempunyai
kekuatan hukum berlaku

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kemulasi terlarang dan menurut Hukum
Acara Perdata den Jurisprudensi tetap putusan-putusen Mahkamah Agung RI
scbagai “ Sumber Mukum “ pugatan yang dilakukan oleh Peaggugat I,
Penggugat II, Penggugat 11l dan Penggugat IV tidak depat digabungkan menjadi
satu gugatan, oleh karena antara Para Penggugat tersebut tidak ada hubungan
batin ( “ innenijke samenhang ) atau “ comnecxiteit “ antara kejadian 'hokum
yang menjedi masalah gugatan yang satu dari seorang penggugat dengan kejadian
hukum yang menjadi masalah gugatan-gugetan yang lain dari beberapa orang
(subyek ) penpgugat ;

Bahwa kejadian-kejadian hukum yang ada pada setiap Penggupgat yang dijadikan

dasar atau alss an mengajukan gugatan satu sama lain terpisah dan tidak saling

berhubungan sebagai sesuatu kesatuan kejadian hukum, misalnya :

1). Para Penggugat 1 adalah : ahli waris almarhum Muhammad sebagai
pemilik 2 (dua) bidang tanah Hak Milik Adat Girik C No. 5315 persil S-I
luas ﬁm seluas 2.446 M2 atas nama Ij. Sa’dish ;

LT /2. Para Penggugat 1T adaleh pemilik sebidang tansh hak milik Adat Girik

C.No0.5316 seluas 1.135 M2 atas nama H.Munir ;
3). Penggugat Il adalah pemilik sebidang tanah hek milik adat Gink C.
No. 5318 seluas 1,207 M2 atas nama Sarwan ;
4). Penggugat IV sebagai pemilik tansh hak milik adat C No. 1542 seluas
2270 M2 atas namna Samsuddin ;

Bahwa leteknya, luasnya dan batas-batas sekeliling dari masing-masing taneh
sebagai obyek hulum yang menjadi perselisihan hukum didelam gugatan a quo,
serta kejadian hulum atas obyek hukum dari masipg-masing yang menjedi
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perselisihan hukum didalam gugatan a quo yang ada pada masing-masing
gugatan adalah berbeda yang tidak dapat disatukan dan digabungkan kedalam
satu gugatan, seperti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa
mesing-masing berbeda dan fidak sama serta masing-masing subyeknya berdiri
sendiri-sendirt ;

Bahwa apabila Para Penggugat dengan maksud dan tujuan apapun berkehendak
untuk melakukan wpaya hukum atau gugatan, seharusoya gugatan itu
dilakukan oleh masing-masing Penggugat sebagai subyek hukumnya dengan

sendiri-sendiri ;

Bahwa dengan demikian dari umian tersebut diatas gugatan Para Penggugat
adalah sangat kabur { obscuur libel ), maka sudah sepatutnys pupgatan Para
Penggugat untuk ditolak atan setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
{ Niet onvanklijkverklaard ) ;

Gugatan Para Pengpugat kurgng pihak

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada nomor 2 diatas yaitu yang dipergunakan
oleh Tunut Tergugat II sebagai dasar yang menyebabkan terjadinya peraliban
hak atas obyek terperkara terscbut dari Para Penggugat kepada Tergugat, adalah
mendasarkan kepada akta jual beli — akta jual beli yang dimaksud diatas, oleh
karena itu sejauh atau selama semua akta jual beli dengan semua akta jual beli dengan
semua akin jual beli atas obyek terperkara fersebut tidak batal dan tidak dinyatakan
batal dengan segala akibat hukumnya, maka semua mutasi/peralihan hak atas
obyek terperkara tersebut yang mendasarkan kepada akta-gkta jual beli yang tidak
batal tersebut adalah juga tetap sah dan mempunyal kekuatan hokum berlaku ; -

Bahwa oleh karena itu sejauh akta jual beli yang dipergunakan sebagai dasar ( alas
hak ) yang menyebabkan terjadinya peralihan hak milik ~ hak milik tersebut kepada
Tergugat masih tetap sah dan tidak pemsh batal atau dibatalkan, maka semua mutasi
atan semus peraliban hak tersebut tetap sah dan tetap berlaku sampai dinyatakan
sebaliknya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, karena
PPAT yang membuat akta-akta jual beli tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam
rangka membatalkan akta-akta jual beli tersebut ;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut nomor 2 dan 3 diatas, mohon dengan
hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
dan Mnjelis Hakim yang terhormat, sud:lah kiranya berkenan mengadili dan
memberikan putusan hokum atas perkara inj sebagai berikut :
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- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat I diatas gugatan

aquo;

- Menolak atau sctidak-tidakmya tidak menerima gugatan Pama Penggugat
( Niet On Vanklijkverklaard ) beserta seluruh alasan-alasannya dari Turut
Tergugat 1 ;

DALAM POKOXK PERKARA

Pertama-tama Turut Tergugat I mohon dengan hormat, bahwa segala sesuatu yang
tersebut di dalam cksepsi diatas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai
datil-dalil dan keterangan-keterangan dari Turut Tergugat I sebagai Jawaban didalam
pokok perkara ini ;

Bahwa Tumat Tergugat I menolak dan memungkiri seluruk gugatan dari Para
Penggugat. Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat I menolak dalil-dalil dan
keterangan-keterangan dari Para Penggugat yaug tersebut di dalam surat gugatannya,
kecuali dalem hal-hal tertentu yang sudab diakui secara tegas ;

Bahwa benar telah dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I Akta-akta Perjanjian
Pengikatan Junl Beli dan Akta Pemberian Kuasa antara Para Penggugat dengan
Tergugat, yaitu :

a. Antara Penpgugat I dengan Tergugat berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli
No.90 tanggal 20 September 1993 dan Pemberian Kuasa No. 91 tanggal
20 September 1993, Bukti T.T-1 dan T.T-2 ;

b. Antara Penggugat I dengan Tergugat berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli
No.92 tanggal 20 September 1993 dan Pemberian Kuasa No. 93 tanggal
20 September 1993, Bukti T.T-3 dan T.T4 ;

c. Antara Penggugat III dengan Tergugat berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli
No.96 tanggal 20 September 1993 dan Pemberian Kuasa No. 97 tanggal
20 September 1993 Bukti T.T-5 dan T.T-6 ;

d. Antara Penggugat IV dengan Tergugat berupa Pegjanjian Pengikatan Jual Beli
No. 109 tanggal 20 September 1993 dan Pemberian Kuase No. 110 tanggal
20 September 1993 Bukti T.T-7 dan T.T-8 ;

Bahwa adalah tidak benar, oleh karena itu Turut Tergugat 1 menolak dan membaniah

secara tegas dalil-dalil dan keterangan-keterangen Para Penggugat dalam posita

gugatannya butir 11 dan 12 halaman 8 antara lain :

“ Bahwa Para i’enggugat adalah orang awam yang tidek mengerti dan
memahami Akta Perjanjian yang dibuat antara Para Penpgugat dan Tergugat,
sehingga konsekwensi hokum yang timbul akibat Perjanjian Pengikatan Jual
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Beli dengan Kunasa mutlak sangat merngikan kepentingan Para Penggugat,
sehingga setelah sertifikat selesai diterbitkan oleh Turut Tergugat I diambil
oleh Tergugat dan yang bersangkutan menghilang dan tidak pernsh
menyelesaikan pembayaran tanah milik Para Penggugat “ ;

dan

“ Bahwa Kuasa Mutlak yang dimaksnd ........ dst, Didalamnya mengandung

unsur yang tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa yaitu berupa

pemindahan hak tanah yang diberikan kepada Penerima Kuasa untuk

menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan

bhukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang
haknya “ ;

Karena yang benar adalah :

a Bahwa Turut Tergugat I pada sant membuat akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli dan Surat Kuasa tersebut butir 7 hurof a s/d hurof d { Bukti Turut
Tergugat-X 1 s/d T.T-8) diatas telah dilakukan menurut prosedur dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangen dan hokum yang berlaku yaitu :

1). Bahwa pada saat penanda tanganan Akta Perjanjirn Pengikatan Jual Beli dan

2).

Surat Kuasa tanggal 20 September 1993 Bukti TT.1-1 od T.T.1-38
tersebut diatas oleh para pihak telah diperlibatkan persyaratan subyektifitas
berdasarkan identitas dan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh para
pihek ( Para Penggugat dan Tergugat ) yang hadir pada saat itu
penandatanganan akta-akta tersebut, persyaratan yang diperlukan telah
terpenuhj serta telah dicocokan ;
Bahwa secara terpisah dan masing-masing berdiri sendiri, Tunut Tergugat I
telah membacakan isi masing-masing Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Bukti T.TI- 1 ss«d TT.I-8 tersebut diatas dihadepan para pihak /
penghadap dan telah mengerti isinya, setelah itu ditanda tanganinya akta-

akta tersebut oleh masing-masing para penghadap ( Para Penggugat ) di
hadapan Turut Tergugat I dan para saksi, sehingpa akta-akia tersebut telah
memenuhi ketentuan pasal 22 juncto 28 Peraturan Jabatan Notaris, berarti
Turut Tergugat I telah menjalankan jabatannya sesuai ketentuan perafuran
perundeng-undangan can hukum yang berlaku ;

b. Bahwa baik akts-akta Perjanjian Pengikatar Jual Beli maupin akta-
akta Pemberian Kuasa masing-masing tertanggal 20 tember 1993 bukti
TTI-1 s/d T.T.I-8 tersebut diatas merupakan “(akia partij " yaitu Tunut

2
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Tergugat I hanya mengkonstatir atau menuangkan keinginan para pihak
didasarkan atas 'kesepakatan para pihak ( masing-masing Para Penggugat ),
dimana kesepakatan para pihak terasebut mengikatken kedua belah pihak
sebagai undang-undang bagi yang membuatnya ( vide pasal 1320 juncto pasal
1338 KUHPerdata } schingga untuk membatalan atas akta-akta bukti T.T.I - 1
s/d T.T-I- 8 tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang
membuatriya atau melalui putusan pengadilan yang berwenang untuk itu ; ~——

. Bahwa akta-akta kuasa masing-masing antara :
1). PenggugatI dengan Tergugat tanggal 20 September 1993 No. 91
(Bukti T.TI-2) ;

2). Pergpugat Il dengan Tergugat tangpal 20 September 1993 No. 93
( Bukti .T.I-4) ;

3). Penggugat III dengan Tergugat tanggal 20 September 1993 No. 97
(Bukti T.TI-6) ; '

4). Penggugat IV dengan Tergugat tanggal 30 Oktober 1993 No. 110
(Bukti T.T.I-8) ;

Adalgh tidak termasuk dalam pengertisn Kunasa Mutlak sebegaimana yang
didalilkan oleh Para Pengpugat yaitu tidak seperti yang diatur dalarm Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor: 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunasn
Kusasa Mutlak sebagai dasar pemindahan hak atas tanah, melainkan merupakan
Kuasa Jual Beli Murni yang dibenarkan oleh Peraturan Lembaga Kuasa dan
Peraturan Pertunahan Nasional, sedangkan kata-kata :

“ anfuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk menghadap
kepads pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, nntuk memints, memberi
keterangan-keterangan dan menandatangani akta jual beli atas tanah
yang dimaksud dan melakukan segala tindakan sehubungan dengan
maksud tersebut diatas serta untuk menjual kepada penerima kuasa

sendiri { Tergugat Sugiarso) “ ;

adalah dimaksudkan bilamana suatu hari penerima kuasa sendin yang hendak
membelinya, maka kata-kata tersebut dengan tegas harus dinyatakan sebagai
berikut :

“ termasuk / boleh kepada yang menerima kuasa
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Hal itu adalah sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal
30 Juni 1971 No. 755 K/Sip/1970 jo pasal 1470 KUHPerdata ; ———--r—me-—m--

d. Bahwa selain itu isi akta-akta kuasa masing-masing No. 91 (Bukti T.T.] - 2),
No. 93 (Bukti T.T.I-4), No.97 (Bukti T.T.I- 6) dan No.110 (Bukti T.T.I -8)
tersebut diatas, tidak ada satu kata atau kalimat yang menyebutkan bahwa akta-
akia kuasa tersebut sebagai Kuasa Mutlak dan ternyata kesemuanya adalah
interpretasi ( pendapat atau penapsiran sendiri )} secara sepihak dari Para
Penggugat ;

Dengan demikian Para Penggugat tidak dapat mendasarkan gugatannya itu kepada
bahwa Para Penggugat adalah orang awam yang tidak mengerti dan memahami akte
perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat sangat merugikan
kepentingan Para Penggugat, karena semuanya dibuat di hadapan pejabat umum
( Notaris ), sebelum ditanda tangani oleh para pihak / penghadap oleh Tunit
Tergugat I telah dibacakan dan para pihak sudah mengerti, oleh karena itu adalah
sah dan mempunyai keknatan hukum mengikat / berlaku ;

8. Adalah tidak benar, oleh karena itu Turut Tergugat I membantah secara tegas dalil-dalil
dan keterangan-keterangan Para Penggugat dalam posita gugatannya nomor 13 dan 14
halaman 9 yang mendalilkan, yaitu :

_a. Penggugat1 yang memiliki 2 (dua) bidang tapah seluas 3.816 M? telah menerima
uang muka sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan sisa uang
yang masih harus diterima oleh Penggugat I sebesar Rp. 768.600.00G,~(tujuh ratus
enam puluh delapan juta enam ratus ribn rupiah) .

Padshal berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September
1993 No. 90 ( Bukti T.T.I— 1) pasal 1 antara lain : Jual Beli 2 (dus) bidang
tanah hak milik adapt Girik C No. 5315 persil 50 S-II/ Kelurahan Duri Kosambi
seluas 3.816 M? akan dilakukan dan diterima dengan harga  Rp. 76.320.000,-
(tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupizh) dan pihek Penggugat I
pads sast menanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 90 ( Bukti
TTI - 1 ) tersebut telah menerima uvang muka dari Tergugat sebesar
Rp. 38.160.000,<{tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari harga
Rp. 76.320.000,- (tujuh puluh epam juta tipa ratus dua pulvh ribu rupiah) tersebut
diatas dan sisanya sebesar Rp. 38.160.000,-(tiga puluh delapan juta seratus enam
puluh ribu rupish) akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-
tambatnya setelah sertifikat hak atas tansh Girik C No. 5315 persil No. 50 S-II
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seluas 3.816 M tersebut telah diterbitkan/selesai dengan mendapat tanda bukti
pembayaran lunas dari pihak pertama Penggugat ;

. Penggugat I yang memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas 1.135 M? telah menerima
uang muka sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisa
rang yang masih harus diterima oleh Penggugat I sebesar Rp. 125.375.000,-
(seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lma ribu rupiah).

Padahal berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September
1993 No. 92 ( Bukti T.T.I-3 ) pasal 1 antara lain : Jual beli 1 (satu) bidang tanah
hak milik adapt Girik C No. 5316 persi! 50 S-II/Kelurahan Duri Kosambi seluas
1.135 M akan dilakukan dan diterima dengan harga  Rp. 22.700.000,- (dua puluh
dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pihak Penggugat IT pada saat menanda
tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92 ( Bukti T.T.I — 3 ) tersebut
telah menerima vang muka dari Tergugat sebesar Rp. 11.350.000,«(sebelas juta tiga
ratus lima puluh ribu rupiah} dari harga Rp. 22.700.000,-(dua puluh dua juta tujuh
ratus ribu rupiah) tersebut diatas dan sisanya sebesar Rp. 11.350.000,- (sebelas juta
tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I
selambat-lambatnya setelah sertifikat hak atas tanah Girik C No. 5316 persil No. 50

"No. 50 S-II seluas 1.135 12 tersebut telah diterbitkan / selesai dengan mendapat

tenda bukti pembayaran lunas dari pihak pertama Penpgugat ;

. Penggugat TN yang memilki 1 (satu) bidang tanah seluas 1.207 M? telah menerima
vang muka sebesar Rp. 60.000.000,-: {epam puluh juta rupiah) dan sisa vang yang
masih harus diterima oleh Penggugat I sebesar Rp. 211.575.000,-(dua ratus sebelas
juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Padahal berdasarkan akta perjanjian Pengikatan Jual Beli tanpgal 20 September
1993 No. 96 ( bukti TT.I-5 ) pasal 1 antara lain : jual beli 1 (satu) bidang tanah
hak milik adapt Girik C.No. 5318 persil 50 S-II/Kelurahan Duri Kosambi seluas
1.207 M? akan dilakukan dan diterima dcngmi harga Rp. 24.140.000,(dua puluh
empat seratus empat puluh ribu rupiah) dan pihak Penggugat I pada seat menanda
tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 96 ( Bukti TT.I — 5 ) tersebut telah
menerima uang muka dar Tergugat sebesar Rp. 12.070.000,-(dua belas juta tujuh
puluh ribu rupiah) dar harge Rp. 24.140.000,-(dua puluh empat juta seratus empat
puluh ribu rupiah) tersebut diatas dan sisanya sebesar Rp. 12.070.000,«(dua belas
juta tjuh puluh ribu rupiah) akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I
selambat-lambatnya setelah sertifikat hak atas tanah Girik C No. 5318 persil No. 50
ST seluas 1.207 M? tersebut telah diterbitkan/selesai dengan mendapat tanda bukti
pembayaran lunas dari pihak pertama Penggugnt
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d Penggugat IV yang memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas 2.270 M telah
menerima uvang muka sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus figa puluh juta rupiah)
dan sisa vpang yang masih harus diterima oleh Penggugat 1  sebesar
Rp. 380.750.000,(tipa ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima pulnh ribu rupiah)..
Padahal berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 20 September
1993 No. 109 { Bukti TT.I -7 ) pasal 1 antara lain : jual beli 1 (satu) bidang
tanah hak milik zdat Gitk C. No. 5342 persil 50 S-II/Kelurahan Duri Kosambi
seluas 2.270 M* akan dilkakukan dan diterima dengan harga Rp. 45.400.000,-
(empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan pihak Penggugat IV pada saat
menanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jua! Beli No. 109 ( Bukti TT.I -7 )
tersebut telah menerima uvang muka dani Tergugat sebesar Rp. 22.700.000,- (dua
puluh dua juta tujuh ratus riba rupiah) dari harga Rp. 45.400.000,-(cmpat puluh lima
juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diatas dan sisanya sebesar Rp. 22.700.000,_-
{dua puluh dua juta tujub ratus ribu mepiah) akan dibayar oleh Tergugat kepada
Penggupat selambat-lambatnya setelah sertifikat hak atas tanah Girik C No. 5315
persil No.50 S-II seluas 3.816 M? tersebut telah diterbitkan/selesai dengan mendapat
tanda bukti pembayaran lunas dan pihak pertama Penggugat ;
Bahwa dengan demikian Para Penggugat ( Penggugat I, Penggugat I, Pengpugat 111

dan Pengguget IV ) telah merubah isi perjanjian secara sepihak dengan cara
memanipulasi besarnya angka / harga dan penerimaen uang muka dari Tergugat
yang tidak sesuai denpgan akta-akta Pen_m‘katan Jual Beli tersebut diatas, oleh karena
itu sudah sepatumya- gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet
Onvanklijkverklaard ) ;

9. Bahwa Surat Kuasa No. 91, No. 93, No. 97 dan No. 110 tanggal 20 September 1993
( Bukti TT.I -2, Bukti TT.}1-4, Bukti TT.I-6 dan Bukti TT.I-8 ) tersebut bukan dan
tidak termasnk dalam pengertian Kuasa Mutiak seperti yang diatur dalam instruksi
Menteri Dalarn Negeri No. 14 Tahun 1982 tentang larangan Penggunean Kuasa Mutlak
sebagai Pemindahan hak atas tanah, melainkan merupakan Kuasa Juat Beli Murni yang
dibenarkan oleh Peraturan Lembaga Kuasa dan Peraturan Perianahan Nasional ; —---—~
Sedangkan kata-kata *“ untuk menjoal dan menyershkan kepada siapa saja
termasuk / boleh kepada yang menerima kuasa “ adalah dimaksudkan bilaman
suatu hari penerima kussa sendiri yang bendak membelinya, maka kata-kata tersebyut
dengan tegas harus dinyatakan sebagai berikut : “ termasuk / boleh kepada yang
menerima kuasa “ sehubunpan dengan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Jumi 1971
No. 755 K/ Sip/ 1970 jo pasal 1470 KUHPerdata ;
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Bahwa selain itu adalah tidak benar didalam akta-akat perjanjian pengikatan jual beli
dan surat kuasa bukti TT.I-1 s/d TT.I-8 tersebut diatas mengandung unsur yang tidak
dapat ditarik, karena pembatalannya atas dasar kesepakatan para pihak atau putusan
pengadilan, tentu harus menyelesaikan terlebih dahulv akibat hukum atas dibuatmya
pengikatan dan surat kuasa tersebut diatas ;

Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat yang berpendapat bahwa wanprestasi
tersebut disebabkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Turut Tergugat I adalah tidak benar,
apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan untuk itu, apalagi Para Pengéugat
mengerti dan mengetahui bahwa telah dilakukan mutasi ataw peralihan hak atas tanah
tersebut dan Para Penggugat kepada Tergugat, karena adanya dan telah terjadi jual beli
atas tanah tersebut dari Para Penggugat kepada Tergugat, yaitu sebagai dasar terjadinya
pemutasian dan peralihan hak tersebut kepada Tergugat ;

Bahwa apabila jual beli yang dimaksud telah terjadi dengan sendirinya semua sisa harga
jual beli yang dimaksud nomor 9 tersebut huruf a s/d d diatas, semesﬁnyzi sisa harga
tanah tersebut jelas telah dibayar lunas oleh Tergugat, karena apabila belum dibayar
lunas sisa harganya tersebut oleh Tergugat, maka menurut hukum PPAT yang
bersangkutan tidak akan mungkin membuat akta jual beli antara Para Penggugat dengan
Tergugat tersebut walaupun ada tidaknya Sumat Kuasa-surat kuasa tersebut diztas,
apabila memang belum dibayar lunas, dengen sendiri Para Penggugat telah menggugat
untuk membeatatkan jual beli-jula beli tersebut dan tidak menunggu sampai tabun 2005
sekarang ini ( yaitu sudah hamper 13 tahun };

Bahwa adalah tidak bepar, oleh karena itu Turat Tergugat I juge membantah secara
tegas dalil-dali dan Lketerangan-keterangan Para Penggugat dalam posite gugatannya
No. 15 s/d nomor 23 halaman 10 s/d halaman 15 yang pade pokoknys Tergugat telah
melakukan wanprestasi atau cidera janji yang disebabkan oleh Surat-surat Kuasa atap
akia-akta perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Turut
Tergugat I tersebut dietas, Turut Tergugat I menolak dan membantahnya dengan alasan-
alasan sebagai berikut :

a. Bahwa seharusnya Para Penggngat harus membuktikan bahwa Tergugat tersebut
benar-benar telah melakukan wanprestasi, antara lain berupa surat somatie yang
menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan lain sebagainys ; --—--——

b. Bahwa Para Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa setelah Turut Tergugat
I menerbitkan sertifikat HM No. 1725/Rawsbuaya tanggal 25 Nopember 1993
An. Orang tua Penggugnt I, sertifikat Hak Milik No. 1726/ Rawabuaya tanggal
25 Nopember 1993 An Oreng tus Penggugat II, sertifiket Hak Milik

Peran dan tanggungjawab..., Ester Septarini, FH Ul, 2010.



22

No. 1714/Rawabuaya tanggal 25 Nopember 1993 An. Penggugat ITI, sertifikat Hak
Milik Ne. 1715/Rawabuaya tanggal 25 Nopember 1993 An. Ibu Penggugat IV.
Tergugat mengambil ke empat sertifikat tersebut, seharusnya Para Tergugat tidak
menyerahkan masing-masing sertifikat miliknya tersebut sebelum Tergugat
melunasi sisa barga jual beli sesuai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut
di atas ;

¢. Bahwa setelah itu Para Penggugat juga mengakui dan mendalilkan bahwa Tergugat
telah mengalihkan / memutasi sertifikat-sertifikat tersebut ke atas nama Tergugat,
dengan peralihan/permutasian tersebut tentu ada dasar (alas hak) untuk ity yaitu
adanya dan teleh terjadinya jual beli dari Para Penggugat kepada Tergugat yang
dilakukan oleh Para Penggugat dihadapan PPAT yang ditunjuk dan berwenang
untuk ity ;
Temyata Para Penggugat dalam perkara gugatan a quo tidak membatalkan
keberadaan akta-akta jual beli yang dimaksud ( yang dipergunakan sebaggi dasar
peraliban hak oleh Tergugat ), maka oleh karena itu sejauh akia-akta jual beli belumn
dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku,
maka adalah tefap sah dan berlaku, depgen demikian semua peralihan hak alas
sertifikat-sertifikat tersebut diatas kepada Tergugat adelah juga tetap sah dan
mempunyai hukum berlaku den tidak dapat dibatalkan ;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil, keterangan-ketcrangan dan gugstan Penggupgat
yang lain dan yang selebihnya, meskipun tidak disebutkan satu persatu secara tegas dan
terperinci di dalam jawaban ini ;

13. Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut diatas, kimnya cukup dasar hokum untuk
dijadikan alas an begi Turut Tergugat I untuk memohon kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang terhormat untuk MENOLAK GUGATAN
PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka beserta
ini Turut Tergugat I mohon dengan hormmat dan dengan segala kerendahan hati kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang terbormat, sudilah kiranya
berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas gugatan Rekonpensi ini sebagat
berikut :

DALAM EKSEPSI
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tuntt Tergugat I beserta alasan-alasan ; ———-
- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pama Penggugat TIDAK

DAPAT DITERIMA ( Niet Qavanklijkverklaard ) ;
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DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
Menetapkan biaya perkara i1 menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Negent Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya ( Ex aequo etbone ) ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa Turut Tergugat II menolak dan menyangkal selurvh dalil-dalil Penggugat

keculai yang dengan tegas diakui dan dibenarkan Turut Tergugat I :

Bahwa pada hakekatnya Penggugat mempermasalahkan keberadaan Sertifikat Hak
Milik No. 1714/Rawabuaya, Sertifikat Hak Milik No, 1715/Rawabuaya, Sertifikat Hak
Milik No. 1725/Rawabuaya dan Sertifikat Hak Milik No. 1726/Rawabuaya ; -—--------

“Bahwa perlu kami informasikan kepada Majelis Hakim yang terhormat perihal riwayat

penerbitan Sertifikat-sertifikat tersebut diatas :

Sertifikat Hak Milik No. 1714/Rawa Buaya

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Rawa Bunaya tanggal 13-9-1993
No. 654/1.711.3 diterangkan bahwa tansh yang dimohon adalah semula berstatus
tanah Milik Adat C.No.1115 atas nama Nawawi B.Mamud ;
Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 1391/JB/Ma/1990 tanggal 23-6-1990 dibuat
dihadapan Drs. Saerimun Hadisaputra, Camat Cengkareng selaku PPAT untuk
wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, diterngkan Nawawi bin Mamud telah men;jual
sebagian tanah Milik Adat C 1115 Persil 50 S seluas 1.207 M? kepada Sarwani,
dan bidang fanah tersebut telah dimutasi menjadi C. No. 5318 Persi} 50 S.II atas
nama Sarwani ; i -
Bahwa berdasarkan SK.KaKanwil BPN DKI Jakarta tanggal 29-6-1994
No.1.711.2/915/09-03/21821/1994, diterangkan Sarwani ielah mengajukan
permohonan pengakuan hak kepada Kantor Pertanshan Jakarta Barat tertanggal
24-11-1993 dan permohonan tersebut kemudian diteruskan oleh Kantor Pertanahan
Jakarta Barat kepada Kanwil BPN Jakarta, selanjutnya kepada Sarwani diberikan
Hak Milik No. 1714/Rewabuaya seluas 1214 M? diterbitkan oleh Kantor
Pertanzhan Jakarta Barat tanggal 25-8-1994 ;
Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikaten Jual Beli No. 96 tanggal
20-9-1993 dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH Notaris di Jakarta -
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diterangkan Sarwani dengan persetujuan dari istrinya yaitu Nyonya Suriyah telah
melakukan pengikatan jual beli atas tanah Milik Adat C No. 5318 Persil 50 S.I1
luas + 1207 M’ kepada Sugiarso dengan harga Rp. 24.140.000,- (Dua puluh
empat julz seratus empat puluh ribu rupiah). Pembayaran pertama sebesar
Rp. 12.070.000,- (dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah
Rp. 12.070.000,- (dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah) dibayar selambat-
lambatnya setelah sertifikat hak atas tanah tersebut terbit/selesai dengan mendapat
tanda bukti pembayaran lunas dari pihak pertama ;
Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No.97 tanggal 20-9-1993 dibuat di hadapan Rama
Sintawati Tantudjojo, SH. Notaris di Jakarta diterangken Sarwani dengan
persetujuan dari istrinya yaitu Ny. Suriah memberi kuasa kepada Sugiarso khusus
untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual sebidang tanah Hak Milik Adat Girik
C.No. 5318 Persil 50 ST seluas 1.207 M ates nama Sarwani berikut segala
sesuatu yang berada/berdin diatas tanah tersebut. Untuk keperluan tersebut yang
diberi kuasa berhak untuk menghadap kepada PPAT setempat untuk meminta,
memberi keterangan-keterangan dan mepandatangani akts jual beli atas tanah
tersebut dan melakukan sepala tindakan sehubungan dengan maksud tersebut diatas,
dan untuk dijual kepada penerima kuasa sendiri ;
Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 405/Cengkareng/1994 tanggal 16-9-1994
dibuat dihadapan Parlindungan Sirait, SH selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat, diterangkan Sugiarso dalam hal ini menurut
keterangannya bertindak berdasarkan Surat Kuasa No, 97 tanggal 20-9-1993
dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH Notaris di Jakarta telah menjual
kepada dir sendiri scbidang tanah Hak Milik No. 1714/Rawabuaya seluas 1.214 M
tercatat pada Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 20-12-1994 ;

Sertifikat Hak Millk No. 1715/Rawa Buaya

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurash Rawa Bueya tanggal 13-9-1993

No. 651/1.711.3 diterangkan bahwa tanah yang dimohon adalah berstatus tannh
Milik Adat C. No. 1542 atas pama Samsudin B.H Muhamad ;
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 13-9-1993 diketabui Lurah
Duri Kosambi tanggal 13-9-1993 No. 64/1.711.3 dan diketahui Camat
Cengkareng tanggal 7-10-1993 No. 75/1.711.3/93, diterangkan H. Samsudin B.
H. Muhamad telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan meninggalkan ahli waris
yaitu: 1. Rosadah, 2. Mahfuz, 3. Az, 4. H. Hesanah (Hangh) dan 5. H. Sa’digh ; -
Bahwa berdasarkan SK. KaKanwil BPN DKI Jakarta tanggal 29-6-1994
No. 1.711.2/916/09.03/219/M/1994, diterapgkan Sdr. Hajjah Sa’diah Cs. Telah

mengajukan permohonan Pengeknan Hak kepada Kantor Pertanshan Jekurta Barat
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dan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat permohonan tersebut diteruskan kepada
Kanwil BPN DKI Jakart, selanjutnya kepada 1. Hajjah Sa’diah, 2. Hajjah Hasanah
(Sanzh), 3. Rosadah, 4. Mahfuz, 5. Aiz diberikan Hak Milik No. 1715/Rawabuaya
seluas 2.420 M? diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal
8-9-1994 ; -
Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109 tanggal
30-10-1993 dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH Notaris di Jakarta
diterangkan Ny. Sa’diah Cs. Telah melakukan pengikatan jual beli atas tanah Milik
Adat C No. 1542 Persil 51 S.1I luas + 2.270 M? kepade Sugiarso dengan harga
Rp. 45.400.000,- ( empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ), pembayaran
pertama sebesar Rp. 22.700.000,- ( dva puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada
sant menandatangani Akta, dan sisanya sejumlah Rp. 22.700.000,- ( dua puluh dua
Jjuta tujub ratus ribu rupiah) dibayar selambat-lambatnya setelah Sertifikat hak atas
tanah tersebut terbit/selesai dengan mendapat tanda bukii pembayaran lunas dari
pikak pertama ;. -
Bahwa berdzszrkan Surat Kuasa No. 110 tanpgal 30-10-1993 dibuat dihadapan
Ratna Sintawati Tantudjojo, SH Notaris di Jakarta, diterangkan Nyonys Janda
Hajjah Sa’diah binti Haji Said Cs. Telah memberi kuasa kepada Sugiarso khusus
untuk dan atas nama para penghadap menjual sebidang tanah hak Milik Adat Girik
C. No. 1542 Persil 51 S.1I seluas + 2.270 M? atas pama Semsudin bin Mohamad
berikut segala sesnafu yang berada/berdiri diatas tapah tersebut, untuk keperluan
tersebut yang diberi kuasa berhalk untuk menghadap kepada PPAT setempat, untuk
meminte, memberi keterangan-keterangan dan menandatangani Akta Jual Beli atas
tanah tersebut dan melakukan segala tindaken sehubungan dengan maksud tersebut
diatas, dan untuk dijual kepada penerima kuasa sendini
Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 406/Cengkareng/1994 tanggal 16-9-1994
dibuat dihadapan Parlindungan Sirait, SH selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan
Cengkareng  Jakarta Barat, diterangkan Sugiarso dalam hal ini menurut
keterangannya bertindak berdasarkan Surat Kuasa No, 110 tanggal 30-10-1993
dibuat dihadaopan Ratna Sintawat Tantudjojo, SH Noteris di Jakarta, telah
menjual kepada diri sendiri sebidang tansh Hak Milik No. 1715/Rawa Buaya
seluas 2.420 M?, tercatat pada Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 8-11-1994.

Hak milik No. 1725/Rawa Buaya

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Rawa Buaya tanggal 13-9-1993
No. 652/1.711.3 diterangkan tansh yang dimohon semmula berstatus tanzh Milik
Adat C No. 1642 atas nama Haji Tian bin Haji Timin dan selanjutuya terjadi

perubahan :
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> Padatanggal 21-1-1985 tercatat dari C. No. 1642 Persil 50 S.II seluas 2.446
M? berdasarkan Akta Jual Beli No. 94/12/IB/1985 tanggal 21-1-1985 dijual
kepada Oen Mi Eng.

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 1426/JB/Ma/1990 tanggal 23-6-1990 dibuat

dibadapan Drs. Sarimun Hadisaputra, Camat Cengkareng selaku PPAT untuek

wilayah Cengkareng Jakarta Barat, diterangkan Eva Kartika Titalimas/Oen Mieng
telah menjua) tanah Milik Adat C. No. 3982 Persil 50 S.II seluas 2.446 M® kepada

H. Sa’diah dan atas nama tersebut kemudian telah dimutasi menjadi C. No. 5315

Persil 50.S.11 atas nama H._ Sa’diah ;

Bahwa berdasarkan SK. Ka Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 16-8-1994 No.

1.711.2/1257/09-03/319/M/1994, diterangkan Sdr. Hajjah Sa’diah telah mengajukan

permohonan Pengakuan Hak kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat tertanggal

2-12-1993 den oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat permohonan tersebut

diteruskan kepada Kanwil BPN DKI Jakarta, selanjutnya kepada Hajjah Sa’diah

diberikan Hak Milik No. 1725/Rawa Bueya atas nama Hajjah Sa’diah luas

2430 M? terbit tanggal 21-9-1994 ;

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 90 tanggal 20-9-1993

dibuat di hadapan Ratna Siniawati Tantudjcjo, SH Notaris di Jakarta diterangkan

Nyonya Janda Sa’diah telah melakukan pengikatan jual beli atas 2 (dua) bidang

tanah Hak Milik Adat : 1. Sebidang tanah Milik Adat C, No. 5315 Persil 50 S.1I

seluas + 1.370 M2, 2. Sebidang tanah Milik Adat C. No, 5315 Persil 50 S.1I

seluas + 2.446 M® kepada Sugiarso dengan harga Rp. 76.320.000,- ( tujuh puluh

enam juta tiga ratus dua puluh nbu rupiah ). Pembayaran pertama sebesar

Rp. 38.160.000,- { tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) pada saat

menandatangani Akta, dan sisanya sejumlah Rp. 38.160.000,- ( tiga puluh delapan

juta seratus enam puluh ribu rupiah) dibayar selambat-lambatnya setelah sertifikat
hak atas tanah tersebut terbit/selesai dengan mendapat tanda bukti pembayaran
lunas dari pihak pertama ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 21 tanggal 20-9-1993 dibuat dihadapan Ratna

Sintawati Tantudjojo, SH Notaris di Jakarta, diterangkan Nyonya Janda Hajjah

Sa’diah, telah memberi kuasa kepada Sugiarso khusus untuk dan atas nama pemberi

kuasa menjual 2 (dus) bidang tanah Hak Milik Adat : 1. Sebidang tanah Milik

Adat C. No. 5315 Persil 50 S.II seluas + 1.370 M?, 2. Sebidang tanah Milik Adat

C. No. 5315 Persil 50 S.II seluas + 2.446 M? berikut segala sesuatu yang

berada/berdin diatas tansh tersebut, untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa

berhak untvk menghadap kepada PPAT setempat, untuk meminta, memberi
keterangan-keterangan dan menandatangani Akta Jual Beli atas tanah tersebut dan
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melakukan segala tindakan sechubyungan dengan maksud tersebut diatas dan untuk
dijval kepada penerima kuasa sendiri
Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 458/Cengkareng/1994 tanggal 3-10-1994
dibuat dihadapan Parlindungan Sirait, SH selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat, diterangkan Sugiarso dalam hal ini menurut
keterangannya bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 91 tanggal 20-9-1993
dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH Notaris di Jakarta telah menjual
kepada diri sendiri sebidang tanah Hak Milik No. 1725/Rawa Buaya seluas

2.430 M? tercaiat pada Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 21-11-1994 ; -

Hlak Milik No. 1726/Rawa Buaya

Bahwa berdasarkan_Surat Keterangan Lurah Rawa Buaya tanggal 13-9-1993
No. 653/1.711.3 diterangkan tansh yang dimohon semula berstatus tanah Milik
Adat C No. 1115 ates nama Nawawi Bin Mahmud dac selanjutnya terjadi
perubahan
> Pada tanggal 26-4-1984 tercatat dan C. No, 1115 Persil 50 S.II seluas 1.135
M? berdasarkan Akta Jual Beli No. 1462/12/JB/1984 tanggal 26-4-1984 dijual
_kepada Oen Tai Jong
Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 1394/JB/Ma/1990 tanggal 23-6-1990 dibuat
dihadapan Drs. Sarimun Hadisaputra, Camat Cengkareng selaku PPAT wmmtuk
wilayah Cengkareng Jakarte Barat, diterangkan Hartoye Oentoro (Oen Tei Jong)
telah menjual tanah Milik Adat C. No. 3981 Persil 50 S.1I seluas 1.135 M* kepada
Haji Munir dan atas nama tersebut kemudian telah dimutasi menjadi C. No. 5316
Persil 50.8.1I atas nama Haji Munir ;
Bahwa berdasarkan SK. KaKanwil BPN DKI Jakarta tanggal 16-8-1994
No.1.711.2/1258/09-03/320/M/1994, diterangkan Haji Munir ielah mengajukan
permohonan Pengakuan Hak kepada Kantor Pertansghan Jakarta Barat tertanggal

- 2.12-1993  dan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat permohonan tersebut

diteruskan kepada Kanwil BPN DKI Jakarta, selanjutnya kepada Haji Munir
diberikan Hak Milik No. 1726/Rawa Buaya atas nama Haji Munir luas 1,165 M?
terbit tanggal 30-9-1994
Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92 tanggal 20-9-1993
dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH Notaris di Jakara diterangkan
Haji Munir telah mendapatkan persefujuan dari istrinya yaitu Nyonya Hajjah
Hasanah alias Hajjah Hanah untuk melakukan pengikatan jual beli atas tanzh Milik
Adat C. No. 5316 Persil 50 S.II seluas + 1.135 M?, kepada Sugiarso dengan harga
Rp. 22.700.000,- ( dua puluh dvs juta tujuh ratus ribu rupiah ). Pembayaran
pertama sebesar Rp. 11.350.000,- ( sebelas juta tiga ratns lima pulub sibu rupiah)
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pada saat menandatangani Akta, dan sisanya sejumlah Rp. 11.350.000,- ( sebelas
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar selambat-lambatnya setelah sertifikat
hak atas tanah tersebut terbit/selesai dengan mendapat tanda bukti pembayaran
lunas dari pihak pertama ; -
- Bahwa berdasarkan Surat Knasa No. 93 tanggal 20-9-1993 dibuat dihadapan Ratna
Sintawati Tantudjojo, SH Notaris di Jakarta, diterangkan Haji Munir, telah
mendapatkan persetuiuan dari istrinya yaitu Nyonya Hajjah Hasanah alias Hajjah
Hanah untuk memberi kuasa kepada Sugiarso khusus untuk dan atas nama para
penghadap menjual sebidang tanzh Milik Adat C. No. 5316 Persil 50 S.II seluas
+ 1.135 M? berikut segala sesuatu yang berada/berdiri diatas tanah tersebut, untuk
keperlvan tersebut yang diberd kuasa berhak untuk menghadap kepada PPAT
setempat, untuk meminta, memberi keterangan-keterangan dan menandatangani
Akta Jual Beli atas tanah tersebut dan melakukan segala tindakan sehubungan
dengan maksud tersebut diatas dan untuk dijual kepada penerima kuasa seendiri ; -
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 468/Cengkareng/1994 tanggal 6-10-1994
dibuat dihadapan Parlindungan Sirait, SH selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat, diterangkan Sugiarso dalam hal ini menurut
keterangannya bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 93 tanggal 20-9-1993
dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH Notaris di Jakarta telab menjual
kepada diri sendiri scbidang tanak Hak Milik No, 1726/Rawa Buaya seluas
1.165M?* tercamt pada Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 21-11-1994 ; —

4. 2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1714/Rawa Buaya, Hak Milik No. 1715/Rawa Buaya
Hak Milik No. 1725/Rawa Buaya, dan Sertifikat Hak Milik No. 1726/Rawa Buaya
telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat ic. Turut Tergugat II sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan arti tidak ada unsure perbuatan
melawan hukum ;

b. Bahwa pencatatan peralihan hak sertifikat Hak Milik No. 1714/Rawa Buaya, Hak
Milik No. 1715/Rawa Buaya, Hak Milik No. 1725/Rawa Buaya dan Sertifikat Hak
Milik No. 1726/Rawa Buaya dilakukan dengan dasar akta otentik yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami umikan sebagaimana tersebut diatas, maka
Turut Tergugat [T mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus sebagai
berikut :

DALAM POKOK PERKARA
~  Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seharuhnya ;
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- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Namun bila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tertugat Il mohon putusan yang seadil-
adilnya. ;

Menimbang, bahwa kemndian Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal
26 September 2005, Turut Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 3 Oktober 2005 ; ~—

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat bukti yang terdiri dari :
1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 020/1.711.1 tanggal 28 April 2005 beserta
lampiran Surat Pernyataan Waris tanggal 18 April 2005, diberi tanda P—1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 022/1.711.1 tanggal 28 April 2005
beserta lampiran Surat Pernyataan Waris tanggal 18 April 2005, diberi tanda P-2
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 021/1.711.1 tanggal 28 April 2005 beserta
lampiran Surat Pernyataan Waris tanggal 18 April 2005, diberi tanda P-3 ;
4. - Foto copy Girik C No. 5315 Persit No. 50 Blok S.[I luas 1.370 M2 dan 2.446 M2
atas nama Hj. Sa’diah, diber tanda P4 ;

- Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.90 tertanggal 20 September -
1993 dibuat oleh dan dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJIOJO, SH Notaris
di Jakarta, diberi tanda P—4A ;

- Foto copy Akta Surat Kuasa No. 91 dibuat oleh dan dihadapasn RATNA
SINTAWATI TANTUDJOJO, SH Notaris di Jakarta, diberi tanda P-4B ;

5. - Foto copy Girik C No. 5316 Persil No.50 Blok S.II Luas 1.135 M2 atas nama
HAJI MUNIR, diberi tanda P—5 |

- Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92 tertanggal 20 September
1993 dibuat oleh dan dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDIJOJO, SH
Notaris di Jakarta, diberi tanda P - 5A ;

- Foto copy Akta Surat Kuasa No. 93 dibuat oleh dan di hedapn Ratma
SintawatiTantudjojo, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P - 5B ;

6. - Foto copy Girik C No. 5318 Persil No.50 Blok S.II Luasa 1.207 M2 atas nama
Sarwani, di beri tandaP -6 ;

- Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.96 tertanggal 20 September
1993 dibuat oleh dan dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SHL. Notaris di Jakaria,
diberi tanda P - 6A ;

- Foto copy Akta Surat Kuasa No. 97 dibuat oleh dan dihadapan Ratna Sintawsti
Tantudjojo, SH Notaris di Jakarta, diberi tanda P~6B ;

7. - Foto copy Girik C No. 1542, Persil 8.1 luas 2.270 M2 atas nama Samsudin, diben
tande P-7 ;
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- Folo copy Penanjian Pengikatan Jual Beli No. 109 tertanggal 30 Oktober 1993
dibuat oleh dan dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH Notaris di Jakarta,
diberi tanda P-7A ;

- Foto copy Akla Surat Kuasa No.110 dibuat oleh dan dihadapan Ratna Sintawati
Tamdjojo, SH Notaris di Jakarta, diberitanda P~ 7B ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diberi tanda

P-1 /¢ P-7 B dan telah diberi materai cukup serta telah dicocokan dengen aslinya

temnyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa wntuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat I

dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari :

Bukti Turut Tergugat I :

L

Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 90 tanggal 20 September 1993 antara
Hj. Sa’diah dan Sugiarso, diberi tanda TT.I-1 |
Foto copy Surat Kuasa No.9] tanggal 20 September 1993 antara Hj. Sa’adah dan
Sugiarso, diberi tanda TT.I-2 ;
Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92 tanggal 20 Sepiember 1993 antara
H Mmir dan Sugiarsc, diberi tanda TT.I-3 ;
Foto copy Surat Kuasa No.93 tanggal 20 September 1993 antara H. Munir dan
Supiarso, diberi tanda TT.J—4 ;

. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jnal Beli No. 96 tanggal 20 September 1993 antara

Sarwani dan Sugiarso, diberi tanda TT.I-5 ;
Foto copy Surat Kuasa No.96 tanggal 20 September 1993 antara Sarwani dan
Sugiarso, diberi tanda TT.I-6 ;
Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109 tanggal 20 September 1993 antara
Hj. Sa’adiah binti H. Said, Hj. Hanan binti H. Usman dan Saodah binti H. Syamsudin
dan Sugiarso, diberi tanda TT.I-7 ;
Foto copy Surat Kuasa No.110 tanggal 20 September 1993 antara Hj. Sa’adiah binti
H. Said, Hj. Hanan binti B Usman dan Saodsh binti . Syamsudin ‘den Sugiarso,
diberi tanda TT.I-6 ;

Bukti Turut Tergugat IT :

1.

Foto copy Surat Keterangan Lurah Rawa Buaya tanggal 13 September 1993
No. 654/1.711.3 diberi tanda TTX -1 ;
Foto copy Akta Jual Beli No. 1391/JB/Ma/1990 tanggal 23-6-1990 dibuat dihadapan
Drs. Sarimun Hadisaputra, Camat Cengkareng selaku PPAT untuk Wilayah
Cengkareng Jakarta Barat, diberitanda TT.H -2 ;
Foto copy Girik C No. 5318 Persil 50.5.11 atas nama Sarwani, diberi tanda TT.II-3 ; -
Foto copy SK. Ka. Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 29-6-1994 No. 1,711.2/915/09-
03/218/M/1994, diberi tande TT.H—4 ;
Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1714/Rawa Buaya, diberi tanda TTII -5, -
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Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.96 tanggal 20-9-1993 dibuat di
hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH, diber tanda TT.II-6 ;
Foto copy Surat Kuasa No. 97 tangpal 20-9-1993 di buat Ratna Sintawati Tantudjojo,
SH Notaris di Jakarta, diberi tanda TT.II-7 ;
Foto copy Akia Jual Beli No. 405/Cengkarenp/1994 tanggal 16-9-1994 dibuat
dibadapan Parlindungan Sirait, SH selaku PPAT untuk Wilayah Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat, diberi tanda TTH -8 ;
Foto copy Surat Keterangan Lurah Rawa Buaya tanggal 13-9-1993 No. 651/1/711.3,
diberi tanda TT.II-9 ;
Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 13-9-1993 diketahui Lurah Duri Kosambi
tanggal  13-9-1993 No. 64/1/711.3 dan diketahui Camat Cengkareng tanggal
7-10-1993 No. 75/1.711.3/93, diberi tanda TT.I- 10 ;
Foto copy SK. Ka. Kanwil BPN DKI Jakarta tangga! 29-6-1994 No. 1.711.2/916/09-
03/219/M/1994, diberi tanda TT.II-11 ;
Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1715/Rawa Buaya, diber tanda TT.TI-12 ; —
Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109 tanggal 30-10-1993 dibuat di
hadapan Ratna Sintawsti Tantudjojo, SH, diberi tanda TT.II—-13 ;
Foto copy Surat Kuasa No. 110 tanggal 30-10-1993 dibuat dihadapan Ratna Sintawati
Tantudjojo, SH diberi tanda TT.II- 14 ;
Foto copy Akta Jual Beli No. 406/Cengkareng/1994 tanggal 16-9-1994 dibuat
dihadapan Parlindungan Sirsit, SH selake PPAT untuk wilayah Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat, diberitanda TT.II- 15 ;
Foto copy Surat Keterangan Lurah Rawe Buaya tanggal 13-9-1993 No. 652/1.711.3,
diberi tanda TT.JI- 16 ; -
Foto copy Akta Jual Beli No. 1426/JB/Ma/1990 tanggal 23-6-1990 dibuat dihadapan
Drs. Sanmun Hadisaputra  Camat Cenpkareng selaku PPAT untuk wilayah
Cengkareng Jakarta Barat, diber tanda TT.II-17 ;
Foto copy SK. Ka.Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 16-8-1994 No. 1.711.2/1257/09-
03/319/M/1994, diberi tanda TT.II—-18 ;
Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1725 / Rawa Buaya, diberi tanda TT.II- 19 ; -
Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 90 tanggal 20-9-1993 dibuat
dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH, diber fanda TT.I-20 ; --e—eereeenee
Foto copy Surat Kuasa No. 91 tanggal 20-9-1993 dibuat dihadapan Ratna Sintawati
Tantudjojo, SH, diberi tanda TT.II-21 ;
Foto copy Akta Jual Reli No. 458/Cengkarenp/1994 tanggal 3-10-1994 dibuat
dihadapan Parlindungan Sirait, SH selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat, diberi tanda TT.II-22 ;
Foto copy Surat Keterangan Lurah Rawa Buaya tanggal. 13-9-1993 No. 653/1.711.3,
diberi tanda TT.II-23 ;
Foto copy Akta Jual Beli No. 1394/JB/Ma/1990 tanggal 23-6-1990 dibuat dihadapan
Drs, Sarimun Hadisaputra, Camat Cengkareng selaku PPAT untuk wilayah
Cengkareng Jakarta Barat, diberitanda TT.I-24 ;
Foto copy Girik C No. 5316 Persil 50 5.1 atas nama Haji Munir, diberi tanda TT.I[-25
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26. Foto copy SK. Ka.Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 16-8-1994 No. 1.711.2/1258/09-
03/320/M/1994, diberi tanda TT.II-26 ;
27. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1726/Rawa Buaya, diberi tanda TT.I-27 ; —
28. Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92 tanggal 20-9-1993 dibuat
dihadapan Rama Sintawati Tantudjojo, SH, diberi tanda TT.II-28 ;
29. Foto copy Surat Kuasa No.93 tanggal 20-901993 dibuat dihadapan Ratna Sintawati
Tantudjojo, SH, Notaris ci Jakarta, diberi tanda TT.II~-29 ;
30. Foto copy Akta Jual Beli No. 468/Cengkarenpg/1994 tangpgal 6-10-1994 dibuat
dihadapan Parlindungan Sirait, SH selaku FPAT untuk wilayah Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat, diberi tanda TT.II-30 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut
diberi tanda TTI- 1 sd T.TI- 8 dan telah diberi materai cukup serta telah
disesuaikan dengar aslinya ; —

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut
diberi tanda T.TII - 1 s/d T.T.II - 30 dan telah diberi materai cukup serta telah
disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa sebagai akhir dari pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat
telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Oktober 2005, pihak Turut Tergugat [
tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenchnya pada putusan Hakim,
begitupun dengan Turut Tergugat IT tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini menunjuk
kepada keadsan-keadaan sebagaiamana terurai dan ‘ercantum didalam berita acam
pemeriksaan perkara ini serta dianggap telaah termuat dan dipertimbangkan serte
merupakan satu kesatuan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa pada akhimya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatau
lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur ( obscuur libel ), dengan alasan :
Bahwa Para Penggugnt menggugat dan menuntut antara lain menyatakan bata! demi
hukum dengan segala akibatnya peralihan hak dari Para Penggugat kepade Tergugat
yang dilaksanakan mendasarkan pada surat kuasa mutlak tersebut, padahal
dilaksanakannya perbuatan hukem perelihan hak sertifikat-sertifikat tersebut yang
dilakuken oleh Turut Tergugat II dari Para Penggugat kepada Tergugat adalah
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berdasarkan adanya perbuatan hukum berupa jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan
PPAT yang ditunjuk dan berwenang untuk itu dengan mendasarkan kepada kuasa yang
diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat ;

Bahwa gugatan Pam Penggugat adalah komulasi terlarang dan menurut hukum acara
perdata dan jurisprudensi tetap putusan-putusan Mahakamah Agung RI sebagai sumber
hukom, gugatan yang dilakukan oleh Pengpugat I, 1I, Il dan IV tidak dapat
digabungkan menjadi satu gugatan, oleh karena antara Para Penggugat tersebut tidak
ada hubungan batin ( innerlijke somenhang ) atau connecxitiit antara kejadian hukum
yang menjadi masalah gugatan yang satu dari seorang Penpgugat dengan kejadian
hukum yang menjadi masalah gugatan-gupatan yang lein dari beberapa orang
( subyek ) Penggugat ;

Bahwa apabila Para Penggugat dengan maksud dan tujuan apapun berkehendak untuk
melakukan npaya hokum atau gugatan, seharusnya gugatan itu dilakukan oleh masing-
masing Penggupat sebagai subyek hukumnya dengan sendini-sendin ; —-—=-ma—nenen-

2. Gugatan para pihak kurang pihak

Bahwa oleh karena akte juai beli yang dipergunakan sebagai dasar ( alas hak ) yang
menyebabkan terjadinya peralihan hak milik-hak milik tersebut kepada Tergugat masih
tetap sah dan tidak pernah batal atau dibatalkan, maka semua mutasi atau peralihan hak
tersebut tetap sah dan tetap berlaku sampai dinyatakan sebaliknya, oleh karenpa itu
guatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena PPAT yang membuat aktza-akta jual
beli tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam rangka membatalkan akta-akta jual beli
tersebut X
Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas, kiranya Majelis
Hakim berkenan mengadili dan memberikan putusan hokum dan menerima dan
mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat I dan menolak atau setidak-tidaknya
tidak menerima gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan
tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat I telah memberikan pengertian sepotong-potong dengan
penafsiran yang salah serta mencoba menyebutkan isi daripada gugatan Para
Penggugat, jika Turut Tergugat I membaca secara teliti dan cermat maksud dan
tujuan dan substansi gugatan Para Penggugat, sangat jelas dan nyata gugatan Para
Penggugat ditujukan kepada Tergugat ( Sdr. SUGIARSO ) adalah gugatan
wanprestasi dengan konsekwensi pembatalan perjanjian pengikatan jual beli karena
dalam kvrun waktu 13 (tiga belas) tahun Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan kuasa mutlak dan sisa pembayarannya atas
penjuslan tanah dimaksud, bahkan Tergugat pergi entah kemana tanpa diketzhui
keberadaannya serta tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan hal tersebut ; —--—
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Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan pihak yang
berkepentingan langsung atas obyek sengketa dengan pihak Tergugat, sehingga
tidak ada keharusan kepada masing-masing pihsk unfuk mengajukan gugatan
secara tersendiri dan terpisah terhadap Tergugat yang sama, dengan demikian tidak
ada satu peraturanpun yang dilanpgar oleh Para Penggugat sebagaimana yang
dituduhkan oleh Turut Tergugat I dan gugatan Para Penggugat tersebut sesuai
denpan azas sistim peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam
ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan
Kehakiman ;

1. Perihal eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat
kurang pihak :

Bahwa adanya akta jual beli yang didalilkan oleh Turut Tergugat I atas peralihan
tanah a quo sampai saat ini Para Penggugat tidak pemah mengetahuinya, sebab
kelanjutan dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pemberian Kuasa
Mutlak tersebut tidak pernah diketahui karera jual beli dilakukan oleh Tergugat
sendiri dibadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang tidak pernah
dibadiri oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Tergugat I,
sebab Turut Tergugat 1 selaku pihak yang telah menrbitkan Akta Pengikatan Jual
Beli denpan kuasa mutlak tersebut mendalitkan tidak pernah melaksanakan
pembuatan akta jual beli antara Para Penpgugat: deppan Tergugat, sehingga Para
Penggugat selaku pihak yang sangat dirugikan dengan adanya akia jual beli yang
didasarkan pada akta jual beli dan kuasa mutlak tersebut sangat wajar menuntut
pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pemberian Kuasa
Mutlak serta tindakan hukum lainnya batal demi hukum dengan segala akibatnya ;

Bahwa hubungan hokum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat
hanya sebatas pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa mutlak
yang dibuat dihadapan Turut Terzugat II, dan tidak pemah membuat akta jual beli
baik dihadapan Turut Tergugat I maupun PPAT yang lain ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat 1 dan tanggapan Para Penggugat,

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap eksepsi point 1

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I sudzh menyangkut pokok perkara

yang akan dipertimbangkan dan di putus bersama-sama pokok perkara sebab :

Untuk mengetahui peralihen hak dari Para penggupat kepada Tergugat -yang

dilaksanakan mendasarkan pada Surat Kuasa Mutlak dan adanya perbuatan hukum
jual beli yang dibuat di hadapan PPAT dan hal ini haruslah dibuktikan dimuke

persidangan ;

Terhadap eksepsi point 2

Peran dan tanggungjawab..., Ester Septarini, FH Ul, 2010.



35

Menmmbang, bahwa atas eksepsi Turut tergugat I tersebut Para Penggugat
menyatakan gugatan sudah cukup pihak dan tidak perlu mengikutsertakan PPAT sebagai
pihak dikarenakan pokok masalahnya adalah wanprestasi yang dilakukan Tergugat
( Sdr. SUGIARSO ) serta untuk menenfukan siapa yang digugat adalah hak Para
Penggugat, karepa Tergugat tidak mau menyelesaikan sisa pembayaran harga tanah Para
Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I menurut hemat Majelis adalah
kurang tepat karena gugatan Para Penggupat adalah mempersoalkan masalah wanprestasi
sebagaimana yang didelilkan Para Penggugat, hal ini sesuai dengan yurisprudensi
Mahkamah Agung RI. No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa
Penggugatlah yeng berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ; —-—

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas beralasan
hukum untuk menolak seluruh seluruh eksepsi Tunut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana telah diureikan diatas ,

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa
Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji { Wanprestasi ), karena Tergugat tidak

melunasi pembayaran pemebelian tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang
dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yaitu :

- Dengan Penggugat I yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 90 tertanggal
20 September 1993, diikuti dengan Pemberian Kuasa Mutlak No. 91 di buat oleh dan
dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH Notaris di Jakarta, jual beli
disepakati Rp. 225.000,- per meter persegi ;

- Dengan Penggugat II yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92 tertanggal
20 September 1993 diikuti dengan Pembelian Kuasa Mutlak No. 93 dibuat dibadapan
RATNA SINTAWATI TANTUDJIOJO, SH Notaris di Jakarta, jual beli disepakati
Rp. 225.000,- per meter persegi ;

- Dengan Penggugat 1II yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 96 tertanggal
20 September 1993, -diikutt dengan Pemberian Kuasa Mutlak No. 97 dibuat
dihadapan RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH Notaris di Jakarta, jual beli
disepakati Rp. 225.000,- per meter persegi ;

- Dengan Penggugat IV yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109 tertanggal
30 Oktober 1993, diikuti dengan Pemberian Kuasa Mutiak No.110 dibuat dihadapan
RATNA SINTAWATI TANTUDIJOJO, SH Notaris di Jakarta, jual beli disepakati
Rp. 225.000,- per meter persegi ;
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Oleh karena Tergugat telah wanprestasi, maka segala akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli beserta Surat Kuasa harus dinyatakan batal :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II telah mengajukan

jawaban yang pada pokoknya menyatakan :

Turut Tergugat I :

Bahwa benar telzh di buat di hadapan Tergugat I akta-akta Perjanjian Pengikatan jual

beli dan ekta pemberian Kuasa antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu :

a Antara Penggugat | dengan Tergugat berupa perjanjian Pengikatan jual beli
No. 90 tanggel 20 September 1993 dan Pemberian Kuasa No. 91 tangpal
20 September 1993 : :

b. Antara Penggugat II dengan Tergugat berupa petjanjian Pengikatan jual beli No. 92
tanggal 20 September 1993 dan Pemberian Kuasa No. 93 tanggal 20
September 1993 ;

¢. Antara Penggugat III dengan Tergugat bempa perjanjian Pengikatan Jual Beli
No. 96 tanggal 20 September 1993 dai Pemberian Kuase No. 97 tanggal
20 September 1593 ;

d. Antara Penggugat IV dengan Tergugat berupa perjanjian Pengikatan Jual Beli
No.109 tanggal 20 September 1993 dan Pemberian Kuasa No. 110 tanggal
20 September 1993 ;

Bahwa dalam hel pembustsn akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa

tersebut telah dilakukan menurut prosedure dan sesuai dengan peraturan Per-Undang-

undangan yang berlaku ;

Turut Tergugat I :

Bahwa pada hakekatnya Penggugat mempermasalahkan keberndaan Sertifikat Hak

© Milik No. 1714/Rawa Buaya, Sertifikat Hak Milik No : 1715/Rawa Buzya , dan

Sertifikat Hak Milik No. 1726/ Rawa Buaya ;
Bahwa adapun riwayat penerbitan Sertifikat-Sertifikat tersebut, bahwa sertifikat Hak
Milik No.1714/Rawa Buaya, berdasarkan Keputusan Ka.Kanwil BPN DKI Jakarta
tanggal 29-6-1994, diterangkan bahwa Sarwani di berikan Hak Milik No. 1714/Rawa
Busaya seluas 1.214 M?, dan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 96
tanggal 20-9-1993 di hadapan Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo, SH atas tanah milik
adat C No. 5318 Persil 50 § [T luas + 1.207 M? kepada Sugiarso ( Tergugat ) ; --—-—--
Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1715/Rawa Bueayn, berdasarkan Swrat XKeputusan

. KaKanwil BPN DKI Jakarta tanggal 29 Juni 1994 di terangkan bahwa Hajjah Sa’dieh

Cs di berikan Hak Milik No. 1715/Rawa Buaya Juas 2.420 M? dan berdasarkan akta
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perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109 tanggal 30 Oktober 1993 di hadapan Notaris
Ratna Sintawati Tantudjojo, SH di terangkan bahwa Ny. Hj. Sa’diah Cs telah
melakukan Pengikatan Jual Beli tanah milik Adat kepada Sugiarso ( Tergugat ) ;
- Bahwa sertifikat HAK Milik 1725/Rawa Buaya luas 2.430 M? dan berdasarkan Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 90 tanggal 20 September 1993 di hadapan Notaris
Ratna Sintawati Tantudjojo, SH atas tanah milik Adat C No. 5315 Persil No. 50 S I
atas + 1.370 M? dan tanah milik adat C No. 5315 persil No. 50 S I seluas + 2.446 M
kepada Sugiarso ( Tergugat ) ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1726/Rawa Buaya, berdasarkan Surat Keputusan
Ka Kanwil BPN DKI Jakerta tanggal 16 Agustus 1994 di terangken Haji Munir di
berikan Hak Milik No. 1726/Rawa Buaya luas 1.165 M? dan berdasarkn akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli No. 92 tanggal 20 September 1993 di hadapan Notaris Ratma
Sintawafi Tanfudjojo, SH atas tanah Milik Adat C No. 5316 Persil 50 S II luas %
1.135 M kepada Sugiarso ( Tergugat ) ; '

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7B, sedangken Turut Tergugat T
mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda TTI-1 s/d T.T.I-8 , dan Turut Tergugat I
mengajukan alat bukti surat di beri tanda TTII-1 ¢/d TTII-30;

Menimbang, bahwa setelzsh mempelajari alat bukti yang diajukan para pihak dimana
terdapat persamaan, maka sesuai dengan hukum acara perdata bahwa pengakuan
merupakan bukfi sempurna yang tak perlu dipertimbangkan lagi, yakni bukti seperti
berikut ini :

1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 90 tertanggal 20 September 1993 ( Bukti

P-4A = Bukti TTI-1 = Bukti TTII-20 ) ;

2. Akta Surat Kuasa No. 91 tertanggal 20 September 1993 ( Bukti P-4B = Bukti TT1-2

= Bukti TTH-21); . .

3. Girik C No. 5316, Persil No. 50 Blok S IT, luas 1.135 M2 a/n H, Munir ( Bukti P-5
= Bukti TTI-25);
4, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92 tertanggal 20-9-1993 ( Bukti P-5A =
Bukti TTI-3 = Bukti TTII-28 ) ;
5. Akta Surat Kuasa No. 93 tertanggal 20 September 1993 ( Bukti P-5B = Bukti TT1-4
= Bukti TTII-29 ) ;
6. Girik C No. 5318, Persil No. 50, Blok S II ( Bukti P-6 = Bukti TTII-3 ) ;
7. Akta Perjanjian Pengikatan jual Beli No. 96 tanggal 20 September 1993 ( Bukti
P-6A = Bukti TTI-5 = Bukti TTI-60;
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8. Akta Surat Kuasa No. 97 tanggal 20 September 1993 ( Bukti P-6B = Bukti TTI-6 =
Buktt TTII-7 ) ;
9. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 109 tertanggal 30 Oktober 1993 ( Bukti P-7A =
Bukti TTI-7 =Bukti TTII-13);
10. Akta Surat Kuasa No. 110 tanggal 20 September 1993 ( Bukti P-7B = Bukti TTI-8
=Bukti TTI-14 ) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah
Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat { Sugiarso ) telah melakukan perbuatan
wanprestasi ( ingkar janji ) yakni tidak melunasi sisa pembayaran harga tanah milik Para
Penggugat sejumlah Rp, 1.486.300.000;-

Menimbang, bahwa apakah dani dalil Para Penggugat tersebut , Tergugat bepar telah
melakukan perbuatan wanprestasi 7 |

»

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tertanda P-4,
P-5, P-6, P-7 adalah membuktikan Para Penggugat adalah Pemilik dari tanah Hak Milik
Adat Girik C No. 5315, Persil No. 50 Blok S II luas 2.446 M’, tanah Hak Milik Adat
Girik C No. 5316, Persil No. 50 Blok S 1 luas 1.135 M?, tanah Hak Milik Adat Girik C
No. 5318 Persil No. 50 Blok S.1I luas 1.207 M?, tanah Hak Milik Adat Girik C No. 1542
persil 51 Blok S 1 luas 2.270 M’ terletak di Kelurahan Rawa Buaya , Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat ;

Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Para Pengguget dengan Tergupat di mana Para
Penggugat menjual tanah miliknya kepada Tergugat yang jumlah keseluruhannya seluas
t 8.428 M’ dengan harge Rp. 225.000/M?, dengan ketentuan bahwa Tergugat baru
membayar Iunas harga tanah apabila telah terbit Sertifikat atas nama masing-masing Para
Penggugat maka disetujui oleh kedus belah pihak ( Para Penggugat dan Tergugat )
dihadapan Turut Tergugat I yang di tuangkan dalam Persetujuan Pengikaten -jual beli
No. 90 tanggal 20 September 1993 ( Bukti P-8A) dan Pembenan Kuasa Mutlak No. 91
( Bukti P-8B ) ; - Perjanjian Jual Beli No. 92 tanggal 20 September 1993 ( Bukti P-9A )
dan Pemnberian Kuasa Mutlak No. 93 ( Bukti P-9B ) ; - Perjanjian Jual Beli No. 96 tanggal
20 September 1993 ( Bukti P-10A )} dan Pemberian Kuasa Mutlak No. 97 ( Bukti P-10B ) ;
Perjanjian Jual beli No. 109 Tanggat 30 Oktober 1993 { Bukti P-11A ) dan Pembenan Kuasa
Mutlak No. 110 ( BuktiP-11B); - )

Bahwa Para Pengpugnt telah menerima uang muka ( Voorschot dari ) dari Tergupat , yakni
Pengpugat 1 untuk 2 ( dua ) bidang tanah seluas 3.816_"1\.112 sebesar Rp. 90.000.000,-
{sembilan puluh juta), Penggueat II untuk tanah sluas 1.135 M® sebesar Rp. 130.000.000,-
(seratus tiga puluh juta rupiah), Penggugat Il untuk tansh seluas 1,207 M® sebesar
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Rp. 60.000.000,- (eram puluh juta rupiah) ; Penggugat IV tanah seluas 2.207 M? sebesar
Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah } ;

Menimbang, bahwa pada ssat perjanjian Pengikatan Jual Beli di tandatangani dan
pemberian uang muka ( Voorschot ) di serahkan Tergugat kepada Para Penggugat memang
benar Sertifikat belum terbit ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya bidang tanah atas nama Para Penggugat
telah selesai dan diterbitkan oleh Tunit Tergugat I sebagai Seritifikat Hak Milik
No. 1714/Rawa Buaya, Sertifikat Hak Milik No. 1715 / Rawa Buaya ; Sertifikat Hak Milik
No. 1725/Rawa Buaya ; Sertifikat Hak Milik No. 1726/Rawa Buaya ( Bukti TTII-5,
TTO-12 , TTH-19 ; TTH-27 ) dimana ke 4 { empat ) Sertifikat tersebut telah berada dalam
penguasaan Tergugat ; dan Tergugat tidak pemah memenuhi perjanjian yang telah
disepakati yakni membayer sisa dari harga tanah yang belum terbayar tersebut, bahkan
sampai saat ini Tergugat tidak di ketahuf lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, apakah dapat
dikatakan Tergugat telah melakukan perbuatan perbuatan wanprestasi ( ingkar janji ) ; -~

Menimbang,- bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak
memepuhi suatu kewajiban yang seharusnya ia penuhi sebagaimana yang telah disepakati
bersama sebagaimana yang dibuatkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Para
Penggugat dan Tergugat ;
Bahwa Tergugat tidak / belumn melunasi sisa pembayaran yang seharusnya fa penuhi kepada
Para Penggugat yakni membayar sebesar Rp. 1.486.300.000,- ( satu milyar empat ratus
delapan putuh enam tiga ratus juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Mutlak No. 91, No. 93, No. 97 , No. 110 adalah
bentuk ikuten ( asseccoir ) dari Perjanjian Pokok yeitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.
90, No. 92, No. 96 dan No. |09, dimana keberadaannyz adalah tidak berdiri sendiri ; ——

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,
bahwa Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janiji ( wanprestasi ) yakni tidak
memenuhi kewajibannya kepada Para Penggupat, maka segala hek sebagaimane yang
tercantumn datam surat kuasa tersebui tidak dapat digunakan untuk kepentingannya sendirt ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mela'kukan wanprestasi, maka
adalah hak Para Penggugat untuk memohon pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
No. 90 tanggal 20 September 1993, No. 92 tanggal 20 September 1993, No. 96 tanggal
20 September 1993, No. 109 tangeal 30 Okiober 1993 dan Surat Kuasa No. 91, No. 93,
No. 97 dan No. 110, oleh karenanya petitum angka 2, 3, 4 patut untuk di kabulkan ; —-
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Menimbang, bahwa menurut bukti P-4A = TTI-1 = T.T.I-20, bukti P-5A = TTI-3 =
TTII-28, Bukti P-6A = TTI-5 = TTII-6 ; Bukti P-7A = Bukti TTI-7 = Bukti TTII-13, yaitu
Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo,
SH Notaris di Jakarta, ke 4 bidang tanah tersebut telah di beli oleh Tergugat dengan
menggunakan sarana akte Perjanjian Jual Beli dan Surat Kuasa yang telah dinyatakan batal
tersebut diatas, oleh karena itu sebagai konskwensi yuridisnya jual beli atas 4 ( empat )
bidang tanah tersebut patut untuk di nyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan
segala akibatnya, dengan demikian Petitum angka 5 patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pemah hadir,
dimana menumt keterangan Turut Tergugat II bahwa Badan Pertanahan Nasional Jakarta
Barat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1714/Rawa Buaya, Sertifikat Hak Milik
No. 1715/Rawa Bu;.\ya, Sertifikat Hak Milik No. 1725/Rawa Buaya, Sertifikat Hak Milik
No. 1726/Rawa Buaya kepada Tergugat, sehingga yang ada pada Turnt Tergugat II adalah
warkah-warkah dari ke 4 bidang tanah tersebut ; :

Menimbang, bahwa tentang Petihmm 6 dan 7 haruslah ditolak karena Pengadilan
Negeri tidak mempunyai kewenangan terhadap insatansi lain (Badan Pertanahan Nasional)
untuk melaksanakan perubahan data Hak Milik dan memerintahkan untuk menyerahkan
Sertifikat kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum selebihnya, karena berdasarkan hukum
patutlah untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengpugat di kabulkan untuk scbagian,
maka Majelis menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, dan membebankan
biaya perkara kepada Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan pematuran lain yang
bersangkutan |

MENGADILI

DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji { Wanprestast ) ;
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- Membatalkan atau menyatakan batal Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 90
tertanggal 20 September 1993, Pengikatan Perjanjian Jl_.131 Beli No. 92 tertanggal

20 September 1993, Plengikatan Perjanjian Jual Beli No. 96 tertanggal 20
September 1993, Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 109 tertanggal 30 Oktober
1993 yang semuanya dibuat oleh dan dihadapan RATNA SINTAWATI
TANTUDIOQJO, SH Notaris di Jakarta dengan segala akibat hukumnya ; -----------

- Menyatakan Surat Kuasa Mutlak No. 91, Surat Kuasa Mutlak No.93, Surat Kuasa
Mutlak No. 97, Surat Kuasa Mutlak No. 110 yang dibuat oleh dan dihadapan
RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, SH Notaris di Iakarta batal demi hukum

: dengan segala akibat hukumnya ;

- Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya Peralihan hak dari Para
Penggugat kepada Tergugat yang didasarkan pada Surat Kuasa Mutlak tersebut ; —-

- Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapapun yang
mendapat hak dari padanya tunduk pada putusan ini ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.964.000-
( Satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah } ; -

- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;

Demikiantah putusan ini telah dimusyawarahkan pada hari : SELASA, Tanggal :
18 OKTOBER 2005 olch kami : KAREL TUPPU, SHHMH scbagai Hakim Ketua,
AMBRIL, SHMH dan MADE NGURAH ATMADJA, SH masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari : KAMIS, Tanggal : 20 OKTOBER 2005 oleh Hakim Ketua
Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh NY. ERNI,
SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dibadiri pula oleh Kuasa
Penggugat tanpa hadirmya Tergugat, Turut TergugatI dan Turut Tergugatll ; ——-——
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—————————————————— Nomor : 80. -——=—~—————r————-

ini, Senin, tanggal dua puluh September -

tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga. --
Menghadap kepada saya, RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri
para saksi yang savya, Notaris? kenal dan akan ~~—-—-
disebutkan pada bagian akhir-akta int @ ———em e
1. Nyonya Jaﬁda @ajjah SA’DIAH, umur: 70 (tujuh —-—-
puiuh} tahun, ibu rumah tangga, bertempat tingga’
di Jakarta, Kampung Pondok Randu Rukun Tetangga ;
004/Rukun Warga 02, Kelurahan Duri Kosambi, ————
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, —-—————~———~
- pihak pertama - sé1anjutnya disebut ————=-——~——~—-
“Calon Penjual”. ———~———~=--——momomom oo )
: II. Tuan SUGIARSQ, Wiraswasta, bertempat tinggal -—-
d1 Jakarta, Jaian Ptuit Mas Selatan V/21, ~————-
biek N, Jakarta-Utara. ————~————~——=————— -
- pihak kedua - selanjutnya disebut -—————--—~—- _
"Calon Pembeli” - —~———————r———
Para penghadap saya, Notaris, kenal. —-————————~———=—
Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : —————=-
~ bahwa pihak pertama adalah pemilik a t a s : ~~——-
- 2 {dua) bidang tanah Hak Milik Adat Girik ¢ ———-~
Némor: 5315 pers}1 Nomor: 50 8§ 11, terletak di -
Ke]urahaq Duri Kosdhbi (sekarang Rawa Buava) ——
yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini; —---
- bahwa antara para pihak telah disetujuil bersama -
bahwa pihak pertama bermaksud untuk menjual ~——~—-—-

kqnada pihak kedua atas dua bidang tanah Girik C ~--
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5315, persil .50 8-11 tersebut diatas; - ————-—

Jual~Belinya bariu-akah dibayar Sebagiansduiy, ——-————
Berhubung dengan hal-hai tersebut  diatas; maka --———-~—-
para penghadap. bersama- ini-menerangkan- agar supaya —-———
dikemudian hari-para pihak: tidakedapat memungkirinya, -

bahwa pihak pertama dengan ini berjanji dan oleh —-————-—

‘,::?.-

karena 1tu meng1katkan diri akan menjua1 dan ——————————

i = Tt ,tl'..i?"- D

menyerahkan kepada p1hak kedua, vyang dengan iny ——=———

L F o uaT AR e s

berjaniji dan oleh karena 1tu meng1katkan d1r1 akan ——--

L o
LR L - -

menerima membeli dan menerima penyerahan dar1 —————————
pihak pertama, atas ; ——-;—-l;———;;j————* ———————————
- 2 (dua) bidang tanah Hak M111k Adat semuanya —-——-=----
-ter1etak di _V) R (Vv Sy
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. ——————————————————————
Wilayah Jakarta Barat R, " ——
Kecamatan —- : Cengkareng. :;;-—;-~————————————¥ —————
Kelurahan -- : Duri-KosamEi (sekarang Rawa Buaya). --
Tertulis atas Aama: Hajjah SA’DIAH, masing-masing ———
yaitu : U
i. sebidang tanah Hak Milik Adat Nomor: C 5315, --——-—

. : 2
persil Nomor: 50, § I1I, luasnya: 1.370 m -~-—-————

(seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) ———-

dengan batas-batasnya : ——————————— e

Utara ----— : tanah milik SAINAH (ALIONG). -—————-
Timur ————— : tanah milik_Haji GANI, ——————————wu——
Selatan —--- : tanah milik Haji MARWAN, ————~—-———-
Barat ~-—--— : tanah milik Haji JAMAT. ———————————

Yang perb1ehannya berdasarkan akta Jual-Beii -—-—---
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\tertanggai. 23 Juni 1990.(dua puluh tiga Juni -——-—
eribu sembilan ratus sembilaphpu1uh) Nomor: ———
-13968/JB/Ma /1990 yarg telah dibuat dihadapan -———--—
- Doctorandus SARIMUN z:HADI'SAPUTRA ;. Camat :Kecamatan
Cengkareng, yangbermeterat cukup telah ~———-———— |
diperlihatkan-kepada:-sdya, Notarts, —~——————~--——~
2. sebidang tanah :Hak-M71LikhAdat Nomor: C 5315, ———— )

o T T S~ .
persil Nomer: 50 8 11 luasnya: 2.446 m (dua —-——-—

Utara -——=- : tanah milik Haji GENI/NAWAWI ., ——————-.
Timur ———— ;'fanéﬁ m:{ygaHa;iujA;;?f-——; ——————— .~;;
Selatan —- :.tanah-mifikaH&ji'MARWAN/Héji JAMAT. -
Barat —--——- : tanah milik Haji- MARWAN. -———-——————-
. Yang perotehannya berdasarkapn ;' =—————=————~———=———- :
- — akta-Jual-Beli ‘tertanggal 23 Juni 1990'(dﬁa ———
puluh tiga Juni seribu- sembilan ratus sembilan ==
puluh) Nomor: 142&6/JB/Ma/1990, yang telah -————-——-
- dibuat dihadapan Tuan Doctorandus SARIMUN ——-————--
HADISAPUTRA, Camat Kecamatan Cengkareng, ——-—-~-———-—-
Jakarta Barat yang bermeterai cukup telah - -————--
diperlihatkan kepada saya, Notaris; -—~—=——————=--
"Sesuai dengan Daftar.Keterangan Obyek Pajak ———--———-
untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal -—-
Jakarta, 25 Oktober 1990 (dua puluh T1ima Oktober ——==
seribu sembilan ratus sembilan puluh), ———-——=-—--e-— :
telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, —-———~-———= _
- Berikut segala sesuatu yang berada/berdiri --————~—-- -
diatas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, SR

td}uannya dan Hukum dapat dianggap sebagai —~——~—--— }
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perianiian- pengikatan: Jual—~Beili. dnid.trelahyrdi) akukan ——-

dan diterima dengan syarat-syanairdamn ketentuan— ——————
ketentuan sebagai berddart avepr—r-rersr—re—br—am——r————~——
————————————————— -~ - Pasat{ —-——————
Jual-Beli 2. (dua) bidang:imnah:Hak Mid ik :Adat Girik —---
Nomor: C 5315, persi1“Nomorﬁa5&z8riiﬁxelun&han-Duri ——
e LN m LA e e 2
Kosambi (sekarang Rawa Buaya) seluas: 1. 370 m -———————-

Lo LEASabAan~—r hEn g, -
(seribu tiga ratus tu;uh pu]uh meter perseg1) dan se- -

2
tuas: 2.416 m (dua:rﬁvaempai-maius-empatapu]uh enam —
_ LU ety Zmn Sa 2. X
meter persegi) se]ururnya. sejumlah 3. 816 m (tiga ———-
-.|l 1 .'" ,‘.L'. oo - i

ribu delapan ratus enam be1as meter perseg1) akan —-~-——-

AN R -C L L B

dilakukan dan d1ter1ma dengan harga Rp. 76 320 000, - —-
{ TUJUH PULUH ENAM JUTA TIGA ﬁATUg-bUA PULUH RIBU ——————
RUPIAH) . Pl S N~ W =
Para pihak te1éh saling se{ujﬁ-dan-mﬁfakét bahwa R
pihak Redua akan membayar kepada-pihak pertama pada —-—
saat menandatangani akta ini sejumlah Rp.38.160.000,- -
tTIGA PULUH DELAPAN JUTA SERATUé ENAM PULUH RIBU —-—~-~—
RUPIAH) yang diakui telah diterima oleh pihak ——-———————-
pertama dengan 1eﬁgkap déﬁ tunai, sehingga akta ini -—-
be[laku sebagai kwitansinya yang sah, - —————————-———-
S'isan;\ ejumliah Rp.38.160.000,- (TIGA PULUH DELAPAN --
JUTﬁNSééATus ENAM PULUH RIBU RUPIAH) oleh pihak -~———--
kedua harus dibayar kepada pihak pertama seiambat- ----
TambatQ{i sete1a;ﬁ\¥rt1p1kat Hak atas tanah tersebut --

——

telah terb1t/se1esa1 dengan mendapat tanda bukti -—~—~-

pembayaran lunas dari pihak pertama. A
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Jual-Beli tersebut akan .dilakukan.dan-diterima ----———-
Hengan memakai perjanjian-perjaniien sebagai berikut: ~
 5. Segala sesuatu yang- akari dijual -dan dibeli ity ————-
harus diserahkan oleh:pthaktpertamabkepada. pinak —-——
kedua bebas dari. bebanzapapun jugaiserta bebas --———- -
dari sitaan-sitaan; ——=a-—v—fam—trrirmro mo—me——————

b. Segala sesuatu yang-akan dajwualcdan dibeli .itu —~——- :
- harus diserahkan oleh pi:hak pertamaukepada ——---———-
pihak kedua séperti keadaannya  pada-..tanggal -hari -—-—

ini, antara lain sebuahuhangunaﬁ;numahébanikut -

fasilitasnya; —~=-——————————————————r——JFrmo—————————— :

¢. Biaya pembuatan akia ini, biaya. akta Jual-=Beli ———

(Pejabat Pembuat Akta Tanah), bea bé1ik nama --—-—-——-—

- serta segala biaya sehubungan dengan Jual-Beli -———-
tersebut kepada hama pihak kedua menjadi -beban ——-~—

4 | dari dan harus dibayar oleh pihak kedua dan —----———— _
selanjutnya dengan memakas perjanjian—perjanjién -
serta syarat-syarat mana telah diketahui oleh —--———-
kedua belah pihak. ———--——————————~——————+—————;————
————————————————————— - Pasal 8 = ———mme———
Untuk menjamin teriaksananya Jual-Beli ini, maka - ————-
sertipikat tanah harus terdaftar/terbit atas -~———-—--——
nama pihak pertama, maka_pihak pertama dengan ini ————
sekarang, tetapi untuk nanti pada waktunya dengan -——~——
akta terpisah memberi kuasa kepada pihak kedua --—--—~—-
untuk menandatangani akta Jual-Beli atas nama pihak ~——-
pertama sebagai penjual. ———-~-—————————~—————~—————-——;
————————————————————— - Pasal 4 - e
Perjanjian ini tidak akan berakhir karena saltah ------- ?

satu rihak meninggal dunia, akan tetapi turun ————————-
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N\temurun dan harus dipenuhi oleh (para) ahliwaris ————--—
ari pihak yang meninggail dunia., —-———-~=r——————————
————————————————— - Pasal 5 - -————————————————
Kuasa-kuasa tersebut diatas merupakan bagian penting —--
vang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, ---———-
yang mana tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut niscaya ---
perjanjian ini tidak akan dibuat, oteh karenanya ————--—
kuasa—kuasa tersebut merupakan kuasa-kuasa yang —-——————
tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir ---
karena sebab-sebab yang mengakhiri suatu kuasa ———-———-
menurut Undang-tUndang atau karena alasan apapun ——--——-—
juga (pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata}. ——
et - — T — - Pasal 6 - ~————————————————————————
Selain kuasa—-kuasa tersebut, pihak pertama memberi -—--——
kuasa pula dengan akta Kuasa tersendiri, yaitu -——=~-—-
tertanggal hari ini dibawah nomor setelah akta inj. ———
————————————————————— - Pasal 7 - —— == —m———————
Untuk- perjanjian pengikatan Jual—-Beli ini dan segala ——
akibatnya para pihak memilih tempat tiﬁgga] tetap ———-
dan umum di Kantor Panitera Pengadilan MNegeri —--——————-—
Jakarta Utara di Jakarta. -~

R DEMIKIAN AKTA INI : ————————————-——mu

‘Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan -—--——-
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan -————
dinhadiri oleh Nona KUNDRIYATI dan Nona TRI RACMAWATI --
kedua—duanyé pegawai Kantor Notaris, bertempat- - ——-~—
tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. —-—————sr—~r———~
Setelah saya, Notaris, membacakaﬁ akta ini -——~-————-——
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera -----

penghadap, para saksi dan saya, Notaris, --—~————-— o ———
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enandatangani akia ini, sedangkan penghéﬂaafyfqhya —=-

hjjah SA’DIAH hanya membubuhi tapak- jempol kﬁ}fhxa —

;ﬁjg,'kaﬁeﬁa,menurut keterangannya tidak pernah;—¥f777-
5 ‘;ﬁégéjaﬁ ﬁéﬁuTﬁsL-—~———4—————LE;——————--————"——471—7—7f-
1JiDibyat dengén tiga belas perkaiaan coretan, dﬁa ————:;é

pérkataan gantian dan dua belas perkataan tambahan. 7:7

Asli Sahih akta ini telah ditandatangani dengan ----==

SEMPUINEA. ——— - o e
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tahun seribu sembiian ratus sembilan puluh-tida.. —————-
Menghadap kepada saya, RATNASSENTAWATI TANTUDJOJO, ———-
Sarjana Hukum, Notaris. di:adakarta, dengan dihadiri ———-
para saksi yang saya, Notarisy=kena1 dan akan -~————-——
disebutkan pada bagian akhir ghta ini @ oeee———m——
- Nyonya Janda Hajjah SA'DIAH, wmur: 70 Ct;juh —_——————
puluh)} tahun, ibu rumah tangga, bertempat  tinggal ——
di Jakarta, Kampung Pondok Randu, Rukun:Tetanhgga —---—
004/Rukuﬁ Warga 02, Kelurahan Duri Kosambiv, ————————-
Kecamat:an Cengkareng, Jakarta Barat.- —————————————————
Penghadap ééyar-Notaris kenal. —-~==~=m————————— e ———
Penghadap bersama ini, menerangkan memberi —m e
kuasa kepada- - e e e e
- Tuan SUGIARSO, Wiraswasta, bertempat-tinggal - —————
di-Jakarta,  Jalan Piuit:Mas~Selatan'V/21, ———————————
blok N, Jakarta Utara. ——=——>&g5+——-—-————-———————————

———————————————————— KHUSUS : ~==——m——sm—m— e

Untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual : -—==——————
- 2 (dua) bidang tanah Hak Milik Adat semuanya -—-—-——————
terletak di : —————
Daeraﬁ Khusus Ibukota Jakarta. —————————————
Wilayah Jakarta Barat. ~~——~——meemmmm e
Kecamatan -- : Cengkareng. ———-———-~—~—r——mmmm——om
Kelurahan —-- : Duri Kosambi (sekarang Rawa Buaya). --
Tertulis atas nama : Hajjah SA’DIAH, masing— -——————-
masing yaitu : --——~—————=-~——- Bttt

1. Sebidang tanah Hak Milik Adat Nomor : C 5315, -——-
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milik SAINAH (ALIONG).
. tanah milik Haji GAN]., - ————————~—

tanah milik Haji. MARWAN, —-———-——~—
.s.tanabh milik Haji.  JAMAT. ————————~

Yang perolehannya berdasarkan akta Jual-Beljy --———--

tertanggal 23 Juni. 1990. (duaipuluh tiga Juni ---—---

-seribu sembilan ratuscsemb#lan.puluh) -Nomor. :- ———-—--

1396/JB/Ma/1990 yang.telahrdibwat-dihadapan  ————- '———;
Doctorandus SARIMUN HADISAPUTRA, -Camat: Kecamatan —-——
Cengkareng, yang bermeteraincukup-télahn-r ——————————
diperlihatkan képadansaya;uNotaris-.f-———f——r ——————— _
Sebidang tanah' Hak-Milik:Adat Nemer.: .C 5315, --————
persil Nomor :.50,.8-II 1uasnya::"2:446.m2 (dua ———-
ribu empat ratus empat -puluh.enam meter. persegi) —-—-

dengan:.-batas-batasnya. : ‘-

Utara ————-- : tanah milik Haii GENI/NAWAWI. ~——————
Timur —-~--= : tanah milik Haji JAMAT. —————~-ooe—v '
Seiatan --—— : tanah milik Haji MARWAN/Haji JAMAT. -
Barat ------ : tanah milik Haji MARWAN. --————-e——-——
Yang perolehannya berdasarkan : ————-—~-m——m e~

- akta Jual-Beli tertanggal 23 Juni 1990 (dua --————-
puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan --—~—-
puluh) Nomor : 1426/JB/Ma/19980, yang teiah ————-————- _
dibuat dihadapan Tuan Doctorandus SARIMUN ~———-—-——-——- :
HADISAPUTRA, Camat Kecamatan Cengkareng, S

quarta Barat yang bermeterai cukup telah -——~-——-—= _

-diperiihatkan kepada saya, Notaris ; -———~~--——-—-—-
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esuai dengan Daftar Keterangan Obyek Pajak -—--—-
ntuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan ----——~-——-

tertangagal Jakarta, 25 Oktober 1990 (dua puluh —-——

1ima Oktober seribu sembilan ratus sembilan ———~—-
puluh), telah dipertihatkan kepada saya, - --——~-—-
Notaris. - ———————————————————-—— -, —-.—-. —. . ( , ,—- .,

- Berikut segala sesuaiu yang bgrada/berdiri ——————————
diatas tanah tersebut, Qadg'menhrut sifatnya, --—————
tujuannya dan Hukum dapat diaﬁggap sehagat —————~—-——-—-
barang tetap dengan tidak ada yang dikecualikan. —-—-

- Untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak —--
unt uk menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah -—-
setempat, untuk meminta, memberi keterangan- -————-—--
keterangan dan menandatangani akta Jual-Beli atas -—-
tanah tersebut dan melakukan segalta tindakan -————-——-
sehybunéan dengan maksud tersebut diatas. --——-=-——-

-~ Untuk dijual kepada penerima kuasa sendiri -———-———-

(Tuan SUGIARSOC tersebut diatas)., ---——-————-—r-——

————————————————— DEMIKIAN AKTA INI : ~————"-————--——mm

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan —--~—-
tanggyal tersebut pada bagian awal akta ini dengan ———-~-
dihadiri oleh Nona KUNDRIYATI dan Nona TRI RACHMAWATI, -
kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, bertempat- —-——--——-
tinggal di1 Jakarta, vyang sava, Notaris kenal ——————r=—-
sebagai saksi-saksi. --——————————————————————— -
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini ———-———~——- -
kepada penghadap dan para saksi, maka segera ~————-———-
para saksi dan sava,.Notaris, menandétangani akta - ——-—
ini, sedangkan penghadap hanya membubuhi tapak —--——-——-———-

jempol kirinya saja karena menurut keterangannya —- . -—
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idak pernah belajar menUha e

ibuat tanpa gantian’.dan"tambahan, dengan memakaj —--—-

seratus tiga puluh empdt berkatasn-coretan. -—---------
- ahdétangam dengan ——————-

ATH TANTURMIG, Sl
ARLS JN(AHT,;W—
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